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BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 15 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 - 2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) 
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah 
satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi 
Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Tahun 2024-2029; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tah un 19 50 N omor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 
valuasi rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312) ; 

7 . Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868) ; 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar 
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 



Menetapkan 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana 
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2018 ten tang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar 
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di 
Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 158); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1419); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 677); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 
2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Daerah 
tahun 2024; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI 
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 - 2029 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. 



5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

6. Inspektorat Daerah adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

7. Sekretariat Daerah adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan 
kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah. 

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan 
pada sub urusan pengelolaan keuangan dan asset Daerah. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah PD penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengembangan Daerah. 

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 
secara minimal. 

11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
dasar warga negara. 

12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan 
barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap 
warga negara secara minimal. 

13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya 
disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai 
pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target 
pemenuhan SPM. 

14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang 
dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal 
dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar h idup secara layak. 

15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 
oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai basil 
suatu program. 

17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 
dan kualitas yang terukur. 

18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran 
atau hasil. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 



20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang 
ditetapkan dengan undang-undang. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Perda. 

25. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah 
yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu 
layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

26. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategi, 
fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai pedoman dan Langkah 
Langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. 

27. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan 
untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 
rencana pembangunan, mengiden tifikasi serta mengan tisipasi 
permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin. 

29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standart. 

30. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, 
dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainnya tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan 
dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga 
negara secara minimal. 

(2) Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 
Pasuruan adalah Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima 
pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib 
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Penerapan SPM; 
b . Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM; 
c. Integrasi SPM; 



d. Strategi Penerapan SPM; 
e. Pendanaan; dan 
f. Pembinaan dan Pengawasan. 

BAB III 
PENERAPAN SPM 

Pasal 3 

( 1) Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya 
bertanggungjawab untuk melakukan pendataan, penghitungan kebutuhan 
pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan 
Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

(2) Pendataan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang 

tidak mampu memperoleh barang dan/ atau jasa Kebutuhan Dasar 
Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar 
dan Mutu Pelayanan Dasarnya 

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk 
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 

(3) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus 
diprioritaskan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang 
tidak mampu meliputi: 

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. sifat barang dan/ atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau 
sendiri; 

c. kondisi bencana; dan/ a tau 
d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri. 

(4) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan keapda 
Perangkat Daerah Pengampu SPM kepada Bapelitbangda untuk dimuat 
dalam RPJMD dan RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(5) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
dituangkan Perangkat Daerah pengampu SPM dalam Renstra dan Renja 
Perangkat Daerahnya. 

(6) Pemutakhiran dan sinkronisasi data dilakukan melalui sistem aplikasi e­
SPM dan melaporkan data kepada tim Penerapan SPM bersama dengan 
Perangkat Daerah pengampu SPM. 

(7) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan: 
a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga 

Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, 
dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau 
jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. 

(8) Perangkat Daerah Pengampu SPM menetapkan Pelaksanaan pemenuhan 
Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dalam Keputusan Bupati. 



BAB IV 
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM 

Pasal 4 

(1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) huruf b terdiri dari : 
BABI PENDAHULUAN 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 

BAB VI 

KONDISI UMUM WILAYAH 
ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM 
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM 
MEKANISME MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 
SPM 
PENUTUP. 

(2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

(3) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 
dan penganggaran serta prioritas pembangunan dalam jangka pendek 
maupun jangka menengah. 

(4) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM wajib dilakukan monitoring, evaluasi, 
dan pengendalian secara berkala dan kontinyu terhadap Rencana Aksi 
Daerah Penerapan SPM yang telah disusun dan ditetapkan, serta 
dikoordinasikan Sekretariat Tim penerapan SPM: 
a. dalam 3 (tiga) bulanan sekali; dan 
b . dalam 1 (satu) tahun sekali. 

(5) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan bagian dari proses pelaporan yang dilakukan PD pengampu SPM 
sesuai tugas dan fungsinya kepada Sekretariat Tim. 

(6) Hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) menjadi dasar : 
a . penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya; 
b . Review terhadap Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM 

Tahunan; 
c . Review terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 

Dokumen Perencanaan Strategis PD pengampu SPM yang sesuai tugas 
dan fungsinya , termasuk penganggaran; dan/atau 

d. Laporan Tim Penerapan SPM Kab Pasuruan kepada Tim penerapan SPM 
Provinsi dan Pusat. 

(7) Mekanisme dan tata cara review sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf 
a , melalui mekanisme Penetapan Berita Acara Hasil rapat Koordinasi Tim 
Penerapan SPM yang kemudian ditetapkan, maupun perubahan Peraturan 
Kepala Daerah, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. 



BABV 
INTEGRASI SPM 

Pasal 5 
(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke 

dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. 
(2) PD Pengampu SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
( 1) dan Pasal 4 ayat ( 1) Rencana Aksi Daerah tertuang dalam dokumen 
Renstra dan Renja. 

(3) Bappelitbangda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD dan 
RKPD. 

(4) BPKPD memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan 
pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran Pendapatan dan belanja 
daerah. 

BAB VI 
STRATEGI PENERAPAN SPM 

Pasal 6 
( 1) Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaria Daerah selaku sekretaris Tim 

Penerapan SPM mengoordinasikan bahan perumusan strategi Penerapan 
SPM dari PD pengampu SPM. 

(2) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disusun untuk periode 5 (lima) tahun. 

(3) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (2) dituangkan dalam 
matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa: 
a . Program, Kegiatan dan sub Kegiatan; 
b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan 

dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi; 
c. tahun dasar pelaksanaan; 
d . target pencapaian SPM; 

. . . . 
e. 1n1s1as1; 
f. sumber pendanaan; dan 
g. instansi pelaksana. 

(4) Strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
dalam Bab V Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM lampiran yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpsahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 7 
(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e 

bersumber dari : 
a. APBD; dan/ atau 
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber 

pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah. 



(3) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim 
Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan 
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b. 

(4) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan 
sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui 
kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN 
dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 
( 1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf f dilaksanakan oleh Bupati. 
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim Penerapan SPM. 
(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring evaluasi dan 
bentuk pembinaan pengawasan lainnya. 

(4) Pembinaan dan Pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) 
dan ayat (3) di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
evaluasi dan pertanggungjawaban. 

(5) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan 
SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM. 

(6) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(7) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan 
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: 
a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala; 
b. bimbingan teknis penerapan SPM; 
c. konsultasi penerapan SPM; 
d . sosialisasi; dan 
e. Pengaduan masyarakat. 

(8) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh aparat pengawas internal 
Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim 
penerapan SPM 

Pasal 9 

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a 
dilakukan oleh Tim penerapan SPM, melalui sistem pelaporan pencapaian 
penerapan SPM oleh PD pengampu SPM. 

(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan 
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada triwulan dan akhir tahun. 

(3) Hasil analisis laporan akhir tahun Penerapan SPM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan 
perencanaan tahun berikutnya. 

(4) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat 
pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi. 



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DI TELITI 

Pe·abat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Kabag. Hukum 

Kabag.Tapem 

Diundangkan di Pasuruan 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis 

globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya 

diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

SPM merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar 

warga negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai 

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan SPM 

sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena 

itulah dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan 

anggaran. 

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi1) 

Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke 

enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah 

memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan 

tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh 

masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar 

tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang­

kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar 

jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk 

teknis atau tata cara pemenuhan standar. 

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk Menyusun rencana pemenuhan 

Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan 

pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur untuk memantu kinerja 

penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan 

dasar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal 

kepada masyarakat. 
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Dalam rangka meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal 

tersebut, Kabupaten Pasuruan perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal agar dapat menjadi pedoman bagi para Perangkat Daerah 

terkait dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi 

tersebut harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan agar dapat 

diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 didasarkan atas : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6178); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Tahun 2021 

Nomor 1419); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Serita Negara Tahun 2018 

Nomor 1891); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 

32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 

(Serita Negara Tahun 2022 Nomor 677); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Standar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sidang Kesehatan (Serita Negara Tahun 2019 Nomor 68); 

7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sidang Sosial di 

Daerah dan Di Kabupaten/Kota (Serita Negara Tahun 2018 Nomor 868); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar 

dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

minimal. 

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai berikut : 

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar 

yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintah Kabupaten Pasuruan; 

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan 

pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran; 

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan 

pencapaian SPM; 

4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan 

yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan 

meliputi: 

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar 

pada 6 (enam) urusan wajib; 

2. ldentifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang 

mendukung pencapaian SPM; 

3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib; 4. 

Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung 

pencapaian SPM; 

4. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator 

SPM berdasarkan masing-masing urusan; 

5. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber 

pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan 

target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM; 

6. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika encana aksi 

penerapan SPM. 

2. Bab II Kondisi Umum Wilayah 

Pada Bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi 

kondisi geografi, demografi, perekonomian dan pembangunan manusia 

di Kabupaten Pasuruan. 

3. Bab Ill Analisis Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar Dan 

Permasalahan Yang Dihadapi 

Pada Bab Ill ini menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta 

permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhannya. 

4. Bab IV kebijakan Nasional Pencapaian SPM 

Pada Bab IV ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam 

pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah. 

5. Bab V Rencana Aksi Penerapan SPM 

Pada Bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian 

SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi penerapan SPM 

untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam 

dokumen perencanaan di daerah. 

6. Bab VI Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan 

SPM 

Pada Bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui 

monitoring dan evaluasi penerapan SPM beserta pelaporannya yang 

dilakukan setiap tahun. 

7. Bab VII Penutup 

Pada Bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan 

dalam mewujuskan target pemenuhan standar pelayanan dasar. 
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SABfl 

KONDISI UMUM WILAYAH 

2.1 Kondisi Geografis 

Kabupaten Pasuruan merupakan Kabupaten terluas ke-12 (dua belas) di 

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.474,02 Km2. lbu kota atau 

pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Bangil. Secara 

administrasi, batas wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut: 

Sebelah Utara Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura 

Sebelah Timur Kabupaten Probolinggo 

Sebelah Selatan 

.SebeJah Barat 

Kabupaten Malang 

Ka.bupaten Mojo1erto .dan K.ota Batu 

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan 
Sumber: Sadan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022 

Secara administrasi, jumlah kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 

24 kecamatan yang terbagi menjadi 24 Kelurahan dan 341 Desa. Kecamatan yang 

paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Lumbang sedangkan yang paling kecil 

luas wilayahnya adalah Kecamatan Pohjentrek. 

Tabel f . 1 Luas Oaerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan 

Jumlah 

No 
Nama Luas Wilayah Persentase 

Kecamatan Desa Kelurahan (Km2) (%) 

1 Purwodadi 13 - 102,46 6,95 

2 Tutur 12 - 86,30 5,85 

3 Puspo 7 - 58,35 3,96 

4 Lumbang 12 - 125,55 8,52 

5 Pasrepan 17 - 89,95 6,10 

6 Kejayan 24 1 79,15 5,37 

7 Wonorejo 15 - 47,30 3,21 

8 Purwosari 14 1 59,87 4,06 

9 Sukorejo 19 - 58,18 3,95 
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Jumlah 

No 
Nama Luas Wilayah Persentase 

Kecamatan Desa Kelurahan (Km2) (%) 

10 Prigen 9 - 121 ,90 8,27 

11 Pandaan 14 4 43,27 2,94 

12 Gempol 15 - 64,92 4,40 

13 Beji 12 2 39,90 2,71 

14 Bangil 4 11 44,60 3,03 

15 Rembang 17 - 42,52 2,88 

16 Kraton 25 - 50,75 3,44 

17 Pohjentrek 11 3 11 ,88 0,81 

18 Gondang Wetan 19 1 26,25 1,78 
- -

19 Winongan 
-~- f ff - 45,~/ 3,12 

20 Grati 14 1 50,78 3,45 

21 Nguling 15 - 42,60 2,89 

22 Lekok 11 - 46,57 3,16 
- . - . --

--·23- ReJ0S0 --- -- - - ----rs · - - - ---37, era - ~;-51-·- --
24 Tosari 8 - 98,00 6,65 

Kabupaten Pasuruan 341 24 1.474,02 1 474,02 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022, 
Badan Perfaifanan Nasional, 2022 {Jan BadaR Pusat Sfafisfik 
Kabupaten Pasuruan, 2022 

Secara astronomis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'34" -

7°57'20" Lintang Selatan dan 112°33'55" - 113°05'37" Bujur Timur. Kabupaten 

Pasuruan terletak pada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember I Banyuwangi / 

Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali sehingga sangat 

strategis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu terdapat 

beberapa jalur jalan tol yang melintas di jalur Kabupaten Pasuruan yang 

membuatnya menjadi pilihan para investor baik dalam maupun luar negeri untuk 

mengembangan pembangunan industri di Kabupaten Pasuruan. 

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan 

berbukit dan daerah dataran rendah yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian, 

yaitu: 

1. Bagian selatan, terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan 

ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2. 700 meter yang 

membentang mulai dari wilayah Kecamatan Tutur, Kecamatan 

Purwodadi dan Kecamatan Prigen; 

2. Bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan 

ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada 

umumnya relatif subur; 

Bagian utara, terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur 

dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini 
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membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling kearah baraf, yakni 

Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil. 

2.2 Kondisi Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu empat tahun 

(2020-2023) mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk 

Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.634.022, yang terdiri dari 814.762 jiwa laki-laki 

dan 819.260 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah 

laki laki hampir lebih unggul daripada jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada 

angka Sex Ratio di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2023 menunjukkan jumlah 

penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk 

p~r~_mp!,!an, Jumla_h ~ndu~Yk KaB_\:JJ)aten Pasuruan dan berd~~arkan jeni~ 

kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2020-2023 

No Uraian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 
1 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.605.969 1.615.420 1.619.035 1.634.022 

► Laki-Laki 803.730 808.237 809.968 814.762 

► Perempuan 802.239 807.183 809.067 819.260 

2 
Kepadatan Penduduk 

1.089,52 1.095,93 1.098,38 1.1 08,55 
(Jiwa/Km2) 

3 Sex Ratio (LIP) (%) 100,19 100,13 100, 11 99,45 

4 
Persentase Penduduk 
Menurut Kelompok Umur 

► 0 -14 tahun (%) 21,33 22,30 23,21 22,95 

► 15-64 tahun (%) 71 ,74 70,79 69,94 69,67 

► Di atas 65 tahun (%) 6,94 6,92 6,85 7,38 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 

2019-2023 adalah sebagai berikut: 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

0, 

2019 2020 2021 2022 2023 

- Laju Pertumbuharr Penduduk 

Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2019-2023 

Sumber: Kabupaten Pasuruan .dalam Angka 
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Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan 

dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 

menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk 

adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. 

Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang 

akan datang. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan 

selama periode 2019-2023 cenderung menunjukkan tren penurunan pada tahun 

2019 sampai tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, 

kemudian tahun 2023 mengalami penurunan Kembali. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Program Pengendalian Penduduk sudah berhasil menurunkan jumlah 

penduduk di Kabupaten Pasuruan. 

Dari segi kepadatan penduduk, Kabupaten Pasuruan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Kepadatan Penduduk adalah perbandingan 

antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota). 

Tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung 

dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023, kepadatan penduduk per 

kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2018-2022* (Jiwa/Km2) 

No Tahun Kepadatan Penduduk Oiwa/km2) 

1 2019 1.080,09 

2 2020 1.089,52 

3 2021 1.095,93 

4 2022 1.098,38 

5 2023 1.108,55 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk 

di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Kabupaten Pasuruan 

tersebar di 24 Kecamatan, dimana jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan 

Gempol dan yang terendah adalah Kecamatan Tosari. 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

Tabel 2. 4 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2019-2023 

Kecamatan 2019 2020 2021 2022 
Purwodadi 69.171 70.0 15 70.436 70 .601 

Tutur 52.615 53.743 53.887 53.830 

Puspo 26.851 27.722 27.771 27.778 

Tosari 34.754 18.799 18.818 18.837 

Lumbang 50.778 35.174 35.385 35.464 

2023 
71 .345 

55.107 

28.164 

35.879 

53.259 
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No Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 

6 Pasrepan 64.720 52.396 52.594 52.596 67.235 

7 Kejayan 58.847 65.374 65.603 65.589 61.112 

8 Wonorejo 84.017 59.864 60.186 60.286 86.266 

9 Purwosari 86.746 84.137 84.706 84.962 88.671 

10 Prigen 86.967 87.227 87.649 87.745 88.839 

11 Sukorejo 110.105 87.477 88.069 88.336 11 2.299 

12 Pandaan 128.871 111.062 111 .563 11 1.651 130.809 

13 Gempol 86.474 129.990 130.596 130.719 89.930 

14 Beji 84.754 87.022 87.864 88.385 84.241 

15 Bangil 65.373 83.307 83.671 83.724 68.840 

16 Rembang 86.380 66.711 67.294 67.631 88.535 

17 Kraton 30.804 88.525 88.912 88.969 31.436 

18 Pohjentrek 56.062 31 .296 31.581 31 .751 57.339 

19 Gondang 45.137 56.264 56.589 56.705 45.565 
Wetan 

20 Rejoso 80.098 46.766 47.036 47.132 80.858 

21 Winongan 61.462 44.287 44.569 44.686 63.091 

22 Grati 75.279 78.930 79.368 79.512 78.286 

23 Lekok 47.368 77.514 78.176 78.551 48.366 

24 Nguling 18.454 62.367 63.095 63.595 18.550 

Totar f.592.01! f .SOS.969 1.615.42"0 f.Mg_(5j5 i.~34.011 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023 

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2023 

a ling ban yak be rad a pad a rentang usia 5-9 tahun yaitu sebanyak 131 . 7 42 dan usia 

10-14 tahun yaitu 131.450 jiwa. Sedangkan usia paling sedikit yaitu usia lansia 

mulai dari usia 60 tahun keatas. Secara lengkap data jumlah penduduk Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) 

Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 

0-4 57.390 54.455 111.84 

5-9 67.954 63.770 131 .724 

10-14 68.140 63.310 131.450 

15- 19 49.989 47.438 97.427 

20-24 65.301 63.411 128.712 

25-29 64.532 61 .061 125.593 

30-34 60.103 58.794 118.897 

35-39 61 .026 61 .tS3 122.189 

40-44 63.923 66.966 130.889 

45-49 57.588 62.864 120.452 
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Kelompok Umur 
Jen1s Keiamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

50-54 56.852 59.522 116.374 

55--59 46.808 51.252 98.060 

60-64 38.708 41.129 79.837 

65--69 26.291 26.643 52.934 

70-74 16.499 16.869 33.368 

75+ 13.658 20.613 34.271 

Kabupaten Pasuruan 814.762 819.260 1.634.022 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah antara 

perempuan dan laki-laki di Kabupaten. Jumlah perempuan lebih besar daripada 

laki-laki yaitu jumlah perempuan adalah sebanyak 814.762 jiwa dan jumlah 

perempuan adalah sebanyak 819.260 jiwa. Untuk memudahkan membaca data 

tersebut, maka disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

75+ 
70-74 
65-69 
6Q--64 
55-59 
50-S4 
45-49 
4Q--44 

35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 

5-9 
0-4 

80000 

PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2023 

60000 40000 20000 0 20066 40000 60000 sddd6 

■ Perempuan ■ Laki-laki 

Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023, 

diolah. 

2.3 Kondisi perekonomian 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan 

selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa Kabupaten Pasuruan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara 

riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 

Tahun 2020-20223. Pada tahun 2021 kondisi perekonomi Kabupaten Pasuruan 

mengalami peningkatan setelah adanya krisis karena Covid-19. Kemudian kondisi 
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perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkafan hingga stabil. 

Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

6 

3 

0 

-3 
·2.07 

Pertumbuhan Ekonom i Kabupat en Pasur uan , Provi nsi 
Jawa Timur dan Nasional Tahun -2,020-2023 (%) 

5,34 

3,96 

2022 2023 

·2,33 
......,. Kabupaten Pasuruan - JawaTimur -+- Nasional 

Gambar 2. 4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 
Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2023 

Sumber: Sadan Pusat Statistik, 2023 

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari 

kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam 

bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur 

keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun 

ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. 

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan terdiri 

dari beberapa sector lapangan usaha yang terdiri dalam PDRB. Berdasarkan data 

PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi 

Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap 

volume PROB ADHB, 5- (lima) terbesar yaitu : (1) lndustri Pengolahan ; (2) 

Konstruksi ; (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor ; (4) Pertanian, Kehutanan , dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum. 

Struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 masih didominasi 

oleh Lapangan lndustri Pengolahan sebesar 60,42 persen, diikuti oleh Konstruksi 

sebesar 10,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor sebesar 9,94 persen, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 

5,92 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,73 persen. 

Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Pasuruan 

mencapai 90,76 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB 

atas harga berlaku dan terlihat pada tabel berikut: 

11 



Tabel 2. 6 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2029-2023 (Persen) 

Laju Pertumbuhan PDRB 2019 2020 2021 2022 
Menurut Lapangan Usaha 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Pertanian, Kehutanan, dan 

0.82 1.08 -2.47 0.41 
Perikanan 

Pertambangan dan Penggalian 1.25 -7.43 0.61 4.1 9 

lndustri Pengolahan 6.47 -0.32 5.27 5.41 

Pengadaan listrik dan Gas 0.17 -4.12 4.51 8.26 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 5.51 4.22 5.30 1.05 
Ulang 

Konstruksi 5.19 -4.95 0.32 4.89 

Perdagangan Besar Dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 5.98 -9.35 9.08 6.98 
Motor 
Transportasi dan Pergudangan 7.42 -4.58 6.31 14.1 9 

Penyediaan Akomodasi dan 
6.94 -12.60 2.12 10.40 Makan Minum 

lnformasi dan Komunikasi 7.10 9.35 6.29 4.34 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.32 0.21 0.97 1.17 

Real Estate 5.53 2.80 1.25 4.18 

Jasa Perusahaan 5.91 -6.59 1.68 2.61 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 3.50 -2.36 -1.04 -1.83 
Wajib 

Jasa Pendidikan 6.54 1.75 -0.17 -0.96 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
6.65 12.85 4.40 4.45 Sosial 

Jasa Lainnya 5.28 -14.39 3.26 11.78 

Produk Domestik Regional Bruto 5.83 -2.03 4.34 5.32 

PDRB Tanpa MIGAS 5.83 -2.03 4.34 5.32 

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023 

2023 

(6) 

1.46 

3.99 

4.98 

28.81 

5.15 

4.57 

5.76 

10.41 

8.73 

6.97 

3.49 

3.23 

6.46 

0.85 

3.10 

4.00 

8.94 

5.21 

5.21 

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019-2023, laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan bertumbuh terutama setelah adanya 

Pandemi Covid-19. Ekonomi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dibandingkan 

Tahun 2022 tetap terjaga dan tumbuh positif sebesar 5,21 persen. Dari sisi 

produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik 

dan Gas sebesar 28,81 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah 

Tangga sebesar 10,75 persen. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 

Distribusi Persentase PDRB 2019 2020 2021 2022 2023 menurut Lapangan Usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan 
6.64 6.78 6.24 6.01 5.92 Perikanan 

Pertambangan dan Penggalian 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49 

lndustri Pen9_olahan 57.68 58.97 60.25 60.42 60.42 
--

Pengadaan Listrik dan Gas 0.85 0.85 0.87 0.87 1.05 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Ulang 

Konstruksi 12.44 11 .94 11.20 11 .08 10.75 

Perdagangan Besar Dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 9.86 9.25 9.59 9.85 9.94 
Motor 

Transportasi dan Pergudangan 0.67 0.65 0.64 0.71 0.78 

Penyediaan Akomodasi dan 
4.00 3.47 3.43 3.58 3.73 

Makan Minum 

lnformasi dan Komunikasi 2.63 2.88 2.84 2.72 2.71 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.81 0.83 0.80 0.78 0.76 

Real Estate 0.70 0.74 0.70 0.67 0.64 

Jasa Perusahaan 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 

Adm inistrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.19 1.21 1.10 1.00 0.99 
Wajib 

Jasa Pendidikan 0.70 0.73 0.67 0.61 0.60 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
0.15 0.17 0.17 0.16 0.1 6 Sosial 

Jasa Lainnya 0.99 0.86 0.85 0.89 0.93 

-

Produk Domestik Regional Bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

PDRB Tanpa MIGAS 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023 

lnflasi merupakan perubahan indeks harga konsumen. lndeks harga 

konsumen diperoleh melalui survey dilaksanakan oleh BPS setiap bulan terhadap 

sejumlah harga barang/jasa yang yang dikonsumsi masyarakat. Laju lnflasi perlu 

dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. 

lnflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. 

Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu : 

(1) Kabupaten Jember; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep ; (4) 

Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota 

(8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi 

di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola 

konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo. 
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Perkembangan inflasi dalam periode tahun 2019-2023 Kabupaten 

Pasuruan/Kota Probolinggo beserta perbandingannya dengan inflasi Jawa Timur 

dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini. Secara umum inflasi dapat 

dikendalikan, namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di 

tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kondisi inflasi Kembali dapat dikendalikan. 

8 

6 

4 

2 

0 

Laju lnflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, 
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023 

(%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

- Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur - Nasional 

Gambar 2. 5 lnflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, 
dan Nasional Tahun 2019-2023 

Sumber: Sadan Pusat Statistik 

2.4 Kondisi Pembangunan manusia 

lndeks Pembangunan Manusia (1PM) merupakan salah satu indikator kinerja 

pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia 

yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan 

Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata 

Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per 

tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. 

Pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan terus mengalami 

kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Pasuruan 

sudah berada di level "tinggi". Selama 2019-2023, 1PM Kabupaten Pasuruan rata­

rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 70,20 pada tahun 2020 

menjadi 71 ,91 pada tahun 2023. Peningkatan 1PM tahun 2023 didukung oleh 

semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. 

Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Pengeluaran Riil per 

Kapita sebesar 4,78 persen dibanding tahun sebelumnya 4, 17 persen. 

Sedangkan, Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami perlambatan sebesar 0,35 

persen di banding tahun sebelumnya sebesar 0,41 persen. Demikian pula Harapan 

Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya melambat sebesar 0,08 persen dibanding 

tahun sebelumnya. Sementara indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

mengalami percepatan pertumbuhan dari 0, 13 persen menjadi 0,27 persen. 
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Perkembangan 1PM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2019-2023 dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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64 

lndeks Pembangunan Manusia 

68,29 [ 68,6 68,93 
69,68 
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- Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jawa Timur - Nasional 

2023 

74,39 
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70,29 

Gambar 3. 1 Perbandingan 1PM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 
dan Nasional Tahun 2019-2023 

Sumber: Sadan Pusat Statistik, Tahun 2023 

lndeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 

2019-2023 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83% 

per tahun. Pada tahun 2019 nilai lndeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Pasuruan terus meningkat hingga tahun 2023. Dalam periode tersebut, nilai 1PM 

Kabupaten Pasuruan lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai 1PM Provinsi 

Jawa Timur dan Nasional. Nilai 1PM Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori 

sedang (60 ~ IPM < 70). Tantangan utama adalah strategis bagaimana melalukan 

percepatan pertumbuhan 1PM, khususnya pada peningkatan rata-rata lama 

sekolah melalui peningkatan kepesertaan pendidikan kesetaraan (kejar paket 

A/8/C). 

2.4.1 Dimensi Pengetahuan 

Dimensi pengetahuan pada 1PM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan 

Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah 

(RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 

didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak 

pada umur tertentu di masa mendatang. Kemudian rata-rata lama sekolah atau 

mean years school adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada 

suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Spesifik pada elemen 

pengetahuan, salah satunya diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah 

(HLS). Harapan Lama Sekolah atau Expected Years of Schoolling (EYS) 

didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemungkinan anak 

tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio 

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. 

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah 
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yaitu program wajib belajar. lndikator tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi 

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam 

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh 

setiap anak. 

lndikator lainnya yang mewakili dimensi pengetahuan adalah angka Rata­

rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata 

jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis 

pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau Mean Years of 

Schooling (MYS) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah 

seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. 

Angka rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi 

sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan 

pendidikan yang ditamatkan. Tetapi , jumlah tahun bersekolah ini tidak 

mengindahkan kasus-kasus tidak meningkat kelas, putus sekolah yang kemudian 

melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau 

sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (over 

estimate) atau bahkan terlalu rendah (under estimate). 

Rata-rata lama sekolah merupakan gambaran secara sederhana 

pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata­

rata lama sekolah antar wilayah atau antar waktu, dapat mengetahui perbedaan 

atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada. Kedua 

indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 

2023, HLS Kabupaten Pasuruan rata-rata meningkat 0,96 persen per tahun, 

sementara RLS meningkat 0, 18 persen per tahun. RLS tahun 2023 meningkat 0,02 

tahun (0,27 persen) dibandingkan tahun 2022, naik dibandingkan rata-rata 

pertumbuhan 2020-2022 tahun (0, 14 persen). Adapun data HLS dan RLS 

Kabupaten Pausuruan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut: 

HLS dan RLS Kabupaten Pasuruan 
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Gambar 3. 2 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah 
(RLS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023 

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023 
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam empat tahun terakhir 

angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata 

peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Meningkatnya angka harapan lama 

sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. 

Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 

12,76 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk 

menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat. 

Kemudian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan 

menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Rata-rata penduduk 

Kabupaten Pasuruan usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh 

pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Pertumbuhan yang positif ini juga 

merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten 

Pasuruan karena kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin 

membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya 

manusia sebagai pelaku utama pembangunan. 

2.4.2 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat 

Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. 

Selama periode 2020 hingga 2023, AHH telah meningkat sebesar 0,58 tahun atau 

rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH 

Kabupaten Pasuruan adalah 70,23 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 70,81 

tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun 

sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,22 

persen per tahun). 

71 

70,8 

70,6 

70,4 

70,2 

70 

69,8 

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2020-2023 

70,23 

2020 2021 2022 

- AHH 

70,81 

2023 

Gambar 3. 3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023 

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan cenderung 

mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2020-2023). Hal ini 

menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan 
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meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020 

sampai dengan 2023, rata-rata umur hara pan hidup tumbuh sebesar 0, 19% per 

tahun atau naik 0, 13 tahun per tahunnya. lni menunjukkan adanya perbaikan 

pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan. 

2.4.3 Pengeluaran Perkapita 

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar 

hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun 

(atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, 

pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten 

Pasuruan mencapai Rp11,239 juta per tahun. Capaian ini meningkat 513 ribu 

rupiah (4,78 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan 

rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 2,74 persen per tahun. 

Pengeluaran Per Kapita 
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Gambar 3. 4 Pengeluaran Perkapita(ribu rupiah) Kabupaten Pasuruan 

Sumber: Sadan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
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BAB Ill 

ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM 

3.1 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan 

Capaian kinerja indicator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten 

Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 1 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022-2023 

No 
Jenis lndikator Pelayanan Target Capaian (%) 

Pela ya nan Dasar (%} 2022 2023 
1 Pendidikan Jumlah Warga Negara usia 78,35 76,48 

Anak Usia 5-6 tahun yang 
Dini berpartisipasi dalam 

pendidikan PAUD 
2 Pendidikan Jumlah Warga Negara usia 90,89 91,71 

Dasar 7- 15 tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

3 Pendidikan Jumlah Warga Negara usia 26,01 58,63 
Kesetaraan 7-18 tahun yang belum 

menyelesaiakan pendidikan 
dasar dan atau menengah 
yang perpartisipasi dalam 
pendidikan kesataraan 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Pada Bidang Urusan Pendidikan , pencapaian lndeks SPM Bidang Pendidikan 

baik di jenis pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan , 

pencapaian masing-masing masih belum mencapai 100%. Hal itu dikarenakan masih 

belum optimalnya beberapa dukungan di dalam Pendidikan yaitu dukungan fasilitas 

Pendidikan maupun tenaga Pendidikan. Pendidik berkualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten 

Pasuruan belum mencapai 100%. Selain itu , mutu satuan Pendidikan dasar di 

Kabupaten Pasuruan masih belum merata. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

capaian indeks SPM di Kabupaten Pasuruan. 

3.2 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan 

Capaian kinerja indicator bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 2 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022-2023 

No 
Jenis lndikator Pelayanan Target Capaian (%) 

Pelayanan Dasar {%} 2022 2023 
1 Pelayanan Jumlah ibu hamil yang 100 100 

kesehatan ibu mendapatkan pelayanan 
hamil kesehatan 

2 Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang 100 100 
kesehatan ibu mendapatkan pelayanan 
bersalin kesehatan 

3 Pelayanan Jumlah bayi baru lahir 97,98 100 
kesehatan yang mendapatkan 
bayi baru lahir pelayanan kesehatan 
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No 
Jenis lndikator Pelayanan Target Capaian (%) 

Pelayanan Dasar (%) 2022 2023 
4 Pelayanan Jumlah balita yang 99,14 100 

kesehatan mendapatkan pelayanan 
balita kesehatan 

5 Pelayanan Jumlah anak pada usia 95,68 100 
kesehatan pendidikan dasar yang 
pada usia mendapatkan pelayanan 
pendidikan kesehatan 
dasar 

6 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100 100 
kesehatan usia produktif yang 
pada usia mendapatkan pelayanan 
produktif kesehatan 

7 Pelayanan Jumlah Warga Negara 89,91 100 
kesehatan usia lanjut yang 
pada usia mendapatkan pelayanan 
lanjut kesehatan 

8 Pelayanan Ju mlah Warga Negara 90,70 100 
kesehatan penderita hipertensi usia 
penderita 15 tahun ke atas yang 
hipertensi mendapatkan pelayanan 

kesehatan 
9 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100 100 

kesehatan penderita diabetes melitus 
penderita usia 15 tahun ke atas 
diabetes yang mendapatkan 
militus pelayanan kesehatan 

10 Pelayanan Jumlah Warga Negara 96,12 100 
kesehatan dengan gangguan jiwa 
orang dengan berat yang mendapatkan 
gangguan pelayanan kesehatan 
jiwa berat 

11 Pelayanan Jumlah Warga Negara 94,52 100 
kesehatan terduga tuberkulosis yang 
orang terduga mendapatkan pelayanan 
tuberkulosis kesehatan 

12 Pelayanan Jumlah Warga Negara 99,39 100 
kesehatan dengan risiko terinfeksi 
orang dengan virus yang melemahkan 
risiko daya tahan tubuh manusia 
terinfeksi virus (Human 
yang Immunodeficiency Virus) 
melemahkan yang mendapatkan 
daya tahan pelayanan kesehatan 
tubuh 
manusia 
(Human 
immunodefici 
ency virus) 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 

3.3 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

Capaian kinerja indicator bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten 

Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 3 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 

No Jenis Pelayanan 
lndikator Pelayanan Target Capaian (%) 

Dasar (%) 2022 2023 
1 Penyediaan Jumlah warga 47,99 62,10 

kebutuhan pokok negara yang 
air minum sehari- memperoleh 
hari kebutuhan pokok air 

min um sehari-hari 
2 Penyediaan Jumlah warga 76,40 100 

pelayanan negara yang 
pengolahan air memperoleh layanan 
limbah domestik pengolahan air 

limbah domestik 
Sumber: Dinas SDACKTR Kabupaten Pasuruan 

3.4 Pemenuhan 5PM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat 

Capaian indicator bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pasuruan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 4 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 

No Jenis Pelayanan lndikator Pelayanan Target(%) 
Capaian (%) 

Dasar 2022 2023 
1 Penyediaan dan Jumlah warga negara 100 100 

rehabilitasi korban bencana yang 
rumah yang memperoleh rumah 
layak huni bagi layak huni 
korban bencana 
Kabupaten/Kota 

2 Fasilitasi Jumlah warga negara 20,0 100 
penyediaan yang terkena relokasi 
rumah yang akibat program 
layak huni bagi pemerintah daerah 
masyarakat yang kabupaten/kota yang 
terkena relokasi memperoleh fasiltiasi 
program penyediaan rumah 
pemerintah yang layak huni 
daerah 
kabupaten/kota 

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasn Permukiman 

3.5 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan 

Ketertiban Umum 

Tabel 3. 5 Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum 

No Jenis lndikator Pelayanan Target(%) 
Capaian (%) 

Pela ya nan Dasar 2022 2023 
1 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100 100 

ketenteraman yang memperoleh 
dan ketertiban layanan akibat dari 
umum penegakan hukum 

perda dan perkada 
Kabupaten/Kota 
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No Jenis lndikator Pelayanan Target(%) 
Capaian (%) 

Pelayanan Dasar 2022 2023 
2 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100 95,1 5 

informasi rawan yang memperoleh 
bencana layanan informasi 

rawan bencana 
3 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100 100 

pencegahan yang memperoleh 
dan layanan Pencegahan 
kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan 
terhadap terhadap bencana 
bencana 

4 Pelayanan Jumlah Warga Negara 96,00 100 
penyelamatan yang memperoleh 
dan evakuasi layanan penyelamatan 
korban bencana dan evakuasi korban 

bencana 
5 Pelayanan Jumlah Warga Negara 95 100 

penyelamatan yang memperoleh 
dan evakuasi layanan penyelamatan 
korban dan evakuasi Korban 
kebakaran kebakaran 

Sumber: BPBD dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan 

3.6 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Rakyat 

Capaian indicator bidang urusan Sosial Rakyat Kabupaten Pasuruan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 6 Capaian SPM Bidang Sosial 

No Jenis Pelayanan lndikator Pelayanan 
Target(%) 

Capaian (%) 
Dasar 2022 2023 

1 Rehabilitasi Jumlah Warga 99,03 94,55 
sosial dasar NegaraPenyandang 
penyandang disabilitas terlantar 
Disabilitas yang memperoleh 
terlantar di luar rehabilitasi sosial di 
panti luar panti 

2 Rehabilitasi Jumlah anak terlantar 97,97 98 
sosial dasar anak yang memperoleh 
terlantar di luar rehabilitasi sosial di 
panti luar panti 

3 Rehabilitasi Jumlah Warga 100 93,1 8 
sosial dasar Negara lanjut usia 
lanjut usia terlantar Yang 
terlantar di luar memperoleh 
panti rehabilitasi sosial di 

luar panti 

4 Rehabilitasi Jumlah Warga 100 98 
sosial dasar tuna Negara gelandangan 
sosial khususnya dan pengemis yang 
gelandangan dan memperoleh 
pengemis di luar rehabilitasi sosial 
panti dasar tuna sosial di 

luar panti 
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No Jenis Pelayanan lndikator Pelayanan Target(%) 
Capaian (%) 

Dasar 2022 2023 
5 Per1indungan dan Jumlah Warga 100 82,93 

jaminan sosial Negara korban 
pada saat bencanakabupaten/ko 
tanggap dan ta yang memperoleh 
paska bencana perlindungan dan 
bagi korban jaminan sosial pada 
bencana saat dan setelah 
kabupaten/kota tanggap darurat 

bencana bagi korban 
bencana 
kabupaten/kota 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan 
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BABIV 

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM 

4.1 Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan 

pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan 

Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan 

Dasar. 

Bekaitan dengan keweangan Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pertama, pemerintah pusat memiliki 

kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan kriteria (NSPK), 

paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan permerintah mengenai 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan. Kedua, membatalkan kebijakan daerah yang tidak 

berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah 

urusan pemerintahn yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, 

perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. 

Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak 

konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap 

penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar 

pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan 

pemerintah. 

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan 

mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut: 

1. Bidang Pendidikan, sub urusan Manajemen Pendidikan, yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan 

Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 
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2. Bidang Kesehatan, kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan 

UKP Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota, Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota, dan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D 

dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota. 

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang urusan Air 

Minum, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan 

dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota; dan pada sub 

bidang urusan Air Limbah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota 

adalah Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam 

Daerah Kabupaten/ Kota 

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Perumahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah: 

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota 

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 

c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan 

d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) 

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

a. Sub bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi 

kewenangan kabupaten/ kota adalah Penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ 

kota; Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ 

walikota; dan pembinaan PPNS kabupaten/ kota. 

b. Sub bidang urusan Bencana: Penanggulangan bencana kabupaten/ 

kota. 

c. Sub bidang urusan Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, 

pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan 

beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota; lnspeksi peralatan 

proteksi kebakaran; lnvestigasi kejadian kebakaran; 

6. Bidang Sosial 

a. Sub budang urusan Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak 

termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan 

Human Immunodeficiency Virus/ Acquired lmmuno Deficiency 

Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti , dan 

rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum 

b. Sub bidang urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemeliharaan 

anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin 

cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 
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c. Sub bidang Penanganan Bencana meliputi: Penyediaan kebutuhan 

dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota dan 

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan 

bencana kabupaten/ kota 

Selanjutnya pada tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang SPM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tetang SPM. 

4.2 Kebijakan SPM Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah 

Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) 

digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan 

tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Dalam Pasal 144 ayat (1) disebutkan 

bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang 

terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 

ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan 

minimal; dan Pasal 144 ayat (2) disebutkan bahwa Belanja Daerah dapat 

dialokasikan untuk pelaksanaan- Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait 

dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah 

mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang 

terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Kebijakan ini juga menjadi dasar dalam implementasi SPM bagi pemerintah 

Daerah sebagai bagian dalam menjalankan otonomi daerah. 

4.3 Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Noor 2 Tahun 2018 tentang 

SPM 

Dalam rangka implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 18 ayat (3) , Pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan 

SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam 

undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan 

Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis 

SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu 

Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan 

SPM, pembinaan dan pengawasan SPM. 

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab 

antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai 

bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 
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provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan 

paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas 

bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas 

prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak 

konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang 

menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu 

terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. 

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian 

kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan 

ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peratuan pemerintah ini adalah 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang 

meliputi pendidikan, kesehatan , pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan 

pelindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada 

urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM 

dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang 

bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga 

Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu 

Pelayanan Dasar. 

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan 

pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu 

pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal 

berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang 

wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 

1. Urusan Pendidikan 

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM 

pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM 

pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM 

pendidikan kabupaten/kota meliputi 

a. Pendidikan anak usia dini 

b. Pendidikan dasar 

c. Pendidikan kesetaraan 

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi 

pemerintah kabupaten/kota adalah senagai berikut : 

a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun 

untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; 

b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk 

Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus; 

c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis 

Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; 
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d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis 

Pelayanan Dasar pendidikan dasar; 

e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk 

Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam Upaya pemenuhan 

SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 

2. Urusan Kesehatan 

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan 

SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk 

setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang 

dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia 

kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis 

Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas 

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat 

bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan 

bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM 

yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai 

berikut : 

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil 

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

d. Pelayanan kesehatan balita 

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 

I. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang 

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency 

Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan 

SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor4 Tahun 2019 Tentang StandarTeknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 
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3. Urusan Pekerjaan Umum 

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum 

memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk 

teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum 

mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan 

umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM 

pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air 

minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan 

pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. 

Sementara itu, jeinis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah 

kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari­

hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara 

teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umuf dijabarkan ke dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Per~mahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar elayanan Minimal. 

4. Urusan Perumahan Rakyat 

SPM perumahan rakyat mencakup SPM per mahan rakyat Daerah 

provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah ka upaten/kota. Penerima 

Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perum,han rakyat yaitu Warga 

Negara dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak 

bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi 

rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 

b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah 

provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah 

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah provinsi; 

c. Karban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak 

bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi 

rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; 

d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri 

atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban 

bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 

Sementara itu jeis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah 

kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak 
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huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah 

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 29/PRT /M/2018 T entang Standar Teknis Standar Pelayanan 

Minimal. 

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 

mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan 

dasar yang diberikan sekurangkurangnya memuat standar jumlah dan 

kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas 

personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara 

pemenuhan standar. 

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan 

pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, 

dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan: 

a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 

akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 

provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan 

Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. 

b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 

akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 

kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk 

Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban 

umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada. 

c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban 

bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan 

bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana. 

d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk 

Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan 

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut : 
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a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 

6. Urusan Sosial 

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang 

sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau 

jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan 

sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis 

Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas: 

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti 

b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti 

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti 

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan 

pengemis di dalam panti 

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana provinsi. 

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 

b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; 

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan 

pengemis di luar panti 

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. 

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM 

Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan: 

a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar 

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan 

di luar panti 

b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar 

anak telantar di dalam dan di luar panti 

c. Lanjut usia ter1antar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial 

dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti 
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d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi 

sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di 

dalam dan di luar panti 

e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan 

dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 

bagi korban bencana provinsi 

f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jen is Pelayanan Dasar 

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam Upaya pemenuhan 

SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di 

Daerah Kabupaten/Kota. 

4.4 Kebijakan Penerapan Standar Penerapan Pelayanan Minimal 

lmpelementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 

tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah 

daerah wajib melaksanakan penerapan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan 

dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara 

secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak 

memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan 

dasar dan mutu pelayanan dasarnya. 

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penerapan 

SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu pelayanan 

dasar berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang 

menyelenggarakan Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam 

penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika 

sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan 

yang berhak memperoleh barang dan /atau jasa kebutuhan dasar secara 

minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan 

dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah 

saran dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di 

Daerah. 
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Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk 

pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan lndikator 

penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing­

masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing­

masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan 

Sistem lnformasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar 

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk 

menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa 

dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara 

penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan StandarTeknis SPM. 

Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan 

pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga 

Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan 

oleh: 

a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan 

b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau 

sendiri 

c. Kondisi bencana 

d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri. 

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar 

sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen 

RPJMD/RPD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan 

rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan 

kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai 

dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar 

merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan 

Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. 

Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan 

data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. 

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori 

tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat: 

a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga 

Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal , 

dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai , bantuan barang dan/atau 

jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. 

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah 

daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat 

Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat 

kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 

Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 

2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan 

SPM Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1. penanggung jawab 

2. ketua 

3. wakil ketua 

4. sekretaris 

5. anggota 

bupati/wali kota 

sekretaris daerah kabupaten/ kota 

kepala badan perencanaan pembangunan 

daerah kabupaten/Kota; 

kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota 

atau sebutan lain 

a. kepala perangkat daerah kabupaten/kota 

yang membidangi Urusan Pemerintahan 

Wajib terkait Pelayanan Dasar; 

b. kepala badan pengelolaan keuangan dan 

aset daerah; 

c. kepala inspektorat daerah; 

d. kepala dinas komunikasi dan informatika; 

e. kepala dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil ; 

f. kepala perangkat daerah sesuai dengan 

kebutuhan daerah. 

Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi: 

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk 

peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan 

kabupaten/kota; 

2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi 

dalam pelaksanaan Penerapan SPM; 
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3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah 

pengampu SPM; 

4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap 

data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; 

5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan 

serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke 

dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 

6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran 

serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 

7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam 

pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah 

kabupaten/kota; 

8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan 

SPM daerah kabupaten/kota; 

9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah 

kabupaten/kota; 

10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat 

sebagai penerima manfaat; 

11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 

Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan 

pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang 

disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan 

Daerah yang terintegrasi ; 

12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai 

rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 

13. melakukan rapat secara berkala; 

14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui 

sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan. 
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BABV 

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM 

5.1 Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM 

Strategi dan kebijakan penerapan SPM diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM di Kabupaten Pasuruan. 

Strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing bidang SPM di Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai Berikut: 

5.1.1 Bidang Pendidikan 

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM bidang Pendidikan adalah 

sebagaiberikut: 

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pendidikan 

No Strategi Arah Kebijakan 
Meningkatkan akses dan mutu 1 Peningkatan kompetensi tenaga 
pendidikan yang merata dan pendidik dan tenaga 
sesuai standar kependidikan yang didasarkan 

pada rencana kebutuhan 
2 Peningkatan kompetensi dan 

mutu lulusan melalui 
pengembangan kurikulum 

3 Peningkatan rata-rata lama 
sekolah melalui peningkatan 
kualitas dan pemerataan 
pendidikan kesetaraan 

4 Peningkatan kapasitas ruang 
kelas baik secara kualitas 
maupun kuantitas 

5 Peningkatan kualitas dan 
kuantitas sarana dan prasarana 
Penunjang Pendidikan yang 
sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal 

6 Peningkatan status akreditasi 
sekolah hingga mencapai 
akreditasi A 

7 Penguatan pendidikan melalui 
boarding school 

5.1.2 Bidang Kesehatan 

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Kesehatan 

No Strategi Arah Kebijakan 

1 Mewujudkan Derajat Kesehatan 1 Meningkatkan Status 
Masyarakat yang Optimal Kesehatan Masyarakat 

2 Melaksankaan pendampingan 
kesehatan 
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5.1.3 Bidang Pekerjaan Umum 

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 3 Strategi dan Arah Kebijakan 5PM Bidang Pekerjaan Umum 

No Strategi Arah Kebijakan 

1 Mengelola dan 1 Pembangunan sarana dan 
Mengembangkan Sistem prasarana penyediaan air 
Penyediaan Air Minum (SPAM) minum ; pembinaan 
Regional serta meningkatan penyelenggaraan SPAM serta 
kinerja penyelenggaraan SPAM melakukan fasilitasi SPAM 

regional 
2 Mengelola dan 2 Pembangunan sarana dan 

Mengembangkan Sistem Air prasarana penyediaan air 
Limbah limbah serta pembinaan 

pengelolaan sarana air limbah 

5.1.4 Bidang Perumahan Rakyat 

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat 

No Strategi Arah Kebijakan 

1 Menyediakan rumah bagi MBR Memberikan Bantuan Stimulan 
dan masyarakat terdampak Pembangunan Rumah Tidak 
bencana alam dan program 

1 
Layak Huni bagi MBR dan 

stategis pemerintah masyarakat terdampak 
Menetapkan Rencana bencana alam dan program 
Pembangunan Rumah Layak stategis pemerintah 
Huni dengan kondisi baik dan Penyediaan & rehabilitasi 
tepat waktu 2 rumah yg layak huni bagi 

korban bencana Kab/kota 
Fasilitasi penyediaan rumah 
yang layak huni bagi 

3 masyarakat yang terkena 
Relokasi program Pemerintah 
Daerah kabupaten/ kota 

5.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, 

Ketertiban Umum, dan Per1indungan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

No 

Tabel 5. 5 Strategi dan Arah Kebijakan 5PM Bidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan situasi yang Melakukan operasi dan 
kondusif di seluruh lapisan penangananterhadap 
masyarakat untuk menciptakan gangguan ketertiban umum dan 
suasana tertib dan tenteram ketentraman masyarakat 
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No Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan ketaatan dan Melakukan kegiatan 
kesadaran masyarakat penindakan preventif non 
terhadap hukum yustisial dan pro yustisial 

terhadap pelaku pelanggaran 
Peraturan Oaerah 

Meningkatkan pelaksanaan Melaksanakan penyuluhan dan 
pelindungan terhadap penanggulangan terhadap 
masyarakat melalui bahaya kebakaran 
pemberdayaan masyarakat 
dalam menjaga ketertiban 
umum dan ketentraman 
lingkungan serta pencegahan 
bahaya kebakaran 
Meningkatkan situasi yang Melakukan operasi dan 
kondusif di seluruh lapisan penangananterhadap 
masyarakat untuk menciptakan gangguan ketertiban umum dan 
suasana tertib dan tenteram ketentraman masyarakat 
Meningkatkan ketaatan dan Melakukan kegiatan 
kesadaran masyarakat penindakan preventif non 
terhadap hukum yustisial dan pro yustisial 

terhadap pelaku pelanggaran 
Peratuiran Oaerah 

Meningkatkan pelaksanaan Melaksanakan penyuluhan dan 
pelindungan terhadap penanggulangan terhadap 
masyarakat melalui bahaya kebakaran 
pemberdayaan masyarakat 
dalam menjaga ketertiban 
umum dan ketentraman 
lingkungan serta pencegahan 
bahaya kebakaran 
Mengoptimalkan peran Melakukan penyusunan 
pemerintah di Tingkat kajian risiko bencana di 
Kecamatan dalam Tingkat kecamatan dan/atau 
penyelenggaraan desa 
penanggulangan bencana Melakukan Sosialisasi 

Komunikasi lnformasi dan 
Edukasi (KIE) di desa yang 
memiliki ancaman bencana 
Melakukan penyusunan 
rencana penanggulangan 
bencana di Tingkat 
kecamatan dan/atau desa 
Melakukan penyusunan 
rencana kontinjensi di 
Tingkat kecamatan dan/atau 
desa 
Melakukan pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 
bencana di Tingkat 
kecamatan dan/atau desa 
Melakukan gladi atau 
simulasi bencana di Tingkat 
kecamatan dan/atau desa 
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No Strategi Arah Kebijakan 

Menyediakan sarana dan 
prasarana kesiapsiagaan 
bencana di Tingkat desa 

Menyediakan peralatan 
perlindungan dan 
kesiapsiagaan bencana di 
Tingkat desa 
Melakukan respon cepat 
kejadian luar biasa 
penyakit/wabah zoonosis di 
Tingkat kecamatan dan/atau 
desa 
Melakukan aktivasi sistem 
komando penanganan 
darurat bencana 

Melakukan pencarian, 
pertolongan, dan evakuasi 
korban bencana di Tingkat 
kecamatan 

Mengoptimalkan pemenuhan Melakukan pengkajian risiko 
indikator indeks ketahanan dan perencanaan terpadu 
daerah (IKD) Melakukan pengembangan 

sistem informasi, diklat, dan 
logistik 
Melakukan pencegahan dan 
mitigasi bencana 

Melakukan kesiapsiagaan 
dan penanganan darurat 
bencana 

5.1.6 Bidang Sosial 

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM bidang Sosial adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 6 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Sosial 

No Strategi Arah Kebijakan 

1 Mengembangkan pola 1 Rehabilitasi sosial, adalah 
pelayanan kesejahteraan sosial memulihkan dan 
yang berkualitas, cepat dan mengembangkan kemampuan 
tepat sasaran. seseorang yang mengalami 

disfungsi sosial agar dapat 
melaksana-kan fungsi sosialnya 
secara wajar. Rehabilitasi sosial 
sebagaimana dimaksud dapat 
dilaksanakan secara persuasif, 
motivatif, baik dalam keluarga, 
masyarakat maupun panti 
sosial. 
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No Strategi Arah Kebijakan 
2 Mengembangkan pola 2 Perfindungan sosial dimaksud 

kemitraan dan pemberdayaan untuk mencegah dan 
masyarakat dalam pelayanan menangani resiko dari 
kesejahteraan social . guncangan dan kerentanan 

sosial seseorang, keluarga, 
kelompok dan masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat 
dipenuhi sesuai dengan 
kebutuhan dasar minimal. 
Kegiatan tersebut meliputi : 

3 a. Mempersiapkan masyarakat 
dalam menghadapi 
kemungkinan terjadinya 
bencana serta pemberian 
bantuan kebutuhan dasar 
minimal kepada masyarakat 
akibat bencana. 

4 b. Penyediaan sarana dan 
prasarana penanggulangan 
bencana. 
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5.2 Target Pencapaian SPM Pelayanan Casar Ka bu paten Pasuruan 

5.2.1 Urusan Pendidikan 

Tabel 5. 7 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (2026) 
Tamm 

No lndlklltor Klnerja / Janis Saluan 0asar P"""'1ml fAIIII lnislasl lumber 
'-Ima fAIIII LayananSPM ,__, 

2023 Layanen -- Lai,,anan -· Anggaran Layanan -llsasl Ul}'llllll.n 

__ , 
Anggaran 

Dasar Dllsar Casar Dasar 

1 Pendldlkan Anak Usla Dini 52806 52806 36.134.359.487 30.000.000.000 
APBD& 

45637 45637 57.134.360.000 APBN 

1 Angka partisipasi sekolah % 66,2 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi mum, % 100,00 100,00 

Peningkatan proporsi jumlah 

3 satuan PAUD yang 
% 74,62 75,94 75,94 75,94 75,94 mendapatkan minimal akreditasi 

B 

Proporsi guru PAUD dengan 
4 kualifikasi Sa~ana (S1 )/Diploma % 70,84 TT,63 77,63 n,63 77,63 

empat (D-IV) 

5 
Rasio pengawas sekolah untuk 

% 0,20 72,00 72,00 72,00 72,00 PAlD 

6 Kecukupan formasi guru ASN % 70 - 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 lndeks distribusi guru % 0,02 0 o 0 0 

8 Proporsi PTK beraertifikat % 30 36 36 36 36 

9 Proporsi PTK penggerak" % 0,50 1 1 1 1 

2 Pendldlkan Dasar 211 .069 21 1.069 45.020.193.494 
APBD& 

21 1.069 211 .069 127.211 .097.000 APBN 

SD 146.146 146.146 26.950.229 720 146.146 146.146 95.793.687.000 

1 Angka partisipasi kasar % 95,76 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi sekolah % 95,71 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Kemampuan llterasi Nilai 92,41 80,00 80,00 83.00 83.00 

4 Kemampuan mmerasi Nilai 59,27 77,00 77,00 84.00 84.00 

5 Perbedaan skor llterasi Nilai 3,2 77,36 77,36 77.36 77.36 

6 Perbeclaan skor numerasi Nilai 1,4 71 ,31 71 ,31 71.31 71 .31 

7 lndeks iklim keamanan Nilai 71 ,28 73,71 73,71 74.71 74.71 

8 lndeks iklim kebhinekaan Ni/ai 69,76 75,79 75,79 78.05 78.05 

lnlslasl Sunmer -· ......,_, Pelak .... 

APBD & DINAS 
APBN PENDIDIKAN 

APBD& DINAS 
APBN PENDIDIKAN 

APBD& DINAS 
APBN PENDIDIKAN 
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Pencapaian SPM (2024) Pancapalan SPM (2025) 

lndlkator KlnerJII / Jenls 
Tatu, - - _,,., 

No 
Layan■nSPM 

s.,_, D■Ar ,._ fAIIU lnlslllsl p~ 
,._ fAIIU lnlslasl p- ---20Z3 Laya,a, -- L.a)om■ n --■sl Anggaran Ul)'lllllll1 Re■llsasl l.■y■nan Raalls■si Anggaran 

Dasar Dasar Dasar Dasar 

9 lndeks iklim inklusivitas Nilai 69,76 61 ,56 61 ,56 63.60 63.60 

10 Kecukupan formasi guru ASN % 73,51 92,87 92,87 93,03 93,03 

11 lndeks dsribusi guru % 0,37 0,37 0,37 0,47 0,47 

12 Proporsi PTK bersertifikat % 90,4 45,55 45,55 48,5 48,5 

13 Proporsi PTK penggerai.- % 0,07 4,13 4,13 5,1 5,1 

Pengalaman Pelatihan Guru ") 67,9 

SM' 64.923 64.923 18.069.963.n4 APBD& 64.923 64.923 31.417.410.000 APBD& DINAS 
APBN APBN PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar % 103,85 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi sekDlah % 97,77 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Kemampuan literasi Nilai 66,81 79,50 79,50 83.00 83.00 

" 
4 Kemampuan m..rnerasi Ni/ai 47,77 78,09 78,09 84.09 84.09 

5 Perbedaan skor literasi Nilai 3,7 75,32 75,32 75.32 75.32 

6 Perbedaan skor numerasi Nilai 3,2 72,09 72,09 72.09 72.09 

7 lndeks iklim keamanan Ni/ai 67,15 68,06 68,06 69.89 69.89 

8 lndeks iklim kebhlnekaan Ni/ai 67,09 73,20 73,20 74.35 74.35 

9 lndeks iklim inklusivitas % 67,09 60,63 60,63 61.76 61 .76 

10 Kecukupan formasi guru ASN % 74,28 90,99 90,99 92,99 92,99 

11 lndeks distribusi guru % 0,34 0,38 0,38 0,45 0,45 

12 Proporsi PTK bersertifikat % 89,45 46,74 46,74 48,86 48,86 

13 Proporsi PTK penggerai.- % 0,13 3,69 3,69 3,8 3,8 

n Pengalaman Pelatihan Guru ") % 54,6 

3 Pendidlkan K-ra•n 11 .796 11 .796 6.135.063.300 APBD& 11.796 11.796 32.035.000.000 APBD& DINAS 
APBN APBN PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar % 

2 Angka partisipasl sekolah % 49,55 100 100 100 100 

3 Kemampuan Hterasi Nilai 36,7 75 75 75 75 

4 Kemampuan ntxnerasi Ni/ai 39,3 75 75 75 75 
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Pencapaian SPM (2024) Pencapaiao SPM (202&) 

lndlkator Klner)II / Jenls TahUn - - -No LayananSPM Saluan Dasar Pener1ma Mulu lnlslasl Pendanaan 
,,__ - lnlsiasl Pendanaan Pelaksana 

21m Layanan _, U1)111111n Rioallsasl Anggaran Layanan - La)llll8l1 Raaltsasi Anggaran 
Dasar Dasar Casar Dasar 

5 Perbedaan sl<or literasi Ni/ai 1,80 5 5 5 5 

6 Perbedaan skor numerasi Nilai 1,64 5 5 5 5 

7 lndeks iklim keamanan Ni/ai 69,1 70 70 70 70 

8 lndeks iklim kebhinekaan Ni/ai 59,3 75 75 75 75 

9 lndeks iklim inklusivitas Ni/ai 59,3 70 70 70 70 

10 Kecukupan formasi guru ASN % 

11 lndeks distribusi guru % 

12 Proporsi PTK bersertifikat % 
. 

13 Proporsi PTK penggerak" % 

Tabel 5. 8 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pencapaian SPM (2028) Pencapaian SPM (2027) 

lndlkator Klnerja I Janis Tahun lumber 8umber ,_, 
No LayananSPM Saluan DIISllr -- IIMu lnlslasl Pendanaa1 "-'Ima Mulu lnlslasl p......,_, p--

21m La)lllllllll Rullsni lal,'BIWI Raallsasl Anggaran Layanan Raallsasl Layanan Reallsasi Anggaran 
Dllsar Dasar Dasar Dasar 

1 Pendldlkan Anak Usla Dini 45637 45637 48. 459.360.000 APBDI 45637 45637 48.459.360.000 APBDI DINAS 
AP8N AP8N PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi sekolah % 66,2 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi mumi % 100,00 100,00 100,00 100,00 

Peningkatan proporsijumlah 

3 satuan PAUD yang 
% 74,62 75,94 75,94 75,94 75,94 rnendapatkan minimal 

akreditasi B 

Proporsi guru PAUD dengan 
4 kualifikasi Sarjana % 70,84 77,63 77,63 77,63 77,63 

(S1 )/Dipk:>ma empat (D-IV) 

5 Rask:> pengawas sekolah untuk % 0,20 72,00 72,00 72,00 72,00 PAUD 

6 Kecukupan formasi guru ASN % 70 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 lndeks distribusi guru % 0,02 0 0 0 0 

8 Proporsi PTK bersertifikat % 30 36 36 36 36 
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Pencapalan SPM (2028) Pencapalan SPM (2027) 

lndlkator Klnerja / Jenls TaluNI SU- - lnsfansl 
No LayananSPM -- DIIAr ,,__ - lnlslasl Pen~ 

.,_ Mutu lnlslasl .......,_, ,._ 
20ZS La)9118n Raallsni La)WWI ReallsaSi Anggaran La)IIIIIOIII Raallsasl ~ Raabal Anggaran 

Dasar Dllur 0lsar Dllsar 

9 Proporsi PTK perggerak" % 0,50 1 1 1 1 

2 Pendidlkan Oasar 211 .069 137.052.393.151 APBD& 211 .069 211 .069 137.397.056.651 
211.069 APBN 

SD 148.148 105.634.963.151 148.148 148.148 105.979.646.651 APBD/ DINAS 
148.148 APBN PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar % 95,76 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi sekolah % 95,71 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Kemampuan literasi Nilai 92,41 63.00 83.00 83.00 83.00 

4 Kemampuan mmerasi Nilai 59,27 84.00 84.00 84.00 84.00 

5 Perbedaan skor literasi Nilai 3,2 77.36 77.36 77.36 77.36 

6 Perbedaan skor nurnerasi Nilai 1,4 71 .31 71 .31 71 .31 71 .31 

7 lndeks iklim keamanan Nilai 71,28 74.71 74.71 74.71 74.71 

8 lndeks iklim kebhinekaan Nilai 69,76 78.05 78.05 78.05 78.05 

9 lndeks iklim inklusivitas Nilai 69,76 63.60 63.60 63.60 63.60 

10 Kecukupan fom,asi guru ASN % 73,51 93,03 93,03 93,03 93,03 

11 lndeks distribusi guru % 0,37 0,47 0,47 0,47 0,47 

12 Proporsi PTK bersertWikat % 90,4 48,5 48,5 48,5 48,5 

13 Proporsi PTK perggerak" % 0,07 5,1 5,1 5,1 5,1 

Pengalaman Aalatihan Guru') 67,9 

Sllf' 64.923 31.41 7.410.000 64.923 64.923 31.417.410.000 
APBD/ DINAS 

64.923 APBN PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar % 103,85 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi sekolah % 97,77 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Kemampuan literasi Nilai 66,81 83.00 83.00 83.00 83.00 

'l'l 
4 Kemampuan nunerasi Nilai 47,77 84.09 84.09 84.09 84.09 

5 Perbedaa 11 skor literasi Nilai 3,7 75.32 75.32 75.32 75.32 
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PencapalanSPM(2028) P-,c:apalan SPM (2027) 

lndlkator Klnerja / Janis T_, - Sunmer lnstansl 
No LayananSPM Saluan Dasar Panel1ma - lnlslasl p.,......, Penerlma - lnlslasl ...,_,_, p-

2023 La)llll8n -...; La)llll8l1 Reallsasl Angpr .. Layan.. -lsasl Layanan Raellsasl Anggaran 
Dllsar Dasar - Dllsllr 

6 Perbedaan skor nurrerasi Ni/ai 3,2 72.09 72.09 72.09 72.09 

7 lndeks iklim keamanan Ni/ai 67,15 69.89 69.89 69.89 69.89 

8 lndeks iklim kebhinekaan Ni/ai 67,09 74.35 74.35 74.35 74.35 

9 lndeks iklim inklusivitas % 67,09 61 .76 61.76 61 .76 61 .76 

10 Kecukupa n formasi guru ASN % 74,28 92,99 92,99 

11 lndeks distribusi guru % 0,34 0,45 0,45 

12 Proporsi PTK bersertifikat % 89,45 48,86 48,86 

13 Proporsi PTK penggerak" % 0,13 3,8 3,8 

n Pengalaman Pelatihan Guru ') % 54,6 

3 Pendldlkan Kesetaraan 11 .796 32.035.000.000 APBD& 11 .796 11.796 32.035.000.000 APBD& DINAS 
11 .796 APBN APBN PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar % 

2 Angka partisipasi sekolah % 49,55 100 100 100 100 

T 
3 Kemampuan llterasi Niiai 36,7 75 75 75 75 

4 Kemampuan mrnerasi Ni/ai 39,3 75 75 75 75 

5 Perbedaan skor llterasi Nilai 1,80 5 5 5 5 

6 Perbedaa n skor nurnerasi Niiai 1,64 5 5 5 5 

7 lndeks iklim keamanan Nilai 69,1 70 70 70 70 

8 lndeks iklim kebhinekaan Nilai 59,3 75 75 75 75 

9 lndeks iklim inklusivitas Niiai 59,3 70 70 70 70 

10 Kecukupa n formasi guru ASN % 

11 lndeks distribusi guru % 

12 Proporsi PTK bersertifikat % 

13 Proporsi PTK penggerak" % 
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Tabel 5. 9 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pencapalan SPM (2028) Pencapaian SPM (Z)29) 

No lndikator Klnerja / Janis Layanan SPM satuan TahunDaaar 
Panertma Mutu lnlslasl &Imber Panertma Mutu lnislasl &Imber ln111anal 

2023 
Layanan RlaMoasl Layanan Real-I Anggan,n Pandanaan 

Layanan Rlall181il Layanan Reali-I Anggaran 
Pendanaan Felak&ana 

Da88r Dasar Dasar Dasar 

1 Pendldikan Anak Usla Dini 45637 45637 48.469.360.000 APBD / APBN 45637 45637 48.469.360.000 APBD / APBN DINAS 
PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi sekolah ¾ 66,2 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi rrumi ¾ 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 
Pen1ngkatan proporsljumlah satuan PAUD yang 

¾ 74,62 83.00 83.00 83.00 83.00 mendapatkan minimal akreditasi B 

4 
Proporst guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana 

¾ 70,84 84.00 84.00 84.00 84.00 (S1 )/Diploma empat (D-IV) 

5 Rasio penga'Nas sekolah untuk PAUD ¾ 0,20 77.36 77.36 77.36 77.36 

6 l<ecukupan formasi guru ASN ¾ 70 71 31 71 ,31 71 .31 71.31 

7 lndeks distribusi guru % 0,02 74.71 74.71 74.71 74.71 

8 Proporsi PTK bersertifikat % 30 78.05 78.05 78.05 78.05 

9 Proporsi PTK penggerak• ¾ o,eo 63.60 83.60 ;. 63.60 63,60 

2 Pendldlkan Casar 21 1.069 21 1.069 137.062.394.661 211.069 211 .069 137,052.394.661 

SD 146.146 146.146 10S.634.964.6S1 APBD / APBN 146.146 146.146 106.634.964.651 APBD/APBN DINAS 
PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar % !le,76 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasl sekolah ¾ !le,71 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Kema~an literasi Nifai 92,41 83.00 83.00 83.00 83.00 

4 Keman-puan numerasi Nilai 69,27 84.00 84.00 84.00 84.00 

5 Perbedaan skor lit.erasi Nilai 3,2 11.36 11.36 11.36 11.36 

6 Perbedaan skor numerasi Nilai 1.4 71 .31 71 .31 71 .31 71.31 

7 lndeks iklim keamanan Nilai 71,28 74.71 14.11 14.11 74.71 

8 lndeks iklim kebhinekaan Ni.iai 69,76 78.0S 78.06 78.06 78.05 

9 lndeks iklim inklusivitas Nilai 69,76 63.60 63.60 63.60 63.60 
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Pencapalan SPM 13)28) Pencapalan SPM (Zl29) 

No lndlkatDr KIM!ja / Jenls l.ayanan SPM - TahunDasar --· - lrllsiaoi Sumboo" 
-m• - lnlsiaoi Sumbor ...... 

am P9ndanaan -· --l.ayanan - H-1 1.ayanan -- A_,,n 1.ayanan -- Layanan _,_ Anggaran 
DaNr DaNr Cinar Oasar 

10 Kecukupan formasi guru ASN ¾ 73,51 93,03 93,03 93,03 93,03 

11 lndeks distribusi guru ¾ 0,37 0,47 0,47 0,47 0,47 

12 Proporsi PTK bersertifikat ¾ 90,4 48,5 48,5 48,5 48,5 

13 Proporsi PTK penggeral( ¾ 0,07 5,1 15,1 5,1 5,1 

Pengalarnan Pe(atihan Guru i 67,9 

SMP 64.923 64 .923 31.417 .410.000 APBO/APBN 64.923 64.923 31.417 .410.000 APBD/APBN 
DINAS 

PENDIDIKAN 

1 Angka partisipasi kasar ¾ 103,SS 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Angka partisipasi sekolah ¾ 97,n 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Kemempuan Uterasi Nilai 66,81 83.00 83.00 83.00 83.00 

4 Kemampuan numerasi Nilai 47,n 84.09 84.09 84.09 114.09 

5 Perbedaan skor literasi NiJBi 3,7 l'S.32 75.32 715.32 715.32 

6 Perbedaan skor numerasi Ni!oi 3,2 72.09 72.09 72.09 72.09 

7 lndeks iklim keamanan Nilai 67,1~ 69.89 69.89 69.89 69.89 

8 lndek.s ikHm kebhinekaan Nilai 67,09 74.35 74.35 74.35 74.35 

9 lndeks iklim inklusivita5 ¾ 67,09 61.76 61.76 61 .711 81.711 

10 Kecukupan rormasl guru ASN ¾ 74,28 

11 lndeks disbibusi guru ¾ 0,34 

12 Proporsi PTK befsertifikat ¾ 89,45 

13 Proporsi PTK penggerak• ¾ 0,13 

n Pengalaman Pelatihan Guru j ¾ 54,6 

3 Pendldlkan Kesetaraan 11 .798 11 .798 32035.000.000 APBO&APBN 11.798 11.798 32.035.000.000 APBD&APBN 
DINAS 

PENDi Di KAN 

1 Angka parttsipasi kasar % 

2 Angka partisipasi sel<Dlah ¾ 49,55 100 100 100 100 

3 Kemall'l)'Jan literasi Mfei 36,7 75 75 75 75 
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Pencapalan SPM (2028) Pencapalan S?M (2029) 

No lndikator Kinerja I Janis Layanan SPM saiuan 
TahunDasar Penertma Mulll lnlslasl Sumber f'9nef1ma Mutu lnlslasi Sumber lnslansl 

21123 Layanan --1 Layanan -- Anggaran Pendanaan 
Layanan Reelisasl Layanan -llsasi Anggaran 

Pendanaan Pelaksana 

Dasar Dasar Dasar Dasar 

4 Kernampuan numerasi Nifei 39,3 75 75 75 75 

5 Perbedaanskor1iterasi N#ai 1,80 5 5 5 5 

6 Perbedaan skor numerasi Niiai 1,64 5 5 5 5 

7 lndeks iklim keamanan Nifal' 69,1 70 70 70 70 

8 lndeks iklim kebhinekaan NiitJi 59,3 75 75 75 75 

9 lndeks iklim inklusivltas Niisi 59,3 70 70 70 70 

10 Kecukupan formasi guru ASN % 

11 lndeks disbibusi guru % 

12 Proporsi PTK bersertifikat % 

13 Proporsi PTK penggerak• % 

5.2.2 Urusan Kesehatan 

Tabel 5. 10 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pencapalan SPM (2024) Pencapalan Sl'M (21121) 

fndlkator Kfnerja / Jenfs Tahun !lumber Sumber ·-No Layanan Sl'M Saluan en. .._,_ l'Adu lnlslasi ,._, Penertma l'Adu lnlslasl Pendanaen Pelaksana 20123 Layanlln Reatlsaf Layanan Raallsasl Anggaran Layanen -Hsasl Layanan -· Anggaran 
Dllslll' l)asar OIISar Desar 

1 Pelayanan kesehatan ibu 
orang 1.134.711 .000 APBDIAPBN 1.091 .446.550 AP8D/APBN Dinkes hamil 23.102 24.670 24.670 24.917 24.917 

1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 7.180 7.200 7.200 100.000.000 APBDIAPBN 7.225 7.225 100.000.000 APBDIAPBN Dinkes 

2 Tablet tambah darah Tablet 3.121 .000 4.440.600 4.440.600 800. 721 .000 APBDIAPBN 5.514.480 5.514.480 800.721.000 APBDIAPBN Dinkes 

3 Alat deteksi resiko lbu Hamil . 
Or.n;i 33 8.500.000 APBDIAPBN 22.700.000 APBDIAPBN Dinkes Test Kehamilan 33 33 33 33 

4 
Alat deteksi resiko lbu Hamil : 

Pakst 33 8.500.000 AP8D/APBN 22.700.000 APBDIAPBN Dinkes Pemeriksaan HB 33 33 33 33 

5 Alat deteksi resiko lbu Hamil . Pakst 33 8.500.000 APBDIAPBN 22.700.000 APBDIAPBN Dinkes Pemeriksaan Golongan Darah 33 33 33 33 

Alat deteksi resiko lbu Hamil : 
6 Pemeriksaan Glukoprotein Paket 33 33 33 8.500.000 APBDIAPBN 33 33 22.625.550 APBDIAPBN Dinkes 

Urin (15% dari sasaran) 
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Pancapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (1025) 

Ind- Klnerj■ / Janis T■hun _ , - lnslansl 
No LayananSPM Sahan Dllsar Penerlma ~ lnlslasl Pendanaan '"-rln'a ~ lnlslasl 

P-na■n P-111 
2023 Layan■n -llsasl La)<anm, -· Anggar■ n Ul!IIIIM ,__ 

Layan■n Ra■lls■sl Anggaran 
DIISar Dasar Dllsar Deur 

7 Kartu ibu/rekam medis IJu - 23.102 23.914 23.914 
APBO 24.153 24.153 

APBO Dinkes 

8 Buku kesehatan lbu dan Anak BUktJ 99.990.000 APBDIAPBN 100.000.000 APBO'APBN Dinkes 
(KIA) 23.102 23.914 23.914 24.153 24.153 

9 Pencatatan dan pelaporan - 33 APBO/APBN APBDIAPBN Dinkes 
kohortibu 33 33 18.564 18.564 

Tenaga kesehatan • 
10 Dokter/dokterspesialis Or,n;i 216 227 2'Z7 APBO/APBN 238 238 

APBO/APBN Dinkes 
kebidanan 

11 Tenaga kesehatan . Bdan Or,n;i 971 1.020 1.020 APBOIAPBN 1.071 1.071 APBCl'APBN Dinkes 

12 Tenaga kesehatan • Perawat Or,n;i 1.801 1.891 1.891 APBD'APBN 1.986 1.986 
APBDIAPBN Dinkes 

Kunjungan 6 kali ibu hamil 
selama periode kehamilan 

13 (K6) (Satu kali pada trimester 
Or,n;i 100.00.0.000 APBDIAPBN 100.00.0.000 APBDIAPBN Dinkes 

pertama, Dua kali pada 25.355 26.623 26.623 24.670 24.670 
trimester kedua, Tiga kali 
pada trtmester ketiga) 

2 
Pelayanan Kesehatan lbu 

Orar,;i 2.790.720.429 APBD'APBN 2.930.256.452 APBOIAPBN Oinkes 
Bersalin 23.939 24.522 24.522 24.767 24.767 

1 Fomiulir partograf Famu#r 23.102 29035 29035 100.00.0.000 APBDIAPBN 24.221 24.221 40.00.0.000 APBDIAPBN Dinkes 

2 Kartu ibu (rekam medis) Pake/ 23.102 29035 29.035 100.00.0.000 APBO 24.221 24.221 40.00.0.000 APBO Dinkes 

3 
Buku Kesehatan lbu dan 

Buxu APBO/APBN APBDIAPBN Dinkes 
Anak(KIA) 23.102 29035 29.035 24.221 24.221 

4 Pencatatan dan pelaporan Pake/ 33 APBO/APBN APBDIAPBN Dinkes 
kohortibu 1.887 1.145 24.221 24.221 

Tenaga kesehatan : 
5 Doklerldokter spesralis Or,n;i 216 227 227 930.240.143 APBDIAPBN 238 238 950.085.484 APBDIAPBN Dinkes 

Kebdanan dan Kandungan 

6 Tenaga kesehatan : Bdan Or,n;i 971 1.020 1.020 930.240.143 APBDIAPBN 1.071 1.071 950.085.484 APBDIAPBN Dinkes 

7 Tenaga kesehatan : Perawat Or,n;i 1.801 1.891 1.891 730.240.143 APBO/APBN 1.986 1.986 
950.085.484 APBDIAPBN Dinkes 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi 2.674.819.710 APBO/APBN 2.808.560.696 APBDIAPBN Dinkes 
BaruLahir 22.799 23.253 23.253 23486 23.486 

1 Vaksin Hepat~is BJ Vaksin 16.930 27.652 27.652 
1.00.0.000.000 APBDIAPBN 27.851 27.851 

835.530.000 APBDIAPBN Dinkes 

2 Vitamin K1 injeksi Ampuf 
6.990 11 .627 11627 

674.819.710 APBOIAPBN 27.851 27.851 696.275.000 APBDIAPBN Dinkes 

3 Salep/tetes mata antiblotik Or,n;i 22.51 2 2.325 2.325 APBO/APBN 27.851 27.851 696.275.000 APBDIAPBN Dinkes 

4 Fomiulir bayi baru lahir Famu#r 22799 27.652 27.652 
APBD/APBN 27.851 27.851 

41 .776.500 APBO/APBN Dinkes 

5 Fomiulir Manajemen Terpadu Famulir APBD/APBN 41 .776.500 APBD'APBN Dinkes 
Bayi Muda (MTBM) 22.799 27 .652 27.652 27.851 27.851 

6 Set pelayanan bayi baru lahir Pake/ 
33 27.652 27.652 APBO/APBN 

33 33 
APBO/APBN Dinkes 
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Pancapelan 8PM (2024) Pencapun IPM(202I) 

lndllmtor KIMrja / J ... Tllhun _ , -No ..... - lnlslllsl llastasl -Layan■nSPM - - ............ ,..,.rlrra - -- p-210D i..,,_., Ra■ll-1 Lll)wlan Ra■lts■sl Anggalan ~- R■ells■sl ....... Ras■st Anggaran 
Dasw a.. Dasu -7 Set kegawatdaruratan Pakat 33 900.000.000 APBDIAPBN APBD/APBN Dinkes neonatal 1.856 1.161 33 33 

8 
Buku Kesehatan lbu dan 

Orarg 100.000.000 APBDIAPBN APBCl'APBN Dinkes Anak(KIA) 23.102 2.129 1.053 27.851 27.851 

9 
Pencatatan dan pelaporan - 33 APBDIAPBN APBDIAPBN Dinkes kohortbayi 3.231 1.323 27.851 27.851 

10 
Tenaga kesehatan : Orarg APBDIAPBN 165.642.565 APBDIAPBN Dinkes Dokler/dokler spesialis Anak 216 227 227 238 238 

11 Tenaga kesehatan Bldan Orarg 971 1.020 1.020 APBD/APBN 
1.071 1.071 165.642.565 APBDIAPBN Dinkes 

12 Tenaga kesehatan : Perawat Orwg 1.601 1.891 1.891 APBDIAPBN 
1.986 1.986 

165.642.565 APBDIAPBN Dinkes 

4 Pelayanan Kesehatan Balila 93.875 93.434 93.434 2.546.602.650 APBDIAPBN 94.368 94.368 2.674.142.783 APBDIAPBN Dinkes 

1.670.573 

Kuisioner Pra Skrining 

1 
Perkembargan (KPSP) atau 

DolaJmen 10.000.000 APBDIAPBN 10000.000 APBCl'APBN Dinkes instrumen standar lain yang 93.875 135.756 135.756 135.301 135.301 
bertakU 

2 
Formulir Deteksi Dini Tumbuh 

Formu5r 10.000.000 APBD/APBN 10.000.000 APBDIAPBN Dinkl!s Kembang Anak (DDTK) 93.875 135.756 135.756 135301 135.301 

3 
Buku Kartu lbu dan Anak Orarg APBD APBO Dinkes (K IA) 93.875 135.756 135.756 135.301 135.301 

4 Vitamin A Boru Kapsul 
81.950 135.756 135.756 168.900.221 APBCl'APBN 

135.301 135.301 
179.511 .800 APBD/APBN Dinkes 

5 Vitamin A Merah Kapsul 408.950 135.756 135.756 168.900.221 AP8D/APBN 
135301 135.301 179.511 .899 AP8D/APBN Dinkes 

6 Vaksln imunisasi dasar: I-BJ Vaks/n 17.660 135.756 135.756 168.900.221 APBDIAPBN 135301 135.301 179.511 .800 APBDIAPBN Dinkes 

7 Vaksin imunisasi dasar: 8CG Vaks/n 9.400 23.359 23.359 168.900.221 APBDIAPBN 
135.301 135.301 179.511 .899 APBDIAPBN Dinkes 

8 
Vaksin imunisasi dasar. Polio Vaicsin 168.900.221 APBD/APBN 179.511 .800 APBDIAPBN Dinkes Teles 13.700 15.572 15572 135.301 135301 

9 Vaksin imunisasi dasar: IPJ Vaksin 
5.220 33.939 33939 168.900.221 APBDIAPBN 

135.301 135.301 
179.511 .899 APBD/APBN Dinkes 

10 
Vaksln \munisas, dasar: CPT Vaksin 168.900.221 APBDIAPBN 179.51 1.800 APBDIAPBN Dinkes -HB-Hb 15.820 33.939 33.939 135.301 135.301 

11 Vaksln lmunlsasi dasar: Vaks/n 168.900.221 APBD/APBN 179.511.800 AProAPBN Dinkes Campak Rubela 9.960 33.939 33.939 135301 135.301 

12 
Vaksin munlsasi \a~utan : Vaksin 168.900.221 APBDIAPBN 179.511 .899 Af'BOIAPBN Dinkes DPT-HB-Hib 9,960 135.301 135.301 

13 
Vaksin \munisasi lanjutan : Vaksin 168.900.221 APBDIAPBN 179.511 .899 APBD/APBN Dinkes Campak Rubela 1.650 33.939 33939 135301 135.301 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM {202&) 

lnd-Klnerj■ / Janis Tahun 
!lumber - -No LayananSPM S&... Daar Paner1n'a - lnlslasl 

Pend■naan "-rllra - lnlslasl 
Pondana■n ,_ ... 

20IZS l.ayanan - 1- l.a)wtan Rallsasl Angg,nn Layanu R8allsasl Layanan RM!lsasl Anggaran 
DIISar Daar 0ltar Cinar 

14 
Jarum suntikdan Bahan Unit 168.900.221 AP8D/AP8N 179.511 .899 AP8D/AP8N Dinkes Habis Pakai (BHP) 1,493.975 33.939 33.939 135.301 135.301 

15 Peralatan Anafilaktik Pake/ 12.045 33 33 
168.900.221 AP8D/APBN 33 33 179.511 .899 AP8D/AP8N Dinkes 

16 
Pengadaan Set Pemeriksaan 

Pak.et 33 AP8D/AP8N AP8D/AP8N Dinkes Kesehatan Anak 13.472 13.472 33 33 

17 Pengadaan Set lmt.nisasi Pake/ 33 13.472 13.472 AP8D/APBN 33 33 
AP8D/AP8N Dinkes 

18 Pengadaaan SDIDTK KIT Pake/ 33 
822 822 AP8D/AP8N 33 33 APBO'APBN Dinkes 

Pencatatan dan pelaporan 
19 kohort ba lita dan apras (anak Paket 33 

93.434 93434 AP8D/AP8N 135.301 135.301 
APBO'APBN Dinkes 

pra sekolah) 

20 Tenaga kesehatan : Dokter Orarg 
216 227 227 100.000.000 AP8D/AP8N 

238 238 100.000.000 APBO'APBN Dinkes 

21 Tenaga kesehatan : Boan Otalll 971 1.020 1.020 100.000.000 AP8D/AP8N 
1.071 1.071 

100.000.000 AP8D/AP8N Dinkes 

22 Tenaga kesehatan : Perawat OrarlJ 1.801 1.891 1.891 100.000.000 AP8D/AP8N 
1.986 1.986 100.000.000 AP8D/AP8N Dinkes 

23 Tenaga kesehatan : AhliGizi Orarg 
96 101 101 100.000.000 AP8DIAP8N 106 106 

100.000.000 AP8D/AP8N Dinkes 

24 
Tenaga kesehatan Kader 

OrarlJ 100.000.000 AP8D/AP8N 100.000.000 APBO'APBN Dinkes Kesehatan 9.469 9.942 9.942 10.440 10.440 

25 
Tenaga non kesehatan :Guru 

Otalll AP8D/AP8N APBD.'APBN Dinkes PALO 33 33 33 33 33 

5 Pelayanan kesehatan pada Orarg 2.617.909.950 APBD 2.748.805.448 APBD Dinkes usa pendldikan dasar 217.514 219.853 219.853 222.052 222.052 

1 
Form pencatataniEuku raport 

Bl.i<u 142.500.000 AP8D 150.000.000 APBD Dinkes kesehatanku 3.500 5.000 5.000 7.000 7.000 

2 
Form pencatataniEuku Bti<u 50.000.000 AP8D 50.000.000 AP8D Dinkes pemantauan kesehatan 3,500 5.000 5.000 7.000 7.000 

3 Kuesioner skrining kesehatan Do/rumen 3.500 5.000 5.000 50.000.000 AP8D 7.000 7.000 50.000.000 AP8D Dinkes 

Formulir rekapitulasi hasil 

4 pelayanan kesehatan usia Formu#r 50.000.000 AP8D 50.000.000 APBD Dinkes sekolah dan remaja di dalam 1.356 1.424 1.424 1.495 1.495 
sekolah 

Formullr rekapitulasi hasll 

5 pelayanan kesehatan usla Formulir 365 365 365 50.000.000 APBD 365 365 50.000.000 AP8D Dinkes sekolah dan remaja di !uar 
sekolah 

6 Tenaga kesehatan : 
Orarg 455.081 .990 AP8D 479.751 .oro AP8D Dinkes Dokter/Dokter gigi 216 227 227 238 238 
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P-,c:apalan SPM (2024) Pencapalan SPM {21)21) 
Incl- Klnerjl / Janis TahlNI _ , - _ , 

No LayananSPM 
..... Das ......... ,.,.,, lnlslasl Pendanaan 

.,_,.,,. 
~ lnlslnl .,_.., Pelaksane 2023 Lllyanan Reallsasl l.a)9nan Rallsasl Angg,nn l.a)wnan ltaallsasl Layanan ,.__, Anggaran 

0- Dasar Dllsar Dllur 

7 Tenaga kesehatan • Bidan Orarg 
971 1.020 1.020 

455.081 .990 APBD 
1.071 1.071 

479.761 .000 APBD Dinkes 

8 Tenaga kesehatan : Perawat Orarg 1.801 1.891 1.891 455.081.990 APBD 1.986 1.986 
479.761 .000 APBD Dinkes 

9 Tenaga kesehatan AhliGizi Orarg 96 101 101 455.081.990 APBD 100 100 
479.761 .000 APBO Dinkes 

10 
Tenaga Kesehatan Orarg 455.081.990 APBO 479. 761 .000 AP!30 Dinkes Masyarakat 55 58 58 61 61 

Tenaga ron kesehatan 
Terlatih/Mempunyai 

11 
Kual~ikasi tertentulKader 

Orarg APBD APBD Dinkes Kesehatan (ketersediaannya 9.469 9.942 9.942 10.440 10.440 
berkoord1nasi dengan dinas 
terka<) 

Tenaga non kesehatan : Guru 

12 
(kelersediaannya 

Orarg APBD APBD Dinkes berkoord!nasi dengan dinas 33 33 33 33 33 
pendidikan) . 

6 
Pelayanan Kesehatan Pada 

2.787.479.620 APBDIAPBN 2.926.853.601 APBD Dinkes Usia Prociuk!~ 1. 114.578 1.069.546 1.069.546 1.080.241 1.080.241 

Pedoman dan media 
1 Kamunikasi, lnformasi, Pedoman 34 34 34 289.445.570 APBDIAPBN 34 34 300.000.000 APBO Dinkes 

Edukasi (KIE) 

2 Ala! . Alai ukur berat badan Unit 365 365 365 15.600000 APBDIAPBN 365 365 15.600.000 APBD Dinkes 

3 Ala! Alat ukur tinggi badan Uni/ 365 365 365 15.600.000 APB[)IAPBN 365 365 15.600.000 APBD Dinkes 

4 Alat : Alai ukur llngkar perut Unit 365 365 365 5.200.000 APB[)IAPBN 365 365 5.200.000 APBD Dinkes 

5 Alat : Tensimeter Uni/ 365 365 365 52.000.000 APBO/APBN 365 365 52.000.000 APBD Dinkes 

6 Alat • Glul«>meter Uni/ 365 365 365 40.560.000 APB[)IAPBN 365 365 40.560.000 APBD Dinkes 

7 Ala! • Tes strip gula darah Uni/ 365 365 365 1.117.500.000 APB[)IAPBN 365 365 1.117.500.000 APBD Dinkes 

8 Alat : Lancet Uni/ 365 365 365 162.075.050 APB[)IAPBN 365 365 162.075.050 APBD Dinkes 

9 Alat : Kapas alkohol Unit 365 365 365 411394.000 APBDIAPBN 365 365 400.000.000 APBD Dinkes 

10 Alat :KITIVATes Unit 365 365 365 200.000.000 APB[)IAPBN 365 365 200.000.000 APBD Dinkes 

Formullr pencatatan dan 

11 pelaporan aplikasl Sistem 
Dol<umen 7.545.000 APBO/APBN 13.000.000 APBO Dinkes lnformasi Penyakit Tidak 1.800 2.139 2 139 2.139 2.139 

Menular (SIPTM) 

12 Tenaga kesehatan . Dokler Orarg 216 'Z27 227 2.800.000 APBDIAPBN 
Zl8 Zl8 2.800.000 APBD Dinkes 

13 Tenaga kesehatan Bidan Orarg 971 1.020 1.020 14.000.000 APBDIAPBN 
1.071 1.071 14.000.000 APBO Dinkes 

14 Tenaga kesehatan Perawat Orarg 1.801 1.891 1.891 11 .200.000 APBDIAPBN 1.986 1.986 11 .200.000 APBD Dinkes 

52 



Pencapalan SPM (2024) Pencapelan 1PM f2112111 
lnd-Klnerj1/J-

y_,.., 
SUmber - -· No LayanenSPM Saluan - -- - lnislasi Pendanaan ,-r11ra - lnlslasl P.-..en Pelaksano 20IZ3 l.llyanen Reallsal La)'llflen Rallsasl Anggeran Layanon -· La)WIIIII Reellsasl Angganv, 

Casar Casar 0IISer Oear 

15 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 96 101 101 2.800.000 APBDIAPSN 
106 106 

137.558.551 APBD Dinkes 

16 
Tenaga kesehatan : Tenaga 

Orang 2.800.000 APBDIAPBN 2.800.000 APBD Dinkes Kesehatan Masyarakal 55 58 58 61 61 

Tenaga non kesehatan 
Ter1alit\1Mempunyai 

17 
Kualifikasi tertenlu'Kader Orang 436.96().000 APBOIAPBN 436.960.000 APBD Dinkes Kesehatan (ketersediaannya 9.469 9.942 9.942 10.440 10.440 
berkoord1nasi dengan dinas 
terkalt) 

7 Pelayanan Kesehatan Pada 
1.386.251 .000 APBD 1.455.563.550 APBD Dinkes Usia Lanjut 198.574 212.911 212.911 715.040 715.040 

1 
Stripuji pemeriksaan gula 

Pakel 500.000.000 APBD 601.618.500 APBD Dinkes darah, koesterol 198.574 212.911 212.911 223.557 223.557 

lnstrumen Geriatric 
Depression Scale (GOS), 
lntrumen Abbreviated Mental 

2 Test (AMT) dan lnstrumen Pakel APBD APBD Dinkes Activity Daily living (AOL) 198.574 212.911 212.911 223.557 223.557 
dalam Pake! Pengkaj,an 
~rna Pasien Geriatri 

3 Buku kesehatan lansia Buku 3.500 5.000 5.000 147.500.000 APBD 7.000 7.000 125.000.000 APBD Dinkes 

4 Tenaga kesehatan • Dokter Orang 
216 227 227 

184.687.750 APBD 238 238 
145.789.010 APBD Dinkes 

5 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 971 1.020 1.020 184.687.750 APBD 1.071 1.071 145.789.010 APBD Dinkes 

6 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 1.801 1.891 1.891 184.687.750 APBD 1.986 1.986 145.789.010 APBD Dinkes 

7 Tenaga kesehatan :AhliGizi Orang 96 101 101 184.687.750 APBD 106 106 145.789.010 APBD Dinkes 

8 Tenaga kesehatan : Tenaga Orang APBD 145.789.010 APBD Dinkes Kesehatan Masyarakat 55 58 58 61 61 

Tenaga non kesehatan 
Ter1atit\1Mempunyai 

9 
Kual~ikasi tertenlu'Kader Orang APBD APBO Dinkes Kesehatan (ketersediaannya. 9.469 9.942 9.942 10.440 10.440 
berkoordinasi dengan dinas 
sosial/terkaltj 

8 Pelayanan Kesehatan 3.338.679.427 APBD 3.505.613.398 APBD Dinkes Penderita Hipertensi 475.361 80.172 80.172 80.974 80.974 

Pedoman pengendalian 

1 
Hipertensi dan media 

Pedoman 642.500.000 APBO 809.433.971 APBD Dinkes Komunikasi , lnforrnasi, 34 34 34 34 34 
Edukasl (KIE) 

2 Tensimeter Unit 365 365 365 989.359.677 APBD 365 365 989.359.677 APBD Dinkes 
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Pancapalan 8PM (2024) Pancapalan 8PM (2021) 

lndlkator Klnerja / Janis Tahun _, - lnslllnsl 
No LayananSPM Saluan Dasar Penellma - lnlslasi Penclanaan .._rtn-a - lnlsillsl Pendllnaan .._,,. 

2023 l.ayanan Reallsasl l.a)enan RMllsasl Angganu, l.a)enan Reallsasl Layanan Raallsasl Angpran 
Daw Dasar Dasar Dasar 

Fom,ulir pencatatan dan 

3 pelaporan aplikasl Slstem Ap/il<asi 600.000.000 APBD 600.000.000 APBD Dinkes lnformasi Penyakit Tidak 34 34 34 34 34 
Menular (SIPTM) 

4 Tenaga kesehatan : Dokter Oreng 216 'Zn 227 166.000.000 APBD 238 238 
166.000.000 APBD Dinkes 

5 Tenaga kesehatan : Bean Oteng 971 1.020 1.020 188.000.000 APBD 1.071 1.071 188.000.000 APBD Dinkes 

6 Tenaga kesehatan : Perawat Oreng 1.801 1.891 1.891 164.000.000 APBD 1.986 1.986 164.000.000 APBD Dinkes 

7 Tenaga kesehatan : Tenaga 
Oran;J 292.000.000 APBD 292.000.000 APBD Dinkes 

Kesehatan Masyarakat 55 58 58 61 61 

B Obat Hipertensi Pake/ 370.500 389.650 389.650 
296.819.750 APBD 429.589 429.589 296.819.700 APBD Dinkes 

9 
Pelayanan Kesehatan 

6.381 .658.100 APBD 6.700.741 .005 APBOiAPBN Dinkes 
Pendertta Diabetes Melitus 28.890 23.530 23.530 23.765 23.765 

1 Alat · Glukometer Unit 365 
365 365 

730.000.000 APBD 365 365 
730.000.000 APBDIAPBN Dini<e,, 

2 Ala! strip Tes Gula Darah Unit 733.876,9 
772.502 772.502 1.751.680.100 APBD 811.127 811 .127 2.070. 763 005 APBOiAPBN Dinkes 

0 

3 Alat • Kapas Alkohol Unit 733.876,9 
772.502 772.502 

750.000.000 APBD 811127 811 .127 
750.000.000 APBO/APBN Dinkes 

0 

4 Alat • Lancet Unit 733.876,9 
772.502 772.502 

750.000.000 APBD 811.127 811.1 27 750.000.000 APBO/APBN Dinkes 
0 

Formulir pencatatan dan 

5 pelaporan aplikasi Sistem 
ApUl<Bsi 2 750.000.000 APBD 750.000.000 APBDIAPBN Dinkes lnfom,asi Penyakit Tidak 2 2 2 2 

Menular(SIPTM) 

Pedoman dan media 
6 Komunikasi , lnformasi, Pedoman 34 34 34 

20()000.000 APBD 
34 34 200.000.000 APBDiAPBN Dinkes 

Edukasi (KIE) 

7 Tenaga kesehatan : Dokter Ol<r{I 216 227 227 47.600.000 APBD 238 238 
47.600.000 APBO/APBN Dinkes 

B Tenaga kesehatan : Bean Oran;} 971 1020 1.020 238.000.000 APBD 1.071 1.071 238.000.000 APBOiAPBN Dinkes 

9 Tenaga kesehatan : Perawat OIBfll 1.801 1.891 1.891 202.400.000 APBD 1.986 1.986 202.400.000 APBOiAPBN Dinkes 

10 Tenaga kesehatan • AhliGoei Orarq 
96 101 101 

20.400.000 APBD 106 106 
20.400.000 APBO/APBN Dinkes 

11 Tenaga kesehatan : Tenaga 
Oran;} 730.000.000 APBD 730.000.000 APBOiAPBN Dinkes Kesehatan Masyarakat 55 58 58 61 61 

12 Oba! Diabetes Mei.us Pake/ 602.775 634.500 634.500 211 .578.000 APBD 666.225 666.225 211.578.000 APBOiAPBN Dinkes 

Pelayanan Kesehatan Orang 
10 Dengan Gangguan Jiwa 

3.174 3191 3.191 640.175.500 APBD 3.223 3.223 672.184.275 APBD Dini<e,, 
(ODGJ) Berat 
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Pencapalan 1PM (2112,4) Pancapan 1PM (21121) 

Ind-Klnerja /J- Tllhun - - -No LayananlPM 
......, a.. - - _ , 

p.-, ....,._ - ... Int ,.-.. --2GIZS Llll,WIIIII lloallsal ~ .. Redsasl Angg,nn 1.11)1■ .... '-'lsasl Llll,WIIIII RMllsal Angpran 
Dnar a.. Dllar DIIAr 

Buku Pedoman DiagnosiS 
Penggolongan Gangguan 
Jiwa (PPDGJ lll)atauBukU 

1 Pedoman Diagnosis Bua, 33 33 33 300.000.000 APBD 33 33 332.008. 775 APBD Dinkes 
Penggolongan Gangguan 
Jiwa terbaru (biia sudah 
lersedla) 

2 Kit berisi 2 Alat Flksasi Pake/ 33 34 34 180.000.000 APBD 34 34 180.000.000 APBD Dinkes 

3 
Penyediaan formulir 

Formutr 19.800.000 APBD 19.800.000 APBD Dinkes pencalalan dan pelap:,ran 2.500 3.300 3.300 6.600 6.600 

4 Media Komunikasi, lnformasi, Media 19.800.000 APBD 19.800.000 APBD Dinkes Edukasi (KIE) 34 34 34 34 34 

5 Tenaga kesehalan : Dokter OrartJ 216 m m 40.575.500 APBD 238 238 40.575.500 APBD Dinkes 

6 
T enega kesehatan Perawal 

Orar,;i 40.000.000 APBD 40.000.000 APBD Dinkes T erlatih Jiwa 33 35 35 36 36 

T enega kesehatan : Tenaga 
Kesehalan Lainnya 

7 (ketersedaanrr,-a Oran; 33 33 33 40.000.000 APBD 35 35 
40.000000 APBD Dinkes 

ber1<0ord1nasi dengan dinas 
sosiaVter1<alt) 

11 Pelayanan Kesehatan Orang 
3.442.864.600 APBD'APBN 3.615.007.830 APBD'APBN DINKES Terduga TuberikUlosis 19.818 22.032 22032 3.223 3.223 

1 Media KIE (Leaflet, Lembar - 33 4,956.700 APBD'APBN 4.939.830 APBD'APBN DINKES Balik, Poster, Banner) 35 35 38 38 

2 Reagen Zn TB Kl 1002 
2081 2.081 74.760.000 APBD'APBN 2.185 2.185 

82.236.000 APBD'APBN DINKES 

3 Maskerjenis rumahtangga Box 354.144.000 APBD'APBN 386.610.000 APBQIAPBN DINKES dan Masker N95 1.189.060 1.248.534 1.248.534 1.310.961 1.310.961 

Pot dahak, Kaea slide Bahan 
Habis Paka1 (Oil Emersi, 

4 Ether Alkohol Lampu - 19818 20809 20809 542.553.900 APBD'APBN 21.849 21 .849 563.419.500 APBD'APBN DINKES 
Splrtus/Bunsen, OseA..idi), 
Rak pengering 

5 Catrldge tes cepat molekUler Test 16.029 16.830 16.830 2.466.450.000 APBD'APBN 17.672 17.672 2.577.802.500 APBO'APBN DINKES 

6 Formulir pencatatan dan FormuNr APBD'APBN APBD'APBN DINKES pelap:,ran 34 35 35 35 35 

7 Pedoman/Standar Do/aJl7len 33 APBO/APBN APBD'APBN DINKES Operaslonal Prosedur (SOP) 35 35 35 35 
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Pancapalan SPM (2024) Pancapatan SPM (2021) 
lnclllcator Klnerja /Jenls T°'""' SUmber - lnslansl 

No LayananSPM Saluan Dllsar Penarlrna - lnislasl Pendanaan "-rim! - lnlslasl Pendanaan p-.,. 
2023 L.ayanan Reellsasl Layanan RN-I Anggaran Layanan RN!lsasl Layanan _, Angga,an 

Dasar DIISar Dllsar Dlllar 

Tenaga kesehatan • Dokter/ 
8 dokter spesialis penyakit OtcrfJ 216 m Z27 APBO/APBN 238 238 

APBO/APBN DINKES 
dalam/dokter spesialis paru 

9 Tenaga kesehatan : Perawat OtcrfJ 1.801 1.891 1.891 APBO/APBN 1.986 1.986 
APBC\IAPBN DINKES 

Tenaga kesehatan : Analis 
10 Teknik Laboratorium Medik OtcrfJ 141 148 148 APBO/APB/\1 155 155 

APBD/APBN DINKES 
(ATLM) 

11 Tenaga kesehatan . Penata 
OtcrlJ APBO/APBN APBDIAPBN DINKES Rontgen 33 35 35 36 36 

12 Tenaga kesehatan : Tenaga 
OtcrfJ APBO/APBN APBDIAPBN DINKES kesehatan masyarakat 55 58 58 61 61 

Tenaga non kesehatan 
Te~atih/Mempunyai 

13 Kualifikasi tertentu 
OtcnJ APBO/APBN APBDIAPBN DINKES (ketersed1aannya 33 33 33 33 33 

berl<oordinasi dengan dinas 
terkalt) 

Pelayanan Keseha1an Orang 
Dengan Risiko Tennfeksi 

12 
Virus Yang Melemahkan 

Orang 1.828.710.262 APBO 1.920.222.570 AP80 Dinkes Daya Tahan Tubuh Manusia 33.445 32.838 32.838 
(Human Immunodeficiency 
Virus) 33.166 33.166 

1 Media KIE (Lembar Balik, 
Media 33 29.220.700 APBN/APBD 32.071 .500 APBN/APBD Kemenkes/On Leaf.,t, Poster, Banner) 41 41 45 45 kes 

2 Tes cepat HIV (RDT) pertama Tes 755.274.000 APBN/APBD 1.324.329.070 APBN/APBD Kemenkes/Oin 
33.445 34.480 34480 36.204 36.204 kes 

Bahan Med1s Habis Pakai, 
Handschoen, Alkohol Swab, 

3 
Plester, LanceUJarum Steril, 

Pake/ 492.570.000 APOO 497.490.000 APDB Dinkes Jarum Spuit yang 33.445 34.480 34.480 
sesuaiNacutainer dan Jarum 
Sesuai 36.204 36.204 
Alat tulis, Rekam medis yang 
berisi nomor rekam medis, Dnke&Puskes 4 Nonnor fasilitas peiayanan Pake/ 33.445 34.480 34.480 551 .645.562 APOO 36.204 36.204 66.332.000 APDB mas/Rumah kesehatan pelaksana , Namer Sakit KTP/NIK 

Tenaga kesehatan 

5 Dokter/dokterspesalis OtcrfJ APOO APDB Dinkes penyaklt dalam/dokter 216 m m 238 238 
spesialis kulit oon kelamin 

6 Tenaga kesehatan : Bidan OtcrfJ 971 1.020 1.020 APOO 1.071 1.071 
APDB Dinkes 

7 Tenaga kesehatan . Perawat OtcrfJ 1.801 1.891 1.891 APOO 1.986 1.986 
APOB Dinkes 

Tenaga kesehatan • Ahli 
8 Teknologi Laboratorium Medis OtcrfJ 141 148 148 APOO 155 155 

APDB Dinkes 
(ATLM) 
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Pancapalan SPM (202A) Pancapalan SPM (2026) 
lndllcator Klnerj1 / Janis Tahlin - lnstansl No Saluan Dasar lnislasl 

_ , 
lnlslasl LayananSPM Penetlma - Pendanaan ,-r1rra - P_,,.an p-.,,, 

2023 Layanan Reaffsasl Layan■n Raallsasl Anggar■n Layanan RNffsasl Layanan --· Anggaran 
Das. Dasar Dasar Daer 

g Tenaga kesehatan : Tenaga 
OnnJ APC8 APCB Dnkes kesehatan masyarakat 55 58 58 61 61 

Tenaga non kesehatan 
Terlatih/Mempunyai 

10 Kualifikasi tertentu 
OnnJ APC8 APOO Dnkes (ketersediaannya 33 33 33 33 33 

berkoord,nasi dengan dinas 
ter1<a~) 

Tabel 5. 11 Lanjutan1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Paneapalan SPM (202A) Pencapelan SPM (2025) 
lndllcator KlnerJ■ /Jenls Tahun -- -- ·-No LayananSPM Saluan Dasar ,..,..,.,,. - lnlslasl PendanaM "-ima - lnlslasl - ....._ 

2023 Layanan Raallsasl la)anan ""8llsasl Anggaran La)enan -- UIJl8ll8ft -· Anggatan 
Das. 0BSar Dllllar Dasar 

1 Pelayanan keseha1an ibu 
orang 1.261.018.878 APBD/APBN 1.313.569.821 APBD/APBN Dlnkes hamll 23-102 26.166 26.166 26.418 26.418 

1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 7.180 1:m 7.228 100.000.000 APBD/APBN 7.234 7.234 100.000.000 APBD/APBN Dlnkes 

2 Tablettambah darah Tablet 
3.121.000 5.853.540 5.853.540 800. 721 .000 APBD/APBN 5.700.180 5.700.180 800.721 .000 APBD/APBN Dlnkes 

3 Alat deteksi resiko lbu Hamil : 
OnnJ 33 22.700.000 APBD/APBN 38.337.000 APBD/APBN Dlnkes TestKehamilan 33 33 33 33 

4 Alat deteksi resiko lbu Hamil : 
Pake/ 33 22.700.000 APBD/APBN 38.337.000 APBD/APBN Dlnkes Pemeriksaan HB 33 33 33 33 

5 Alat deteksi resiko lbu Hamil : 
Paket 33 22.700.000 APBD/APBN 38.337.000 APBD/APBN Dinkes Pemenksaan Golongan Darah 33 33 33 33 

Alat deteksi resiko lbu Hamil . 
6 Pemeriksaan Glukoprotein Paket 33 22.826.660 APBD/APBN 33 33 38.266.493 APBD/APBN Dlnkes 

Unn (15% dari sasaran) 33 33 

7 Kartu ibulrekam medis ibJ Paket - APBD 26.11 2 
APBD Dlnkes 23.102 26.853 26.853 26.112 

8 Buku kesehatan lbu dan Ana k 
B<J<u 159.572.328 APBD/APBN 169.572.328 APBD/APBN Dlnkes (KIA) 23.102 26.853 26.853 26.112 26.1 12 

9 Pencatatan dan pelaporan 
Pake/ 33 APBD/APBN . APBD/APBN Dlnkes kohort ibu 33 33 26.112 26.112 

Tenaga kesehatan : 
10 Dokter/dokterspesalis OnnJ 216 APBDIAPBN 

263 263 
. APBD/APBN Dlnkes 

kebidanan 250 250 

11 Tenaga kesehatan : Bidan OnnJ 971 1.124 1.124 APBDIAPBN 1.180 1.180 
. APBD/APBN Dlnkes 

12 Tenaga kesehatan . Perawat OnnJ APBDIAPBN . APBD/APBN Dinkes 1.801 2.085 2.085 2.188 2.188 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (2025) 
lncllklltor Klnerja / Janis Tahun - SU- lnslansl No LayananSPM Saluan Dasar Penertma - lnlslasl Pendanaan P81W1ma - lnlslasl - ... ,._..,,. 

2023 L.ayanan Realisasl Layanan _ , Anggaran Layanan Raallsasl La)IBn■n Reallsasl Angganm 
Onar Dasar Cinar Dasar 

Kunjungan 6 kali ibu hamil 
selama perode kehamilan 

13 (KS) (Satu kali pada tlimester 
OtmJ 100.000.000 APBDIAPBN 100.000.000 APBD/APBN Dlnkes pertama, Dua kali pada 25.355 26.863 26.863 26.112 26.112 

llimester kedua, Tiga kali 
pada trimester kelga) 

2 Pefayanan Kesehatan lbu Orang 3.(178.789.274 APBDIAPBN 3.230.607.738 APBDIAPBN Dlnkes Bersalin 23.939 25.016 25.016 33.833 33.833 

1 Fom,ulir partograf FormuNr 23.102 24.679 24.679 48.368.000 APBDIAPBN 24.928 24.928 82.316.000 APBDIAPBN Dlnkes 

2 Kartu ibu (rekam medis) - 23.102 24.879 24.879 50.000.000 APBD 24.928 24.928 49.850.000 APBD Dlnkes 

3 Buku Kesehatan lbu dan 
Buku APBDIAPBN APBDIAPBN Dlnkes Anak(KIA) 23.102 24.879 24.879 - 24.928 24.826 -

4 Pencatatan dan pelaporan 
Paket 33 APBDIAPBN APBDIAPBN Dinkes kohort ibu 24.879 24.679 24.928 24.928 

Tenaga kesehatan . 
5 Dokter/dokter spesalis OtmJ 216 260 260 892.470.425 APBDIAPBN 263 263 

1.039.480.913 APBDIAPBN Dlnkes 
Kebidanan dan Kandungan 

6 Tenaga kesehatan : Bidan Orarg 971 1.124 1.124 892.470.425 APBDIAPBN 1.180 1.180 1.039.480.913 APBDIAPBN Dlnkes 

7 Tenaga kesehatan • Perawat OtmJ 1.801 2.085 2.086 892.470.425 APBDIAPBN 2.189 2.189 1.039.480.913 APBDIAPBN Dlnkes 

3 Pefayanan Kesehatan Bay! 
2.948.988.730 APBDIAPBN 3.098.438.167 APBDIAPBN Dinkes Barul.ahlr 22.799 23.720 23.720 23.968 23.968 

1 Vaksin Hepat~is 00 Vaksin 16.930 24.778 24.778 836.530.000 APBDIAPBN 26.023 26.023 1.000.920.000 APBDIAPBN Dlnkes 

2 Vitamin K1 injeksl Amp.ii 6.990 24.778 24.778 888.275.000 APBD/APBN 26.023 26.023 875.806.000 APBDIAPBN Dlnkes 

3 Salepltetes mata antibiotik OtmJ 22.512 24.778 24.778 888.276.000 APBDIAPBN 26.023 26.023 875.806.000 APBDIAPBN Dlnkes 

4 Fom,ulir bayi baru lahir Formulir 
22.799 24.778 24.778 41.778.600 APBDIAPBN 26.023 26.023 

62.557.600 APBDIAPBN Dlnkes 

5 Fonmulir Manajemen Terpadu Formulir 41.778.600 APBDIAPBN 82.557.600 APBDIAPBN Dlnkes Bayi Muda (MTBM) 22.799 24.778 24.778 26.023 26.023 

6 Set pelayanan bayi baru lahir Paket 33 33 33 
. APBDIAPBN 33 33 APBDIAPBN Dlnkes 

7 Set kegawatdaruratan - 33 - APBDIAPBN APBDIAPBN Dlnkes neonatal 33 33 33 33 

8 Buku Kesehatan lbu dan OtmJ APBDIAPBN APBDIAPBN Dlnkes Anak(KIA) 23.102 24.778 24,778 26.023 26.023 

9 Pencatatan dan pelaporan 
Paket 33 APBDIAPBN APBDIAPBN Dlnkes kohortbayi 24.778 24.776 26.023 26.023 

10 Tenaga kesehatan . OtmJ 212.451.910 APBDIAPBN 72.831 .056 APBDIAPBN Dlnkes Doklerldokterspesalis Anak 216 2!iO 250 263 263 

11 Tenaga kesehatan : Bidan OtmJ 971 1.124 1.124 212.451 .910 APBDIAPBN 1.180 1.180 72.931 .058 APBDIAPBN Dlnkes 
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Pencapalan SPM (3124) Pencapalan SPM (2026) 

lndllcator Klnerja / Janis Tahun 
Sunm. - lnstansl No LayananSPM Saluan Dnw ,..,.,.,,. - lnislasl Penclanun 

, __ - lnlslasl Pendanaan Palaksana 
2023 Layanan RMllsal Layanan Reallsasl Anggaran La)WIIIII Ftaallsasl Layanan Reallsasl Anggaran 

Dllsar Das.- 0IISar Dnw 

12 Tenaga kesehatan : Perawat Or,rg 
1.801 2.085 2.086 212.461 .910 APBC/APBN 

2.188 2.188 
72.931 .066 APBDIAPBN Dlnkes 

4 Pelayanan Kesehatan Ballta 
93.875 86.312 96.312 2.807.849.1122 APBC/APBN 

98.266 96.266 
2.948.242.418 APBD/APBN Dlnkes 

1.670.573 

Kuisioner Pra Skrining 

1 Perkembangan (KPSP) atau Cbkumen 10.000.000 APBDIAPBN 10.000.000 APBDIAPBN Dlnkes instrumen standar lain yang 93.875 136.301 136.301 97.671 97.671 
berlaku 

2 Fomiulir Deteksi Dini Tumbuh Formullr 10.000.000 APBC/APBN 10.000.000 APBDIAPBN Dtnkes Kembang Anak (DDTKJ 93.875 136.301 136.301 97.671 97.671 

3 
BukuKartu lbudanAnak Or,rg APBD APBD Dlnkes (KIA) 93.875 135.301 136.301 97.671 97.871 

4 Vitamin A Biru Kapsuf 81 .950 135.301 136.301 190.664.180 APBDIAPBN 97.871 97.671 202.363.636 APBDIAPBN Dlnkes 

5 Vitamin A Merah Kapsul 
408.950 136.301 136.301 190.664.180 APBC/APBN 

97.671 97.871 
202.363.635 APBDIAPBN Dtnkes 

6 Vaksin imunisa.si dasar: t-m \-Bksin 
17.680 136.301 136.301 190.664.180 APBD/APBN 97.671 97.871 

202.363.635 APBDIAPBN Dtnkes 

7 Vaksin imunisasi dasar: BCG Va!<sin 9.400 136.301 136.301 190.664.160 APBD/APBN 97.671 97.871 202.353.635 APBDIAPBN Dlnkes 

8 Vaksin imunisasl dasar: Pol io 
Vaksin 190.664.160 APBCIAPBN 202.363.635 APBDIAPBN Dtnkes Tetes 13.700 136.301 136.301 97.871 97.871 

g Vaksin imunisasi dasar: IP\/ Vaksin 5.220 135.301 136.301 190.864.180 APBC/APBN 97.871 97.671 202.353.635 APBDIAPBN Dtnkes 

10 Vaksin lmunisasi dasar: IFT Vaksin 190.864.180 APBC/APBN 202.363.635 APBD/APBN Dtnkes -HB -Hb 15.820 136.301 136.301 97.871 97.871 

11 Vaksin imunisasi dasar: 
Vaksin 190.664.160 APBC/APBN 202.363.636 APBDIAPBN Dlnkes Campak Rubela 9,960 136.301 136.301 97.671 97.671 

12 Vaksin imunisasi lanjutan : Va!<sin 190.864.180 APBDIAPBN 202.363.636 APBC/APBN Dtnkes DPT-HB -Hib 9.960 136.301 136.301 97.871 97.871 

13 Vaksln imunisasi lanjutan : Vaksin 190.664.160 APBD/APBN 202.363.636 APBDIAPBN Dlnkes Campak Rubela 1.850 136.301 136.301 97.671 97.871 

14 Jarum suntik dan Bahan Unit 190.864.180 APBC/APBN 202.363.636 APBC/APBN Dlnkes Habis Pakai (BHP) 1.493.975 136.301 136.301 97.871 97.871 

15 Peralatan Anafilaktik Pake/ 12.045 33 33 190.664.180 APBC/APBN 97.871 97.871 202.363.636 APBDIAPBN Dlnkes 

16 
Pengadaan Set Pemeriksaan 

PaY.et 33 APBC/APBN APBC/APBN Dtnkes Kesehatan Anak 33 33 33 33 

17 Pengadaan Set lmunisasi Pake/ 33 33 33 APBCIAPBN 33 33 APBD/APBN Dtnkes 

18 Pengadaaan SDIDTK KIT Pake/ 33 - APBD/APBN APBD/APBN Dinkes 
33 33 33 33 
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Pencapalan SPM (2024) PencapalanSPM(202ISI 

lncl-Klne,jl /Jenls Talul __, ...._ -No LayananSPM 
Sall-, DIISlr Penerlma - lnlsillsl Pendlnaan .,_""' - lnlsillsl - Pellks.-

2023 ~ Rmlisasl 1.ayan., Raellsasl MggllrWI La)'IIIIIII Raallsal La)W1III -· MggllrWI 
Dnar DIISlr Dnllr DIISlr 

Pencatatan dan pelaporan 
19 kohortba lita dan apms (anak - 33 136.301 136.301 APBDIAPBN 97.171 97.171 

APBDIAPBN Dlnkes 
pra sekolah) 

20 Tenaga kesehatan : Dokter Orat'(J 216 250 250 100,000.000 APBDIAPBN 263 263 100.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 

21 Tenaga kesehatan :Bi:lan Qrar{I 971 1.124 1.124 100.000.000 APBDIAPBN 1.1B0 1.1B0 
100.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 

22 Tenaga kesehatan : Perawat Orat'(J 1.801 2.085 2.085 
100.000.000 APBDIAPBN 2.189 2.189 

100.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 

23 Tenaga kesehatan AhliGizi Orat'(J 96 111 111 100.000.000 APBDIAPBN 117 11 7 100.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 

24 
Tenaga kesehatan : Kader 

Orat'(J 100.000.000 APBDIAPBN 11 .510 100.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 
Kesehatan 9.489 10.962 10.962 11 .510 

25 
Tenaga non kesehatan : Guru 

Orat'(J . APBDIAPBN APBDIAPBN Dlnkes 
PALO 33 33 33 33,00 33,00 

6 Pelayanan kesehatan pada Orang 2.888.246. 77tJ APBD 3,030.668.008 APBO Dlnkes 
usla pendldlkan dasar 217.514 224.272 224.272 228.616 228.616 

1 
Form pencatatan/Buku raport 

BU<U 180.000.000 APBD 180.000.000 APBO Dlnkes 
kesehatanku 3.500 10.000 10.000 16.000 16.000 

2 Form pencatatan/Buku BIJ<u 20.000.000 APBD 20.000.000 APBO Dlnkes 
pemantauan kesehatan 3.500 10.000 10.000 15,000 16.000 

3 Kuesioner skrining kesehatan Dokumen 3.500 10.000 10.000 20.000.000 APBD 16.000 16.000 20.000.000 APBO Dlnkes 

Forrrulir rekapituiasi hasil 

4 pe la ya nan kesehatan usia FormuNr 10,000.000 APBD 10.000.000 APBO Dlnkes 
sekolahdan remajadidalam 1.356 1.670 1.670 1.1148 1.848 
sekolah 

Formulir rekapltulasi hasil 

5 pe layanan kesehatan usla FormuNr 365 365 365 10,000.000 APBD 365 365 10.000.000 APBO Dlnkes 
sekolah dan remaja di luar 
sekolah 

6 Tenaga kesehatan : 
Orat'(J 629.249.144 APBD 668.111.801 APBO Dlnkes 

Dokter/Dokler gigi 216 2liO 2liO 2113 2113 

7 Tenaga kesehatan :Bi:lan Ora,q 971 1.124 1.124 629.249.144 APBD 1.180 1.180 668.111.801 APBO Dlnkes 

8 Tenaga kesehatan : Perawat Orat'(J 
1.801 2.086 2.086 629.249.144 APBD 2.189 2.189 

668.111.901 APBO Dlnkes 

9 Tenaga kesehatan AhiiGiz1 Ora,q 96 111 111 629.249.144 APBD 117 117 668.111.801 APBO Dlnkes 

10 Tenaga Kesehatan 
Orat'(J 629.249.144 APBD 668.1 11 .801 APBO Dlnkes Masyarakat 55 84 84 17 17 

Tenaga non kesehatan 
Tertatih/Mempunyai 

11 
Kualifikasi tertent'-"Kader 

Orat'(J APBD . APBO Dlnkes Kesehatan (ketersedlaannya 9.489 10.962 10.982 11 .610 11 .610 
berkoordinasi dengan dinas 
terkan) 
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Pencapalan SPM (2024) Pancapalan SPM(2026) 
lndlutor Klnerja / Jenls TahlHI - - lrmansl No LayananSPM Saluan Dasar Penerlme - lnisiasl Pendllnaan ,_ma - lnlslasl Pendanaan Pelaksana 

2023 l.ayanan -llsasl La)IBl1■n R<lallsal Anggaran Layanan Raallsasl Layanan Re■llsasl Anggan,n 
D■sar Dllsar Dasar Dasar 

Tenaga non kesehatan : Guru 

12 (1<etersediaannya Orarg berkoord1nasi dengan dinas 33 33 33 APBD 33 33 
. APBD Dlnkes 

pendidikan) 

8 Pelayanan Kesehatan Pada 
3.073.1911.281 APBDIAPBN 3.226.858.096 APBD Dlnkes Usla Produktlf 1.114.578 1.091.044 1.091.044 1.101.964 1.101 .964 

Pedoman dan media 
1 Komunikasi , lnformasi, Pedoman 34 

34 34 300.000.000 APBDIAPBN 34 34 
370.500.000 APBD Dlnkes 

Edukasi (KIE) 

2 Alat Alat ukur berat badan Unit 365 365 365 16.800.000 APBDIAPBN 365 365 16.800.000 APBD Dinkes 

3 Alat . Alat ukur tinggi badan Unit 365 365 365 16.800.000 APBDIAPBN 365 365 15.800.000 APBD Dlnkes 

4 Alat : Alat ukur lingkar perut Unit 365 365 365 5.200.000 APBDIAPBN 365 365 5.200.000 APBD Dlnkes 

5 Alat Tensimeter Unit 365 365 365 52.000.000 APBD/APBN 365 365 62.000.000 APBD Dlnkes 

6 Alat Glukometer Unit 365 365 365 40.680.000 APBDIAPBN 365 365 40.680.000 APBD Dlnkes 

7 Alat : Tes strip gula darah Unit 365 365 365 1.263.842.880 APBDIAPBN 365 365 1.117.500.000 APBD Dlnkes 

8 Ala! · Lancet Unit 365 365 365 182.076.060 APBDIAPBN 365 365 182.075.060 APBD Dlnkes 

9 Alat Kapas alkohol Unit 365 365 365 400.000.000 APBD/APBN 365 365 400.000.000 APBD Olnkes 

10 Alat . KITIVATes Unit 365 365 365 200.000.000 APBDIAPBN 365 365 414.302.494 APBD Olnkes 

Formulir pencatata n dan 

11 pelaporan aplikasi Sistem Dokumen 13.000.000 APBD/APBN 13.000.000 APBD Dlnkes lnformasi Penyakit Tidak 1.800 2.248 2.248 2.358 2.358 
Menular (SIPTM) 

12 Tenaga kesehatan Dokter Orarg 216 2!iO 250 2.800.000 APBD/APBN 263 263 18.000.000 APBD Dlnkes 

13 Tenaga kesehatan : Bidan Orarg 971 1.124 1.124 14.000.000 APBDIAPBN 1.180 1.180 
14.000.000 APBD Dlnkes 

14 Tenaga kesehatan : Perawat Orarg 1.801 2.085 2.085 
11 .200.000 APBO/APBN 2.189 2.189 

11.200.000 APBD Dlnkes 

15 Tenaga kesehatan :AhliGizi Orarg 96 111 111 137 .668.651 APBDIAPBN 117 117 137.568.551 APBD Dlnkes 

16 Tenaga kesehatan : Tenaga Orarg 2.800.000 APBDIAPBN 2.800.000 APBD Dlnkes Kesehatan Masyarakat 55 84 84 ff! ff! 

Tenaga non kesehatan 
Terlatih/Mempunyai 

17 Kualifikasi tertentu/Kader Orarg 436.1160.000 APBDIAPBN 436.980.000 APBD Dlnkes Kesehatan (ketersediaannya 9.469 10.982 10.962 11.610 11 .610 
berkoordinasi dengan dinas 
terkanl 

7 Pelayanan Kesehatan Pada 
1.528.341.728 APBD 1.604.768.814 APBD Dlnkes Usla L.anJut 198.574 217.191 217.191 219.362 219.362 
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Pencapalen SPM 12(124) Pencapalen SPM (2026) 

lndllcator Kl,wrja/ J-
Tahl,n 

No Salum, Dnar lnisiasl - lnlslasl - -LayananSPM Penerlma - Pendenaen Penert .... - Pandanaan Peleksana 
2023 Layanan -isasl La)1111an Reallsasl Anggaran La)IMWI RMllsal Layanan -■sl Anggaran 

On.- DIISar Dasar Dnar 

1 
Strip uji pemeriksaan gula 

Pake/ 888.613.000 APBD 794.744.000 APBD Dlnkes 
darah, kolesterol 198.574 234.734 234.734 248.471 248.471 

lnstrumen Geriatric 
Depression Scale (GDS), 
lntrumen Abbreviated Mental 

2 Test (AMT) dan lnstrumen 
Pakat APBD APBD Dlnkes 

Activity Daily Living (AOL) 198.574 234.734 234.734 248.471 248.471 
dalam Paket Pengkajian 
Paripurna Pasien Geriatri 
(P3G) 

3 Buku kesehatan lansia 8<.l<U 3.500 10.000 10.000 125.000.000 APBD 12.000 12.000 160.000.000 APBD Dlnkes 

4 Tenaga kesehatan : Dolder OtOOJ 216 260 260 
142.986.746 APBD 283 283 

132.002.963 APBD Dlnkes 

5 Tenaga kesehatan : Bdan OfOOJ 971 1.124 1.124 142.986.746 APBD 1.180 1.180 
132.002.963 APBD Dlnkes 

6 Tenaga kesehatan : Perawat OfOOJ 1.801 2.085 2.086 142.986.746 APBD 2.189 2.189 132.002.963 APBD Dlnkes 

7 Tenaga kesehatan :AhliGizi OfOOJ 96 111 111 142.986.746 APBD 117 117 132.002.963 APBD Dlnkes 

8 Tenaga kesehatan : Tenaga OfOOJ 142.986.746 APBD 132.002.963 APBD Dlnkes 
Kesehatan Masyarakat 55 84 84 ,., ,., 
Tenaga non kesehatan 
Terlatih/Mempunyai 

9 Kua lfikasi tenentu/Kader OterrJ APBD APBD Dlnkes 
Kesehatan (ketersediaannya 9.<Uili 10.962 10.982 - 11.510 11 .610 
berkoordinasi dengan dinas 
sosiaVterl<at) 

8 Pelayanan Kesehatan 
3.880.894.088 APBD 3.884.938.772 APBD Dlnkes Penderl1a Hl.,-nsi 475.361 81.783 81 .783 82.801 82.801 

Pedornan pengendalian 

1 Hipertensi dan media 
Pedoman 984.714.841 APBO 842.600.000 APBD Dlnkes 

Komunil<asi, lnfom1asi, 34 34 34 34 34 
Edukasi (KIE) 

2 Tensimeter Unit 365 365 365 989.359.ffl APBD 365 365 1.515.619.022 APBO Dlnkes 

Formulir pencatatan dan 

3 pelaporan aplikasi Sistem Aolikasi eoo.000.000 APBD 800.000.000 APBD Dlnkes 
lnformasi Pe~akit Tidak 34 34 34 34 34 
Menular (SI M) 

4 Tenaga kesehatan : Dolder OterrJ 216 260 260 166.000.000 APBD 283 283 166.000.000 APBD Dlnkes 

5 Tenaga kesehatan :Bdan Orar,;i 971 1.124 1.124 188.000.000 APBD 1.180 1.180 188.000.000 APBD Olnkes 

6 Tenaga kesehatan : Perawat Orar,;i 1.801 2.085 2.086 164.000.000 APBD 2.189 2.189 164.000.000 APBD Dlnkes 

7 Tenaga kesehatan : Tenaga Orar,;i 292.000.000 APBD 292.000.000 APBD Dlnkes 
Kesehatan Masyarakat ,c. 84 84 ,., ,., 

8 Obat Hipertensi Pa/<et 
370.500 451.089 451 .089 

296.819.750 APBD 473.8Z! 473.8Z! 
296.819.750 APBD Dlnkes 

9 Pelayanan Kesehatan 7.035.778.066 APBD/APBN 7.387.586.958 APBD Dlnkes 
Penderl1a Diabetes Melltus 28.890 24.003 24.003 24.243 24.243 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (2026) 

lncl-lQnerja /Janis Tahun - - lnstansl No LayananSPM Saban Dasar P-1ma - lnlslasl ,.__., P-ma - lnlslasl .,_,,.an p ........ 
21123 L.ayanan -llsasl Ll}<anan Realisasl Anggaran Layanan Fteallsasl Layanan Reallsasl Anggaran 

Dnar Cesar Dasar Dasar 

1 Alat : Glui<orneter Unit 365 
366 385 1.384.118.866 APBDIAPBN 

386 386 
1.736.808.868 APBC Clnkes 

2 Alat : strip Tes Gula Darah Unit 733.876,9 
861.883 861 .883 1.761.880.1 00 APBDIAPBN 894.268 894.268 

1,751.880.100 APBC Clnkes 
0 

3 Alat . Kapas Alkorol Unit 733.876,9 
861.883 861 .883 760.000.000 APBDIAPBN 894.268 884.268 760.000.000 APBC Cinkes 

0 

4 Alat • Lancet Unit 733.876,9 
861.883 861 .883 760.000.000 APBDIAPBN 894.268 884.268 760.000.000 APBC Clnkes 

0 

Formulir pencatatan dan 

5 pelaporan aplikasi Sislem Aplikasi 2 760.000.000 APBDIAPBN 760.000.000 APBC Clnkes 
lnformasi Penyakit Tidak 2 2 2 2 
Menular (SIPTM) 

Pedoman dan media 
6 Komunikasi. lnformasi , Pedoman 34 34 34 200.000.000 APBDIAPBN 34 34 

200.000.000 APBC Clnkes 
Edukasi (KIE) 

7 Tenaga kesehatan : Dolder Orary 216 250 250 47.800.000 APBDIAPBN 283 283 47.600.000 APEIC Clnkes 

8 Tenaga kesehatan : Bidan Orary 
971 1.124 1.124 238.000.000 APBDIAPBN 1.180 1.180 238.000.000 APBC Clnkes 

9 Tenaga kesehatan : Perawat Orary 1.801 2.085 2.086 202.400.000 APBDIAPBN 2.188 2.188 202.400.000 APBC Clnkes 

10 Tenaga kesehatan : AhliGizi Orary 96 111 11 1 20.400.000 APBDIAPBN 117 117 20.400.000 APBC Clnkes 

11 Tenaga kesehatan : Tenaga 
Orary 730.000.000 APBDIAPBN 730.000.000 APBC Clnkes 

Kesehatan Masyarakat 55 84 84 ffT ffT 

12 Oba! Diabetes Melitus - 602.775 889.636 889.636 211.678.000 APBDIAPBN 734.61 3 734.513 211 .678.000 APBC Clnkes 

Pelayanan Kesehatan 
10 Orang Cengan Gangguan 3.174 3.255 3.256 705.793.389 APBC 3.288 3.288 

741 .083.183 APBC Clnkes 
Jiwa (OOOJ) Berat 

Buku Pedoman Diagnosis 
Penggolongan Gangguan 
Jiwa (PPDGJ Il l) atau Buku 

1 Pedoman Diagnosis 81.i<u 33 33 33 366.817.889 APBC 33 33 400.907.883 APBC Clnkes 
Penggolongan Gangguan 
Jiwa terbaru (bio, sudah 
tersedia) 

2 Kit berisi 2 Ala! Fiksasi Pal<et 33 34 34 180.000.000 APBC 34 34 180.000.000 APBC Clnkes 

3 Penyediaan formulir 
Formullr 18.800.000 APBC 19.800.000 APBC Clnkes 

pencatatan dan peiaporan 2.500 8.930 8.930 7.277 7:zrt 

4 
Media Komunikasi, lnformasi, - 19.800.000 APBC 19.800.000 APBC Clnkes 
Edukasi (KIE) 34 34 34 34 34 

5 Tenaga kesehatan : Dolder OtcnJ 216 250 250 40.676.600 APBD 283 283 40.576.600 APEIC Clnkes 

6 
Tenaga kesehatan Perawat 

Orary 40.000.000 APBD 40.000.000 APBC Otnkes 
Te~atih Jiwa 33 38 38 40 40 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (202&) 

lnd-Klnerja/Jenls Tllhun - SU- lnstansl 
No LayananSPM Saluan Desar Panerlma - lnislasl Pendenaan Petw1nm - lnlslasl Pendanaan Pelaksana 

2023 Layenan Realisasl Layenan ~· Anggaran Layanan - Layanan Rullsasl Anggaran 
Dasar Dasar Dnar Dasar 

Tenaga kesehatan : Tenaga 
Kesehatan Lainnya 

7 (ketersediaannya 0/'/!r(/ 33 38 36 40.000.000 APBD 38 38 40.000.000 APBD Dlnkes 
ber1<oordinasi dengan dinas 
sosial/ter1<alt) 

Pelayanan Kesehatan 
11 Orang Terduga 19.818 3.256 3.266 3.796.758.222 APBDIAPBN 22.700 22.700 86.798.898.016 APBDIAPBN Dlnkes 

Tuberkulosls 

1 Media KIE (Leafiet, Lembar - 33 6.169.622 APBDIAPBN 6.089.733 APBDIAPBN Dlnkes 
Balik, Poster, Banner) 42 42 42 42 

2 Reagen Zn TB Kt 1962 2.294 2.294 89.000.000 APBDIAPBN 2.408 2.409 867.661 .488 APBDIAPBN Dlnkes 

3 Masker jenis rumah tangga Box 388.714.000 APBDIAPBN 80.704.036.214 APBDIAPBN Dlnkes 
dan Masker N95 1.189.080 1.378.608 1,376.608 1.446.334 1.446.334 

Pot dahak, Kaea slide, Bahan 
Habis Pakai (Oil Emersi, 

4 Ether Alkohol Lampu - 19.818 22.842 22.842 692.264.800 APBDIAPBN 24.089 24.089 1.183.484.008 APBDIAPBN Dlnkes 
Spirtus/Bunsen, Ose/l.idi), 
Rak pengering 

5 Catridge tes oepat molekuler Tes 16.029 18.656 18.668 2.709.630.000 APBDIAPBN 19.483 19.483 3.088.827.676 APBDIAPBN Dlnkes 

6 Fom,ulir pencatatan dan FormuHr APBDIAPBN . APBDIAPBN Dinkes 
peiaporan 34 36 36 

7 Pedoman/Standar Dokumen 33 APBDIAPBN APBD/APBN Dlnkes Operasional Prosedur (SOP) 38 38 

Tenaga kesehatan : Dokter/ 
8 dokter spesialis penyakrt 0/'/!r(/ 216 250 250 APBDIAPBN 21113 21113 

. APBDIAPBN Dlnkes 
dalam/dokter spesialis paru 

9 Tenaga kesehatan : Ferawat 0/'/!r(/ 1.801 2.085 2.086 
APBDIAPBN 2.189 2.189 

APBDIAPBN Dlnkes 

Tenaga kesehatan : Analis 
10 Teknik Laboratorium Medik OranJ 141 183 183 APBDIAPBN 171 171 APBDIAPBN Dlnkes 

(ATLM) 

11 Tenaga kesehatan : Penata 
OranJ APBDIAPBN . APBDIAPBN Dlnkes 

Rontgen 33 38 38 40 40 

12 Tenaga kesehatan : Tenaga 
OranJ APBDIAPBN . APBDIAPBN Dlnkes 

kesehatan masyarakat 55 84 84 87 87 

Tenaga non kesehatan 
Terlatih/Mempunyai 

13 Kualifikasi tertentu 
OranJ APBDIAPBN . APBDIAPBN Dlnkes (ketersediaannya 33 33 33 

berkoordinasi dengan dinas 
ter1<alt) 
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Penc:apalan SPM (2024) Pencapalan SPM (2025) 

lndllcator Klnarja / Janis Tahun 
No Saluan Dasar lnlslasl -- lnlslasl ·- lnstansl 

LayananSPM -- MlbJ Pendanaan P-11111 """' -- ..__ 
2023 l.ayanan Reali-I Layenan ,.__ Anggaran Layanan Reallsasl Layanan Reaffsasj Anggan,n 

DIISar Dasar DIISar Dasar 

Pelayenan Kesehotan 
Orang Dengan Rlslko 

12 Terlnfeksl Virus Yang Orang 2.018.233.899 APBD 2.117.046.383 APBD Dlnkes 
Melemahkan Daye Tahan 33.445 33.498 33.498 33.833 33.833 
Tubuh Manusla (Human 
lmmunodelklencyVlrus) 

1 Media KIE (LembarBalik, Media 33 32.071 .500 APBN/APBD 32.071.500 APBN/APBD Kemenkes/DI 
Leafe!, Poster, Banner) 46 46 46 46 nkes 

2 Tes cepet HIV (ROT) pertama Test 33.445 1.414.-.199 APBN/APBD 1.509.812.883 APBN/APBD Kemankes/l)j 
38.014 38.014 38,915 39.916 nkes 

Bahan Med1s Habis Pakai, 
Handschoen, Alkchol Swab, 

3 Plester, LanceUJarum Steril, PaJret 602.470.000 APDB 607.496.000 APDB Dinkes 
Jaa,m Spurt yang 33.445 
sesuaiNacutalnerdan Jarum 
Sesuai 38.014 38.014 39.916 39.916 

Alat tulis, Rekam medis yang 
berisi nomor rekam medis, Dinkes/Puske 

4 Nomor fasilitas pelayanan Pake/ 33.445 38.014 38.014 68.998.000 APDB 39.916 39.916 87.888.000 APDB smas/Rumah 
kesehatan pelaksana, Nomor 
KTP/NIK 

Saktt 

Tenaga kesehatan : 

5 Dokter/dokterspesalis Onn;i . APDB . APDB Dlnkes 
penyakrtdalam/dokter 216 260 260 263 283 
spesialis kulit dan kelamin 

6 Tenaga kesehatan Bi:lan Onn;i 971 1.124 1.124 APDB 1.180 1.180 
APDB Dlnkes 

7 Tenaga kesehatan Perawat Onn;i 1.801 2.085 2.086 
APDB 2.189 2.189 APDB Dlnkes 

Tenaga kesehatan : Ahli 
B Tekroiog, Laboratorium Medis Or,rg 141 183 183 APDB 171 171 APDB Dlnkes 

(ATLM) 

9 
Tenaga kesehatan : Tenaga Onn;i APDB APDB Dlnkes 
kesehatan masyarakat 5o 64 84 67 67 

Tenaga non kesehatan 
Tenalih/Mempunya, 

10 Kualmkasitertentu Onn;i APDB APDB Dlnkes 
(ketersediaannya 33 33 33 

. 
33 33 

. 
berkoordinasi dengan dinas 
terkart) 

Tabel 5.12 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Penc:apalan 8PM (2024) Pencapalan BPM (2025) 

lnd-r Klnarja/J- Tahun 
No Saluan Dasar lnlslasl - lnlslasl -- lnslansi 

LayananSPM -- """' ~ -- MlbJ ,__ ...,..._ 
2023 l.ayanan Reali-I Layenan Reatlsasl Angganln Layanan Raallsasl La)ian■n RMllsasl Anggaran 

DIISar Casar Dasar Dasar 

1 
Pelayanan kesehatan lbu orang 1.379.248.312 APBDIAPBN 1.448.210.728 APBDIAPBN Dinkes 
hamll 23.102 26.672 26.672 26.928 26.928 

1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 
7.180 7.242 7.242 100.000.000 APBDIAPBN 7.248 7.248 

188.962.416 APBDIAPBN Dlnkes 
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Tahun 
Pencapalen SPM (202,4) Penc:epalen SPM(20215) 

No lnd-.KJnerja/J- 8- Daer lnlslasl -- lnlslasl - -LayananSPM - - ,...,_,, - - -- ........_ 
2IIZS L.a;w,an - 1- Layanan "-llsasl ~ Ul)WWl Aeallsasl l..a)enan -· Angpn,n 

Dasar Dllsar a.. Desar 

2 Tablet tambah darah Tablet 
3.121.000 988.522.782 APBDIAPBN 988.522. 782 APBDIAPBN Dlnkes 

5.747.140 5.747.140 5.894.61 1 5.894.811 

3 Alatdete,-..1 resiko lbu Hamil : 
Onrg 33 22.700.000 APBDIAPBN 22.700.000 APBDIAPBN Dinkes Test Kehamilan 33 33 33 33 

4 A lat deteksi resiko lbu Hamil : 
Pak81 33 Pemeriksaan HB 33 33 22.700.000 APBDIAPBN 33 33 22.700.000 APBDIAPBN Dinkes 

5 Alat deteksi resiko lbu Hamil : Pake( 33 22.700.000 APBDIAPBN 22.700.000 APBDIAPBN ~nkes Pemeriksaan Golongan Darah 33 33 33 33 

Alat deteksi resiko lbu Hamil : 
6 Pemeriksaan Glukoprntein Pake/ 33 22.825.560 APBDIAPBN 22.625.560 APBDIAPBN Dinkes 

Unn (15% dari sasaran) 33 33 33 33 

7 Kartu ibulrekam medis bJ Pake/ 23.102 
. APBD APBD DinkK 

26.373 26.373 26.1137 26.1137 

8 Buku kesehatan lbu dan Anak 
Buxu (KIA) 23.102 26.373 26.373 100.000.000 APBDIAPBN 26.1137 26.1137 100.000.000 APBDIAPBN Dinkes 

9 Pencatatan dan pelaporan 
Paket 33 APBDIAPBN APBDIAPBN Dinkes kohortibu 33 33 33 33 

Tenaga kesehatan . 
10 Dokter/dokterspesalis Or,rq 

216 APBDIAPBN APBDIAPBN Dinkes 
kebidanan 276 276 288 2119 

11 Tenaga kesehatan : Bean Or,rq 971 1.239 1.238 APBDIAPBN 1.301 1.301 
APBDIAPBN Dinkes 

12 Tenaga kesehatan : Perawat Onrg 
1.801 2.299 2.299 

. APBDIAPBN 2.414 2.414 
APBDIAPBN Dinkes 

Kunjungan 6 kali ibu hamll 
selama perklde kehamilan 

13 (KS) (Satu kali pada tnmester Or,rq 100.000.000 APBDIAPBN 100.000.000 APBDIAPBN Dinkes pertama, Dua kali pada 25.355 26.373 26.373 26.1137 26.1137 
trimester kedua, Tiga kali 
pada trimester ketiga) 

2 Pelayanan Kesehatan lbu Orang 3.392.1 38.125 APBDIAPBN 3.581 .745.030 APBDIAPBN Dinkes Bersalin 23.939 25.518 25.618 2S.rn 25.rn 

1 Formulir partograf FormuHr 23.102 75.525.000 APBDIAPBN 75.525.000 APBDIAPBN Dinkes 
25.175 26.175 2S.427 25.427 

2 Kartu ibu (rekam medis) Pake/ 
23.102 67.000.000 APBD 87.000.000 APBD Dinkes 

2S.175 25.175 25.427 25.427 

3 Buku Kesehatan lbu dan 
Buxu APBDIAPBN APBDIAPBN Dinkes Anak(KIA) 23.102 25.176 25.176 25.427 25.427 

. 

4 Pencatatan dan pelaporan Pake( 33 . APBDIAPBN . APBDIAPBN Dinkes kohort ibu 25.176 26.176 25.427 25A27 

Tenaga kesahatan : 
5 Dokter/dokter spesalis Or,rq 

216 1.083.204.375 APBDIAPBN 1.139.740.010 APBDIAPBN Dinkes 
Kebidanan dan Kandungan 276 276 288 2119 

6 Tenaga kesahatan : Bean Or,rq 
971 1.083.204.375 APBDIAPBN 1.139.740.010 APBDIAPBN Dinkes 

1.239 1.238 1.301 1.301 

7 Tenaga kesehatan : Perawat Or,rq 
1.801 2.299 2.299 1.083.204.375 APBDIAPBN 

2.414 2.414 
1.139.740.010 APBDIAPBN Dlnkes 
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Tahun 
Pencapalan SPM (2112,4) p.,,a,palan SPM(2025) 

No lndllaltor Klnerja / Janis 
Saluan DIISllr lnlslasl - lnlslasl - -Layan■nSPM Penerlma - ,,___, "-Ima - ............. ,__ 

21123 ~ - lsal l.■)Man ....... Anggaran Ul)WIM R■allsasl La)w1■n Rullusl Angg-, 
0- .,__ Dasar Dasar 

3 Pelayanan Kesehatan Bay! 
3.261.290.075 APBDIAPBN 3.413.823.079 APBDIAPBN Dlnkes BaruLahlr 22.799 24.1117 24.1117 26.773 26.773 

1 Vaksin Hepatitis 00 Vaksin 16.930 26.274 25.274 1.137.330.000 APBDIAPBN 26.627 25.627 1.181 .617.- APBDIAPBN Dlnkes 

2 Vitamin K1 injeksi Ampuf 6.990 26.274 26.274 1.010.980.000 APBDIAPBN 26.627 26.627 1.047.086.112 APBDIAPBN Olnkes 

3 Salepitetes mata antibiotiK Orar,;J 22.51 2 26.274 26.274 1.010.980.000 APBDIAPBN 26.627 26.627 1.036.043.408 APBDIAPBN Dlnkes 

4 Formulir bayl baru lahir FamuHr 22.799 26.274 26.274 20.000.000 APBDIAPBN 26.627 26.627 20.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 

5 Formulir Manajemen Terpadu FamuNr 8.000.000 APBDIAPBN 8,000.000 APBDIAPBN Dlnkes Bayi Muda (MTBM) 22.799 26.274 26.274 26.627 26.627 

6 Set pelayanan bayi baru lahir Pake( 
33 33 33 APBDIAPBN 33 33 APBD/APBN Dlnkes 

7 Set Kegawatdaruratan - 33 APBO/APBN APBOIAPBN Dlnkes neonatal 33 33 33 33 

8 BuKu Kesehatan lbu dan 
Orar,;J APBDIAPBN APBOIAPBN Dlnkes AnaK(KIA) 23.102 26.274 25.274 26.627 25.627 

. 

9 Pencatatan dan pelaJX>ran - 33 APBDIAPBN . APBOIAPBN Dlnkes kohortbayi 26.274 25.274 26.627 25.627 

10 Tenaga Kesehatan : 
Drat{/ 21.338.882 APBDIAPBN 37.392.297 APBOIAPBN Dlnkes Dokter/dokter spesa/is Anak 216 278 278 288 288 

11 Tenaga Kesehatan Bidan Orar,;J 971 1.239 1.238 21.338,882 APBDIAPBN 1.301 1.301 37.392.297 APBOIAPBN Olnkes 

12 Tenaga Kesehatan : Ferawat Orwg 1.801 2.299 2.299 21 .338.882 APBDIAPBN 2.414 2.414 37.392.297 APBOIAPBN Dlnkes 

4 Pelayanan Kesehatan Ballta 
93.875 117.228 97.228 3.095.864.639 APBOIAPBN 98.200 98.200 3.260.437.2811 APBO/APBN Dlnkes 

1.670.573 3.260.437.2811 

Kuisioner Pra Skrining 

1 Perkembangan (KPSP) atau 
Dokwnen 10.000.000 APBDIAPBN 10.000.000 APBDIAPBN Dlnkes instrumen standar lain yang 93.875 98.648 98.648 99.834 99.834 . 

ber1aku 

2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh 
FamuNr 10.000.000 APBDIAPBN 10.000.000 APBDIAPBN Dlnkes Kembeng Anak (DDTK) 93.875 98.648 98.648 99.834 99.834 

3 Buku Kartu lbu dan Anak 
Orar,;J APBD APBD Dlnkes (KIA) 93.875 98.648 98.648 88.834 99.834 

4 Vitamin A Biru Kapsu/ 81 .950 98.648 98.648 214.1137.878 APBDIAPBN 99.834 99.834 227.638.438 APBDIAPBN Dlnkes 

5 Vitamin A Merah Kapsu/ 408.950 98.648 98.648 214.1137.878 APBDIAPBN 99.834 99.834 227.638.438 APBDIAPBN Dlnkes 

6 Vaksin imunisasi dasar: I-Bl Vaksin 
17.680 98.648 98.648 21 4.637.878 APBO/APBN 99.834 99.834 227.538.439 APBDIAPBN Dlnkes 

7 Vaksin imunisasi dasar: 8CX3 Vaksin 9.400 21 4.637.878 APBOIAPBN 227.538.439 APBD/APBN Dlnkes 98.648 98.648 99.834 99.834 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM(2026) 

lndlkator Klnerj1 /Janis Tahl,n - -- lnslansl 
No 

LayananSPM Saluan Dasar Penlll1nll - lnlslasl l'endanaan "-1mll - lntslasi _,.,.., ..-.no 
2023 l.ayanan Reallsasl Layanan R.Nllsasl Anggaran La)'1111111l RMlisasl Layanan ""811sasi Anggaran 

Dllsar Dasar Dasar Dasar 

8 
Vaksin imunisasi dasar: Polio 

Vaksin 214.637.878 APBDIAPBN 227.638.438 APBDIAPBN Dlnkes Teles 13.700 98.848 98.848 99.634 99.634 

g Vaksln imunisasi dasar: IPV Val<sin 5.220 98.848 98.848 214.637.878 APBD/APBN 99.634 99.634 227.638.438 APBD/APBN Dlnkes 

10 
Vaksin imunisasi dasar: CPT Vaksin 21 4.837.878 APBDIAPBN 227.638.438 APBD/APBN Dinkes 
-HB -Hb 15.820 98.848 98.848 99.634 99.634 

11 Vaksin imunisasi dasar: 
Vaksin 21 4.837 .878 APBDIAPBN 227.638.438 APBD/APBN Dlnkes Campak Rubea 9.960 98.848 98.648 99.634 99,634 

12 Vaksin tmunisasi lanjutan : 
Vaksin 21 4,637.878 APBDIAPBN 227.638.438 APBDIAPBN Dinkes 

DPT -HB -Hib 9.960 98.848 98.848 99.834 99.834 

13 Vaksin imunisasi lanjutan : Val<sin 21 4.837.878 APBDIAPBN 227.538.438 APBDIAPBN Dinkes Campak Rubea 1.850 98.848 98.848 99.634 99.834 

14 Jarum suntikdan Bahan 
Unit 21 4.837.878 APBDIAPBN 227.636.438 APBD/APBN Dlnkes Habis Pakai (BHP) 1.493.975 98.848 98.848 99.834 99.634 

15 Peralatan Anafilaktik Paket 12.045 98.848 98.848 21 4.837,878 APBDIAPBN 99.834 99.634 227.636.438 APBD/APBN Dlnkes 

16 Pengadaan Set Perreriksaan 
Paket 33 APBD/APBN . APBDIAPBN Dinkes 

Kesehatan Anak 33 33 33 33 

17 Pengadaan Set lmunisasi Paket 33 33 33 APBDIAPBN 33 33 
. APBD/APBN Dinkes 

18 Pengadaaan SDIDTK KIT Pake/ 33 33 33 APBDIAPBN 33 33 
. APBDIAPBN Dlnkes 

Pencatatan dan pelaporan 
19 kohort balita dan apras (anak Paket 33 98.848 98.848 APBD/APBN 99.634 99.634 

APBDIAPBN Dlnkes 
pra sekolah) 

20 Tenaga kesehatan : Ookter Of<flJ 216 276 276 100.000.000 APBDIAPBN 289,48 289 
100.000.000 APBDIAPBN Dlnkes 

21 Tenaga kesehatan . Bldan O@'{J 971 1.239 1.239 100.000.000 APBDIAPBN 1.301 ,23 1.301 
100.000.000 APBD/APBN Dinkes 

22 Tenaga kesehatan : Perawat Of<flJ 1.801 2.299 2.299 100.000.000 APBDIAPBN 2.413,51 2.414 100.000.000 APBD/APBN Dlnkes 

23 Tenaga kesehatan :AhliGizi Of<flJ 96 123 123 
100.000.000 APBDIAPBN 128,65 129 

100.000.000 APBD/APBN Dinkes 

24 Tenaga kesehatan : Kader 
Orctr;J 100.000.000 APBDIAPBN 100.000.000 APBD/APBN Dlnkes 

Kesehatan 9.469 12.086 12.085 12.689,37 12.689 

25 Tenaga non kesehatan :Guru 
Of<flJ APBD/APBN . APBD/APBN Dinkes PAUO 33 33 33 33,00 33 

5 Petayanan kesehatan pada Orang 3.182.086.908 APBD 3.341.180.201 APBD Dlnkes 
usla pendldlkan dasar 217.514 228.780 228.780 228.780 228.780 

1 
Form percatatan/Buku raport 

Bu/ru 180,000.000 APBD 178.314.897 APEID Dlnkes kesehatanku 3.500 15.000 15.000 20.000 20.000 
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PencapalllnSl'M~) Pencapelan Sl'MC2(1211 
Incl-Klnerja/J- Talul - - -No LayananSl'M 

__, Ollar ........... Iola, lnlslllsl ......... ........... Iola, -· ,.__., ........... 
21m l.a}WIM Reallusl Lll)enM -· Anggarw, ....., Reellusl l.a)w,a,I ~ Allgpml 

Dnllr Ollar Ollar Dllar 

2 Fo,m percatatanitluku B""1 20.000.000 APBD 22.698.006 APBD Dlnkes pemantauan kesehatan 3.500 16.000 16.000 20.000 20.000 

3 Kuesioner sl<rining kesehatan D::ikLJmen 3.500 16.000 16.000 20.000.000 APBD 20.000 20.000 38.602.296 APBD Dlnkes 

Formulir rekapitulasi hasil 

4 pelayanan kesehatan usia 
FamuNr 10.000.000 APBD 8.602.296 AP8D Dlnkes seia,lah dan remaja di dalam 1.356 1.730 1.730 1.81 7 1.617 

sela)lah 

Fo,mulir rekapitulasi hasil 

5 pelayanan kesehatan usia Famubr 365 10.000.000 APBD 365 366 8.602.296 APBD Dlnkes sela)lah dan remaja di luar 365,00 365,00 
sela)lah 

6 Tenaga kesehatan : Orarg 688.417.181 APBD 683.81 2.808 APBC Dlnkes Dokter/Dokter gigi 216 278 278 2118 2118 

7 Tenaga kesehatan : Bidan Orarg 971 1.239 1.238 688.417.181 APBD 1.301 1.301 
591.411 .1111 APBD Dinkes 

8 Tenaga kesehatan : Perawat Otar(/ 1.801 2.289 2.2118 688.417.181 APBD 2.414 2.414 681 .411.1111 APBD Dlnkes 

9 Tenaga kesehatan AhliGizi Orarr,; 96 123 123 688.41 7.181 APBD 128 129 748.924.8113 APBD Dlnkes 

10 Tenaga Kesehatan 
Otar(/ 688.417.181 APBD 591.411.611 APBD Dlnkes Masyaral<at 55 70 70 74 74 

Tenaga non kesehatan 
Tertatih/Mempunyal 

11 Kualifikasl tertentu/Kader 
Orarg APBD APBD Dlnkes Kesehatan (ketersediaannya 9.469 12.086 12.086 12.11811 12.11811 

berkoordinasi de~an dinas 
terkalt) 

Tenaga non kesehatan : Guru 

12 
(l<etersediaannya 

OrlirQ APBD . APBD Dlnkes berkoord1nasi dengan dinas 33 33 33 33 33 
pendidikan) 

8 Pelayanan Knehatan Pada 
3.388.188.800 APBD 3.667 .1108.846 APBC Dlnkes Usla Produktlf 1.114.578 1.112.974 1.112.874 1.124.104 1.124.104 

Pedoman dan media 
1 Komunlkasi, lnfo,masi, -an 34 

104 370.600.000 APBD 380.486.291 APBD Dinkes 
Edukasl (KIE) 104 1015 1015 

2 Alat : Ala! uloJr berat badan Unit 365 365 365 15.1100,000 APBD 365 366 26.686.291 APBD Dlnkes 

3 Alat : Alat ukur tirggl badan Unit 365 366 365 16.800.000 APBD 365 366 26.686.291 APBD Dlnkes 

4 Alat : Alat ukur lingkar perut Unit 365 365 366 16.000.000 APBD 365 366 24.966.291 APBD Dlnkes 

5 Alat : Tensimeter Unit 365 365 365 62.000.000 APBD 365 366 61 .966.2111 APBD Dlnkas 

6 Alat • Glukometer Unit 365 366 365 40.660.000 APBD 365 366 60.625.291 APBD Dlnkes 

7 Alat : Tes strip gula mrah Unit 365 365 365 1.269.042.806 APBD 365 366 1.279.008.096 APBD Dlnkes 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (2026) 

Indicator Klne,jl / Jenls Tahun - - lnstlnsl 
No 

Layan■nSPM 
Salu■I, 0llslr - - lnlslasl I'.....,_, .,_ - - - .......... 

20ZS ~ RtallASI U)WIM llaellsasl Anggonn l.a)W1an -· l.a)W1an IIMllsasl Anggaran 
Dis.- 0llslr Diss D■sar 

8 Ala! . Lancet Unit 365 365 365 182.075.060 APBD 365 365 172.040.341 APBD Dlnkes 

9 Alat : Kapas alkohol Uni/ 365 365 365 400.000.000 APBD 365 365 4011.865.291 APBD Dlnkes 

10 Alat KIT IVA Tes Uni/ 365 365 365 414.302.494 365 365 424.287.785 APBD Dlnkes 

Formulir pencatatan dan 

11 pelaporan aplikasi Sistem Dokumen 13.000,000 APBD 22.885.281 APBD Dlnkes 
lnformasi Pe~ak~ Tidak 1.800 2.476 2.476 2.600 2.600 
Menular (SI M) 

12 Tenaga kesehatan : Dokter Or,rg 216 279 278 18.000.000 APBD 299 299 
27.886.281 APBD Dlnkes 

13 Tenaga kesehatan Bidan Or,rg 971 1.239 1.239 14.000.000 APBD 1.301 1.301 23.886.281 APBD Dlnkes 

14 Tenaga kesehatan : Perawat Or,rg 1.801 2.299 2.299 137.568.561 APBD 2.414 2.414 
147.623.842 APBD Dlnkes 

15 Tenaga kesehatan Ahli G2i Or,rg 
96 123 123 

11.200.000 APBD 
129 129 

21 .185.281 APBD Dlnkes 

16 Tenaga kesehatan : Tenaga 
Or,rg 2.800.000 APBD 12.786.291 APBD Dlnkes 

Kesehatan Masyarakat 55 70 70 74 74 

Tenaga non kesehatan 
Ter1atih/Mempunyai 

17 Kualifikasitertentu/Kader Or,rg 436.980.000 APBD 448.926.291 APBD Dlnkes 
Kesehatan (keteraediaannya 9.469 12.085 12.085 12.889 12.889 
berl<oordinasi dengan dinas 
lerl<all 

7 Petayanan Kesehatan Pada 
1.884.996.756 APBD 1.769.246.682 APBD Dlnkes UslaLanjut 198.574 221.558 221 .558 223.m 223.m 

1 Strlpuji pemeriksaan gula - 903.028.500 APBD &15.084.191 APBD Dlnkes 
darah, kolesterol 198.574 268.795 268.7116 271.734 271 .734 

lnstrumen Geriatric 
Depression Scale (GOS), 
lntrumen Atbreviated Mental 

2 Test (AMT) dan lnstrumen - APBD APBD Dlnkes 
Activity Daily Living (AOL) 198.574 268.795 258.7116 271.734 271 .734 
dalam Paket Pengkaj ian 
Paripuma Pasien Geriatri 
(P3G) 

3 Buku kesehatan lansia BIJ<u 
3.500 16.000 16.000 

175.000.000 APBD 20.000 20.000 
187.036.891 APBD Dlnkes 

4 Tenaga kesehatan : Dokter Or,rg 216 279 279 
121 .3&3.851 APBD 299 :289 

133.42&.342 APBD Dlnkes 

5 Tenaga kesehatan Bidan Or,rg 971 1.239 1.239 121 .393.851 APBD 1.301 1.301 
133.428.342 APBD Dlnkes 

6 Tenaga kesehatan . Perawat Or,rg 1.801 2.299 2.299 
121 .393.851 APBD 2.414 2.414 

133.428.342 APBD Dlnkes 

7 Tenaga kesehatan Ahli Gizi Or,rg 
96 123 123 

121 .3&3.851 APBD 129 129 
133.42&.342 APBD Dlnkes 

8 Tenaga kesehatan : Tenaga Or,rg 121 .393.851 APBD 133.428.342 APBD Dlnkes 
Kesehatan Masyarakat 55 70 70 74 74 
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Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM(2026) 

lnclll<ator Klnerja / J- Tahun - - -..SI 
No LayananSPM Saluan Deur Penerlma """' lnlslasl f'enda,-n -- """' lnlslnl Pendanaan ,_.,,. 

21123 l.ayanan Realinsl ~nan R8allsasl Anggaran La)Wlllll Reallsnl Layanan _, Anggaran 
llllsar Deur Dnar Omar 

Tenaga ron kesehatan 
TertatitvMempunyai 

9 Kualifikasi lertentliKader 
OfarfJ APBD APBO Dinkes Kesehatan (ketersediaannya 9.469 12.086 12.086 12.889 12.889 

berkoordinasi dengan dinas 
sosiaVtel1<a~) 

B Pelayanan Kesehatan 
4.068.186.710 APBD 4.281 .094.996 APBO Dinkes Penderlta Hlpertensi 475.361 83.427 83.427 84.282 84.282 

Pedoman pengendalian 

1 Hipertensi dan media Pedaman 642.600.000 APBD 887.863.661 APBO Dinkes 
Komunikasi, lnforrnasi, 34 34 34 34 34 
Edukasi (KIE) 

2 Tensimeter Unff 365 365 365 888.369.677 APBO 365 365 1.014.723.338 APBO Dlnkes 

Formulir pencatata n dan 

3 pelaporan aplikasi Sistem AplikBsi 800.000.000 APBD 625.383.661 APBO Dinkes lnfonrasi Penyakit Tidak 34 34 34 34 34 
Menular (SIPTM) 

4 Tenaga kesehatan . Dolder Ofar1J 216 276 276 166.000.000 APBD 289 289 191 .383.661 APBO Olnkes 

5 Tenaga kesehatan : Bidan OfarfJ 971 1.239 1.239 
188.000.000 APBD 

1.301 1.301 
213.383.661 APBO Dinkes 

6 Tenaga kesehatan : Perawat OfarfJ 1.801 2.299 2.299 
164,000.000 APBD 2.41 4 2.414 

189.383.680 APBO Dinkes 

7 Tenaga kesehatan : Tenaga 
OfarfJ 292.000.000 APBD 317.383.880 APBO Dlnkes Kesehatan Masyarakat 55 70 70 74 74 

8 Oba! Hipertensl Pake/ 370.500 497.303 497.303 1.018.328.033 APBD 622.188 522.188 
1.041.686.884 APBO Dinkes 

9 Pelayanan Kesehatan 
7.768.946.308 APBD 8.144.792.571 APBO Dinkes Penderlta Diabetas Melltus 28.890 24.486 24.486 24.730 24.730 

1 Alat • Glukometer Unft 365 386 385 1.730.000.000 APBD 366 366 1.782.320.608 APBO Dinkes 

2 Ala! : Strip Tes Gula Darah Unft 733.876,9 
938.981 938.981 1.761.880.100 APBD 885.930 885.930 1.784.000.707 APBO Dinkes 

0 

3 Alai : Kapas Alkohol Um 733.876,9 
938.981 938.981 760.000.000 APBD 986.930 986.930 782.320.806 APBO Dlnkes 

0 

4 Ala! ·Lar-.:et Unff 733.876,9 
938.981 938.981 760.000.000 APBD 986.930 885.930 782.320.806 APBO Dlnkes 

0 

Formulir pencatatan dan 

5 
pelaporan aplikasi Sistem 

Ap/ikasi 2 760.000.000 APBD 782.320.806 APBO Dinkes lnfonrasi Penyakit Tidak 2 2 2 2 
Menular (SIPTM) 

Pedoman dan media 
6 Komunikasl, lnformasl, Pedoman 34 34 34 200.000.000 APBD 34 34 232.320.806 APBO Dlnkes 

Edukasi (KIE) 

7 Tenaga kesehatan Dolder OfarfJ 216 276 278 47.800.000 APBD 
289 289 

79.920.806 APBO Dinkes 
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Penc:apallln SPM(2024I Pencapallln SPM (2025) 

lndlbtor Klnerj■ / Jenls 
T■hun - - lnsllnsl No LayananSPM Sallan Daur ......,_ - lnlslllsl 

~ 
...,,.,._ - lnlslllsl .......,_, .,__ 

21121 L.aymw, -1-1 i..,en1n Reellsasl Anggaran Lay■nan RMllsllSI i..,en■n Raaltsasl Anggaran 
DIISar Daur Dlsar Daur 

8 Tenaga kesehatan : Bidan Orarg 
971 1.239 1.239 

238.000.000 APBD 
1.301 1.301 

270.320.806 APBD Dlnkes 

9 Tenaga kesehatan : Ferawat Orarg 1,801 2.289 2.288 202.400.000 APBD 
2.414 2.414 

234.720.806 APBD Dlnkes 

10 Tenaga kesehatan : AhliGizi Orarg 96 123 123 20.400.000 APBD 
129 129 

52.720.806 APBD Dlnkes 

11 
Tenaga kesehatan : Tenaga 

Orarg 730.000.000 APBD 782.320.806 APBD Dlnkes 
Kesehatan Masyarakat 56 70 70 74 74 

12 Oba! Diabetes Melltus Rakel 602.775 TT1.239 TT1.239 
588.886.208 APBD 1.542.4TT 1.642.477 619.186.811 APBC Dlnkes 

Pelayanan Kesehatan 
10 Orang Dengan Gangguan 3, 174 3.321 3.321 778.137.321 APBC 

3.364 3.364 
817.044.187 APBC Dlnkes 

Jlwa (OCGJ) Berat 

Buku Pedoman Diagnosis 
Penggolongan Gangguan 
Jiwa (PPDGJ Ill ) atau Buku 

1 Pedoman Diagnosis BIJ<u 33 
33 33 

437.961 .821 APBD 
33 33 

443.519.946 APBC Dlnkes 
Penggolongan Gangguan 
Jiwa tert>aru (bila sudah 
tersedia) 

2 Kit berisi 2 Ala! Fiksasi Rakel 33 
34 34 

180.000.000 APBC 
34 34 

186.!i68.12A APBC Dlnkes 

3 
Penyediaan fom,ulir FomJuHr 19.800.000 APBC 25.368.12A APBC Dlnkes pencatatan dan pelaporan 2.500 7.641 7.641 8.023 8.023 

4 
Media Komunikasi, lnfonnasi, Media 19.800.000 APBD 25.368.12A APBC Dlnkes Edukasi (KIE) 34 34 34 34 34 

5 Tenaga kesehatan : Dokter Orarg 
216 778 778 40.576,500 APBD 2811 288 

46.133.824 APBC Dlnkes 

6 
Tenaga kesehatan • Perawat 

Orat'"Q 40.000.000 APBD 45.!i68.12A APBC Dlnkes Te~atlh Jiwa 33 42 42 44 44 

T enega kesehatan : Tenaga 
Kesehatan Lainnya 

7 (ketersediaannya Orarg 33 40 40 40,000.000 APBD 42 42 
45.568.122 APBC Dlnkes 

berl<oordinasi dengan dinas 
sosiaVterl<alt) 

Pelayanan Kesehatan 
11 Orang Terduga 

19.81 8 22.927 22.927 
131.593.192.814 APBDIAPBN 

23.158 23.158 
4.384.064.811 APBDIAPBN DINKES 

Tuber1<ulosls 

1 
Media KIE (Leaflet, Lembar 

Rakel 33 6.808,539 APBD/APBN 47.464.775 APBDIAPBN DINKES Balik, Poster, Banneri 42 42 42 42 

2 Reagen Zn TB Kl 1982 
4.818 4.818 

1.715.286.172 APBD/APBN 6.069 6.069 143.308.234 APBDIAPBN DINKES 

3 
Masker jenis rumah tangga Box 121.408.088.327 APBDIAPBN 487.342.234 APBDIAPBN DINKES 
dan Masker N95 1.189.080 2.890.868 2.890.868 3.036.202 3.036.202 
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Penc:apalen SPM (21124) Pencapalen 8PM(21125) 

Indicator KIMrjo /J-
Tohun - - -· No Lay...anSPM Saluan 0IIAr .......... r.\lbJ lntslasl ,.___,, ..__ lioMII lnlslasl - ............ 
2023 l.ayanan - 1 .. 1 Layanen "-llsasl Anggaran ....., "-llsasl L8)9nan Raallsasl Anggaran 

Dnar Dasar DBar DHar 

Pot dahak, Kaea slide, Bahan 
Habis Pakai (OIi Errersi, 

4 Ether Alkohoi Lampu Pake/ 19818 48.178 48.178 2.328.986.802 APBD/APBN 50.587 50,587 688.148.834 APBDIAPBN DINKES 
Spirtus/Bunsen, OseA..idi), 
Rak pengering 

5 Catridge tes cepat moiekuler Test 16.029 38.967 38.967 6.137.247.275 APBDIAPBN 40.915 40.915 3.017.810.734 APBDIAPBN DINKES 

6 
Fonrulir pencatatan dan FamuUr APBDIAPBN APBDIAPBN DINKES pelaporan 34 35 35 35 35 

7 Pedoman/Standar Dokumen 33 APBD/APBN . APBD/APBN DINKES Operaslonal Prosedur (SOP) 35 35 35 35 

Tenaga kesehatan : Dolder/ 
B dokter spesialis penyakit Ofa"IJ 216 276 276 APBD/APBN 288 289 

. APBD/APBN DINKES 
dalam/dokter spes1alis paru 

9 Tenaga kesehatan : Perawat Ofa"IJ 1.801 2.299 2.298 APBDIAPBN 2.414 2.414 
. APBDIAPBN DINKES 

Tenaga kesehatan • Anal is 
10 Teknik Laboratorium Medik 0/a"fJ 141 180 180 APBDIAPBN 188 188 

. APBD/APBN DINKES 
(ATLM) 

11 Tenaga kesehatan Penata 
Ofa"IJ APBDIAPBN APBDIAPBN DINKES Rontgen 33 42 42 44 44 

12 Tenaga kesehatan : Tenaga 
Ofa"IJ APBDIAPBN APBDIAPBN DINKES 

kesehatan masyarakat 55 70 70 74 74 

Tenaga non kesehatan 
Terlatih/Mempunyai 

13 
Kualilikasl tertentu 

Ofa"IJ APBD/APBN APBD/APBN DINKES (ketersediaannya 33 33 33 33 33 
ber1<oordlnasi dengan dinas 
terka~) 

Pefayanan Kesehatan 
Orang Dengan Rlslko 

12 
Terlnfeksl Virus Yang Orang 2.222.897.853 APBD 2.334.042.538 APBC Dlnkes Melerrahkan Daya Tahan 33.445 34.171 34.171 34.513 34.513 
Tubuh ll'lllnusia (Human 
Immunodeficiency Virus) 

1 Media KIE (Lembar Balik, - 33 32,071 .500 APBN/APBD 69.857.720 APBN/APBD Kerrankes/DI 
Leafet, Poster, Banrer) 45 45 45 45 nkes 

2 Tes oepat HIV (RDT) pertama Test 1.808.919.163 APBN/APBC 1,837.705.374 APBN/APBD Kerrankes/01 
33.445 41 ,911 41 .911 44.008 44,008 nkes 

Bahan Medis Hlabs Pakai, 
Handschoen, Alkohol Swab, 

3 
Plester, LanceVJarum Steril, 

Pake/ 512.566.000 APDB 540.351 .221 APOB Dinkes Jarum Spuit yang 33.445 
sesuaiNacutainer dan Jarum 
Sesuai 41 .91 1 41 .911 44.008 44.006 
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Pencapalan SPM (2024) l'encapalan SPM (202I) 

lndRcator Klnerj■ / Jellis 
T_, - - -No 

Layan■nSPM -- on. ~ - lnbilasl - ..__ - lnlslasl -..en ,..._ 
20ZS l.aJl8IWI -•nst ~en .......... Anggan,n ....., RNNsasl l.a)anan -- Angg■ran 

Dllsar Dasar Das.- Dllsar 

Alat tulis, Rekam med is yang 
berisi nomor rekam medis, 

4 Nomor laslli1as pelayanan Paket 33.445 41 .911 41 .911 
68.342.000 APDS 98.128.221 APOB Dlnkes/Puske 

kesehatan pelaksana , Nomor smas/RS 
KTPINIK 44.008 44.006 

Tenaga kesehatan • 

5 
Dokter/dokterspesialis Orarg APDB . APOB Dlnkes penyaklt dalam/dokter 216 276 276 289 289 
spesialis kulit dan kelamin 

6 Tenaga kesehatan : Bidan Orarg 971 1.239 1.239 APDB 
1.301 1.301 

. APOB Dlnkes 

7 Tenaga kesehatan • Perawat Orarg 1.801 2.299 2.299 APDB 2.414 2.414 
. APOB Dlnkes 

Tenaga kesehatan : Ahli 
8 Teknolog1 Laboratorium Medis CJra'(/ 141 180 180 APDB 188 188 APOB Dlnkes 

(ATLM) 

9 Tenaga kesehatan : Tenaga Orarg APDB APOB Dlnkes kesehatan masyarakat 55 70 70 74 74 

Tenaga non kesehatan 
Teriatih/Mempunyai 

10 Kualifikasl tertentu CJra'(/ APDB . APOB Dlnkes (keterseoaannya 33 33 33 33 33 
ber1<oordinasi dengan dinas 
terkalt) 

5.2.3 Urusan Pekerjaan Umum 

Tabel 5. 13 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pencapalan SPM (2024) Pencapalan SPM (2026) 
Tatum Sun.-

... _ _, 
No lndlkll1Dr Kln■lja / Jenls Layanen SPM -..n Dllsar Penertrra - lnlslnl ,.__, p- - - ,_ p-20ZS l.aJl8IWI Raalisesl La)Wlafl Raallsasl Anggaran Layenan ---· La)lln■n 

....._. Anggaran 
DIISar Deur Deur Dn■r 

1 
Penyediaan Kebutu~,an Pokok Air Minum Orarg APBO SDACITA Sehari-hari 10.016 8.300 8.300 26. 707 250.642 APBD'APBN 4.100 4.100 10.000.000.000 

Jaringan Perpipaaan 2.075 2.075 1.025 1.025 

Ukuran kuantltas Air Minum, Jumlah Rumah 
Tangga yang mendapatkan akses terhadap 
Air Mlnum melalui SPAM jaringan perplpaan Rumah 

1 terllndungi sesuai dengan kebutuhan pokok Tangga 2.504 2.075 2.075 26.707.250.642 AP8Cl'APBN 1025 1.025 10.000.000.000 AP80 SDACITA 
minimal sehari-hari sejumlah 60 
liter/orang,11ari (enam puluh liter per orang per 
hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM 
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PIIICllpalan SPM 12024) PIIICllpalan &PM(2112&) 
Tllllun - - -· No lncllkatDr Klnelja / Jenls Layan-, 8PM ....,.n Oaar ,_ Mllu ......... p..,_, p-- Mllu - ..__, ........... 
2IIIZS ....... RMllsast ~ ~· Angga,an ....... -· ....... RHllsasl Anggaran 

Dau, Dllur Dllsw Dllsw 

Ukuran kualltas Air Mlnum, Jumlah Rumah 
Tangga yang mendapatkan akses terhadap 
Air Minum melalui SPAM jaringan perplpaan 

2 
terlindungi sesuai dengan kelentuan peraluran Rumah 2.504 2.075 2.075 1025 1.025 
perundang-undangan yang r,,,-,.ga 
menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu 
tidak keruh, lidak be,wama, lidak berasa, tidak 
berbusa , lidak bert>au 

Bukan Jaringan Perpipaan 0 0 

Ukuran kuantltas Air Mlnum, Jumlah Rumah 
Tangga yang mendapatkan akses lerhadap 
Air Minum melalul SPAM bukan jaringan Rumah 

1 perpipaan tertindungi sesuai dengan Tangga 0 0 
kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 
60 llter/orang,tiari (enam puluh liter per orang 
per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM 

Ukuran kualltas Air Minum, Jumlah Rumah 
Tangga yang mendapatkan akses terhadap 
Air Minum melalui SPAM bukan jaringan 

2 
perpipaan terlindungi sesuai dengan Rumah 0 0 ketentuan peraturan perundang-undangan Tangga 
yang menyelenggarakan urusan Kesehatan 
yaitu tidak keruh, tidak be,wama, tidak berasa, 
lidak berbusa, tidak berbau 

2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Orarg APBD SDACITA 
Domestik 6.400 6«) 6«) 2.369.132.000 APBDIAPBN 72 72 500.000.000 

Ukuran kuantltas penyediaan pelayanan 

1 pangolahan Air Limbah Domestlk, setiap Rumah 
1.600 160 160 18 APBD SDACITA 

rumah memlllkl minimal 1 (satu) akses T811f1ga 2.369.132.000 APBDIAPBN 18 500.000.000 
pengolahan Air Llmbah Domestik 

Ukuran kual~as penyediaan pelayanan akses 
aman terhadap fasilitas buang air besar 
individual bagi masyarakat yang bem1uklm di 
wilayah perdesaan dengan kepadatan 
penduduk minimal 25 (dua puluh llma) jiwa per 
hektar dan/atau di seturuh wilayah perkotaan Rumah 

2 dlmana bangunan atas dilengkapl kloset leher Tangga 0 0 
a ngsa dan bangunan bawah dilengkapl tangki 
septlk sesual standar dengan lumpur tinja 
d1sedot secara berkala, minimal tiga 1ahun 
sekali, serta dibuang dan diolah ke IPL T; dan 
sambungan rumah yang tert«meksi ke 
SPALO-T 

Ukuran kualltas penyediaan pelayanan akses 
la yak merupakanfasilitas buang air besarbagi 
masyarakat yang bem1ukim di wilayah 
perdesaan dengan kepadatan penduduk 

Rumah 
3 kurang dali 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar T,,,-,.ga 77 0 0 

dmana bangunan alas dilengkapi kloset leher 
angsa dan bangunan bawah dapat 
rrenggunakan tangkl septic sesuai standar 
maupun lubang tanah atau cublUk kembar 
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label 5. 14 lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pancapallln SPM (21121) Pencapalan 1PM (21127) 
Tllhun 

lumber s..- !Mansi 
No lnd-Klnerp, / Jenls Layam,n 8PM -n oas. P-rlma - lnlslasl -- MIili lnlslasl - p-

21123 Lll)11f1811 Raallall ....... -· Angg,nn Pendlnun Lll)llnan Raallull Lll),WWI RMl!sasl Angpn,n 
Dasa,- 0..- en. 0alar 

1 Penyedlaan Ktbutuhan Pokok Air Orang APBD 12.000.000.000 APBD SDACITA 
Min um Sehart-harl 10.016 4.500 4500 12.000 000 000 4.500 4500 

Janngan Perplpaaan 
1.125 1.125 1.125 1.125 

Ukuran kuantltas Air Minum Jumlah 
Rumah Tangga yang mendapalkan akses 
temadap Air Mlnum melalui SPAM 

1 jaringan perpipaan tertindungi sesuai Rumah 2.504 1.125 1.125 APBD 1.125 1.125 12.000.000.000 APBO SDACITA 
dengan kebutuhan pokok mrnimal sehari- Tangga 12.000.000.000 
hari sejumlah 60 ltter/orang/hari (enam 
puluh llter per orang per tari) sama 
dengan 4 galon melalui SPAM 

Ukuran kualltas Air Minum, Jumlah 
Rumah Tangga yang mendapatkan akses 
temadap Air Minum melalui SPAM 
jaringan perpipean terlindungi sesuai 

Rumoh APBO SDACITA 2 dengan ketentuan peraturan perundang- 2.504 1.125 1.125 APBD 1.125 1.125 
undlangan yang menyelerooarakan Tangga 

urusan Kesehatan yaitlJ tidak keruh, tidak 
berwama, tidak berasa, tidak berbusa , 
lidak berbau 

BukanJarlngan Pe<plpaan a a 

Ukuran kuantltas Air Minum. Jumlah 
Rumah Tangga yang mendapatkan akses 
temadap Air Mlnum melalui SPAM bukan 

1 Jarlngan perplpeen terlindungi sesuai Rumoh o a dengan kebutuhan pokok minimal sehari- Tongga 
hari sejumlah 60 lltertorang/hari (enam 
puluh Iller per orang per l'ari) sama 
dengan 4 galon melal\JI SPAM 

Ukuran kualltas Ai r Minum, Jumlah 
Rumah Tangga yang mendapatkan akses 
temadap Air Mlnum melalui SPAM bukan 
jaringan perplpean terlindungi sesuai 

Rumoh 2 dengan kelentuan peraturan perundang- a 0 
undlangan yang menyelerooarakan Tangga 

urusan Kesehatan yaitlJ tidak keruh, lidak 
berwama, tidak berasa, tmk berbusa, 
tidak berbau 

2 
Penyedlaan Pelayanan Pengolahan Air 

Orang APBD 1.500.000.000 APBD SDACITA 
llmbah DomesUk 6.400 n n 500.000.000 4n 4n 

Ukuran kuantltes penyediaan pelayanan 

1 pengolehan Air Limbah Domestik, setiap Rumoh 1.600 18 APBD 500.000.000 APBD SDACITA 
rumah memlliki minimal 1 (satu) akses Tangga 18 500.000.000 18 18 
pengolahan Air Limbah Domestik 
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Pencapalan SPM(21128) Pencapalan 1PM (21127) 
Tahun 

-r !lumber lnstllnsl 
No lnd-Klnetja / Jenls Layan• 11PM -..n Omar P-rlma """' -· Pendl-

....,._ Mllu lnislal - p--
21123 Lai,enan ~ i.a,.,.. - ,..._.... L¥- - ~ Raalls•I Anggaran 

Dllsar DIISar Dam Daur 

Ukuran kualltas penyediaan pelayanan 
aksesaman terhadapfasllltas buang air 
besar individual begi masyarakat yang 
bermuklm di wllayah perdesaan dengan 
kepadatan penduduk minmal 25 (dua 
pu\uh lima) jlwa per hektar dan/atau di 

2 seluruh wilayah perkotaan dimana Rumoh o 1.000.000000 AffiD SDACITA bangunan atas dilengkapi looset leher Tongga 100 100 
angsa dan bangunan bewah dilengkapi 
tangki septik sesual standar dengan 
lumpur tinja dlsedot secara ber1<ala, 
minimal tiga tahun sekali, serta dibuang 
dan diolah ke IPLT; dan sambungan 
rumah yang terkoneksl ke SPALD-T 

Ukuran kualitas penyediaan pelayanan 
akses layak merupakan fasilitas buang air 
besar bagi masyar.,kat yang bermukim di 
wilayah perdesaan dengan kepadatan 

3 
penduduk kurang dari 25 (dua pu\uh lima) Rumah 

0 o jiwa per hek!ar dimana bangunan atas Tanwa 77 
dilengkapi kloset leher angsa dan 
bangunan bawah dapat menggunakan 
tangki septic sesuai standar maupun 
lubeng tanah atau cubluk kembar 

label 5. 15 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan 5PM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

P-,capa\an SPM(2028} Pencapalan 1PM (2I02ll) 
Tllhun 

!lumber !lumber lnstansl No lndllallor Klne,ja I Jenls LayanMI 11PM ""'- 0IISar P-1ma Mllu lnls\asl p- - lnlslasl p......., P'elaksana Layanan ,._, -·· Mgglllaf1 - --· .._ -I Angpran 21121 La)'llllllfl 
Layan■nDu■r Dasar Dllnr DIIAr 

1 Penyedlaan Kebutuh■n Pokok Air 
Orang AA30 12.000.000.000 APBD SDACITA Mlnum Seharl-harl 10.016 4.500 4.500 12.000.000.000 4.500 4.500 

Jartng■n Perplpaaan 
1.125 1.125 1.125 1.125 

Ukuran kuantltas Air Minum, Jumlah 
Rumah Tanggayang mendapatkanakses 
temadap Air Minum melalui SPAM 

1 jaringan perplpean te rtindcrgi sesuai Rumah 2.504 1125 1.125 APBD 1.125 1.125 12.000.000.000 APBD SDACITA dengan kebutuhan pokok mnimal sehart- Tengga 12.000.000.000 
harl sejumlah 60 llter/orang/hart (enam 
pu\uh llter per orang per hart) sama 
dengan 4 galen melalul SPAM 

Ukuran kualltas Air Minum, Jumlah 
Rumah Tangga yang mendapatkan akses 
temadap Air Mlnum melalui SPAM 
jaringan perpipaan tertindcrgi sesuai 

Rumah APBD SDACITA 2 dengan ketentuan peraturan perundang- 2.504 1.125 1.125 AA30 1.125 1.125 
undangan yang menyelenggarakan Tengga 

urusan Kesehatan yaltu tidak keruh, tidak 
berwama, tidak berasa, tidak berbusa. 
tidak beroou 
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Penca.-■n SPM (2112111 Penca.-■n1PM(21121) 

T-
No lnclllcalor Kl-i,, , Jerw Layanan 1PM ...... Dllsm ........... - -· SUMier - lnlslasl -- -2023 ...,... --· Laywmn -·· Mllll8"'" Pend- ........... - ~ --1 Anggaran 

,._.,_, -- Dllsar 
Layanan DIISar Daur 

Bukan Jarlngan Perplpaan 0 0 

Ukuran kuantltas Air Minurn, Jumlah 
Rumah Tangga yang mendepatkan akses 
lerhadap Air M•,urn melalul SPAM bukan 

1 
jartngan perpipean tertindUC9i sesual Rumah 
dengan kebutuhan pokok mnimal sehart- Tangga 0 0 

hari sejumlah 60 llter/oranglhan (enam 
puluh llter per orang per hari) sama 
dengan 4 galon melalui SPAM 

Ukuran kualltas Air M,nun, Jumlah 
Rumah Targga yang mendapatkanakses 
lerhadap Air Mlnum melalui SPAM bukan 
jaringan perpipean tertlndungi sesuai Rumah 

2 dengan ketentuan peraturan perundang- Tangga 0 0 
undangan yang menyelenggarakan 
urusan Kesehatan ya ,tu tldak keruh, lidak 
berwama, lldak berasa, tldak berbusa 
lidak berbau 

2 
Penyedlaan Pelayaoan Peogolaha• Air Orang 
llmbah Domestik 6.400 472 472 1.500.000.000 APBO 472 472 

1.500.000.000 APBD SOACITA 

Ukuran kuanllas penyediaan pelayanan 

1 
pergolahan Air Limbah Domestik, setiap Rumah 1.600 rumah memilikl minimal 1 (satu) akses Tangga 18 18 500.000.000 

APBO 18 18 
500.000.000 APBD SOACITA 

pergolahan Air Limbah Oomestik 

Ukuran kualltas penyediaan pelayanan 
akses aman terhadapfasilitas buang air 
besar individual bagl masyarakat yang 
bermukim d1 wilayah perdesaan dengan 
kepadatan penduduk minimal 25 (dua 
puluh lima) jlwa per haktar dan/atau di 

2 seuruh wllayah perkotaan dmana Rumah 0 bangunan atas dllengkapi kioset leher Tangga 100 100 1.000.000.000 
APBO 100 100 

1.000.000.000 APBD SDACITA 

angsa dan bangunan bawah dilengkapl 
tangkl septik sesual standar dengan 
lumpur tinja disedot secara berl<ala, 
minrnal bga tahun sekali, serta dibuang 
dan diolah ke IPL T; dan sambungan 
rumah yang terkoneksl ke SPALO-T 

Ukuran kualltas penyedlaan pelayanan 
akses layakmerupakan fasllltas buang air 
besar bagi masyarakal yang bermuklm di 
wilayah perdesaan dengan kepadatan 

3 
penduduk kurang dan 25 (dua puluh lima) Rumah 0 jlwa per hektar dimana bangunan alas Tangga 77 

0 

dilengkapl kloset leher angsa dan 
bangunan bawah dapat menggunakan 
tangkl septic sesuai standarmaupun 
lubano tanah atau cubluk kembar 
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5.2.4 Urusan Perumahan Rakyat 

Tabel 5. 16 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Tllhwl 
,.,capalan SPM (20241 Pencapalan Sl'M (20251 

Sumber SUnmer lns1ansl 
No lndllcator KIMIJII / Jenls Layanan Sl'M -- Dau, ,_ - lnlslasl ,_ -- - -· ,_ ,__ 

2QZS La)IIIWI Raallsasl L.a)WBI Raffsasl AngpnH, ...,_,, -I ...,_,, Rallsasl Anggan.n 
a.. Daar Daer Cesar 

1 Penyediaan & Rehabil lasi Rumah yang L.ayak 
Orarq 0 7 7 315.721.400 APBO 7 7 195.000.000 AP80 OPKP Huni Bagi Karban Bencana Kabupaten/Kota 

Terjadi Benc::ana (LampirkanSK Ben<::ana) 

1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 0 5 5 100.000.000 AP80 5 5 175.000.000 APBD OPKP 

2 Pembangunan kembali rumah bagi korban Rumah 0 0 0 0 0 bencana 

3 Pemukiman kambali bagi korban bencana Rumah 0 0 0 0 0 

4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi 
Rumah 0 0 0 0 0 korban bencana 

TidakTerjadi Bencana (Lamprkan Fom, 4A1 , 
4B6, 4B7, 4C3) 

Melakukan pengumpulan data, perhitungan 
kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesual 

1 dengan norrenklatur progremlkeglatan/sub }um/ah 2 2 215. 721,400 APBO 2 2 20.000.000 APBD OPKP 
kegiatan (dilakukan dengan mengunggah -dokumen form dan/atau dokumen 
pendukung lainnya) 
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Hun I 

2 Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Orarq 0 0 0 0 0 AP80 OPKP 
Prnnram Pemerinlah Daerah Kabupeten/Kota 
a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 
Ha; b) penyesuaian perumahan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan 
perumahan yang berada peda kawasan bukan 
fungsi permukiman ; d) pengurangan perumahan 
yang berada. di daeraMempat yang berpotensi 
menimbulkan bahaya; dan/alau e) pengurangan 
perumahan yang bereda di daerah rawan 
bencana 

Ada Relokasi Program Pemenntah 

1 Fasil itasl penggantlan HakAtas Penguasaan 
Tanah dan/atau Bangunan 

a. Penilalan oleh tlm penaksir(appraisal); Rumah 0 0 0 

b. Proses sosiallsasi kepada masyarakat; dan Rumah 0 0 0 0 0 

c. Proses penggantian untung sesuai tahapan Rumah 0 0 0 yang dlatur dalam Rencana Aksi 

2 Bantuan a kses Rumah Sewa La yak Huni Rumah 0 0 0 0 0 
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Tllhun 
,.,,capalan SPM (2024) Pancapalan SPM (2025) 

No lndllcator KIMljl / Jellis Layanan 6PM s,a_, o..ar -· SU- lnlslasl - -p- - ,_ - _, 
Pe- ,,__ 

2023 ....... ........ Lll)WWI ~ Anggaran La)WW1 --· ~ Ailallsasl Anggaran 
0aur Daer Daer Dasar 

Tidak Ada Relokasl Program Pemenntah 0 0 

Melakukan pengumpulan dala, perhitungan 
kebutuhan, clan perencanaan kebutuhan sesual 
dengan nomenklatur program'kegiatan/sub jumtah 0 0 0 0 0 kegiatan (dilakukan dengan mengunggah -dokumen form dan/atau dokumen 
pendukung lainnya) 

Tabel 5.17 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Tllhun 
p.,,capalanSPM(202t) Pencapailln 8PM (21127) 

lns1ansl - IMmlsl 
No lndllclllor KIMljl / Janis LayanMI - -- Daar - - - ,_,. - - -· p-- p--

2023 l.a}Wlarl "-llsasl l.aJ,9IWI Ralsasl Angg,nn ~ RIAllsasl Ul)W&I -· Anggaran 
Dnar Deur Ollar Deur 

1 
Penyediaan & Rehablltasi Rumah yang Layak Huni Bagi 

0"'1} 0 8 8 295.000.000 DPKP 7 7 195.000.000 Karban Bencana Kabupaten/Kota 

Te1adi Bencana (Lampirkan SK Bencana) 

1 Rehabilitasi rumah begi korban bencana Rumah 0 5 5 175.000.000 DPKP 5 5 175.000.000 APBD DPKP 

2 Pembangunan kembell rumah bagi korban bencana Rumah 0 0 0 0 0 

3 Pemukiman kembali bagl korban bencana Rumah 0 0 0 0 0 

4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagl korban bencana Rumah 0 0 0 0 0 

Tidak Te~adi Bencana (Lampirkan Form 4A1 , 466, 4B7, 4C3J 

Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, clan 
perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur jumlah 1 program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan 3 3 120.000.000 DPKP 2 2 20.000.000,00 AP80 DPKP 
mengunggah dokumen form dan/atau dokumen -pendukung lainnya) 

Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi 
2 Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinlah 0"'1} 0 0 0 DPKP 5 5 500.000.000 APBD DPKP 

Daerah Kabupaten/Kota 

a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) 
penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada 
kawasan bukan fungsl permukiman; d) pengurangan 
perumahan yang berada di daeraMempat yang berpotensi 
menimbull<an bahaya ; dan/atau e) pengurangan perumahan 
yang berada di daerah rawan bencana 

Ada Relokasi Program Pemenntah 

1 
Fasilitasi penggantian Hak Alas Penguasaan Tanall dan/atau 
Bangunan 

a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal); Rumah 0 
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Tahlln 
l'encapalanSPM(202e) l'encapalan Sl'MC2027) ·- - lnstansl 

No lnd-r KIM.,. / Janis LayanM 9PM -- Dasar ...,_.,.. - lnlslesl ,._,,. ,.__ - lnlslasl ,. ..... ....,, ,._ 
21123 La)W18R --· Layanan Reallsasl A,_-an Layanan -· Lllyanan _. Angga,an 

Casar Dasar Ona, Dasar 

b. Proses sosiallsasl kepada masyarakat; clan Rumah 0 0 0 

c. Proses penggantian unturg sesuai tahapan yang diatur Rumah 0 dalam Rencana Aksi 

2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak 1-i.ni Rumah 0 0 0 0 0 

Tidak""" Relokas1 Program Pemerintah u u 0 0 

Melakukan pengumpulan data, perhitungan kabutuhan, dan 
perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur 

jum/ah DPKP program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan 0 5 5 500.000.000 APBD 
mengunggah dokumen form dan/atau dokumen kabA<ola 

pendukung lainnya) 

Tabel 5. 18 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Tahun 
Pencapalan 1PM (2028) l'ancapalan Sl'M (21129) 

&u,- - lnstansl 
No lndlketor Kinerje / Jellis Layanan SPM __, Des. _;,.. - lnlslasl 

...,_.,.. - lnlslasl 
Layanan Rullsasl ........ -· Anggaran Pendllnan ~nan Ru- La)olnan Rullsasl Anggaran - ,._,,. 

2023 
Dasar Dasar Dasar Dasar 

1 Penyediaan & Rehabiitasl Rumah yang Layak Huni Oran, 0 7 7 195.000.000 7 7 Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 195.000.000 

T erjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) 

1 Rehabilitasi rumah bagl korban bencana Rumah 0 5 5 175.000.000 APBD 5 5 175.000.000 
APBD DPKP 

2 Pembangunan kemball rumah bagi kllrban bencana Rumah 0 0 0 0 0 

3 Pemukiman kamba II bag I korban bencana Rumah 0 0 0 0 0 

4 Bantuan akses rumah sawa ~yak huni bagi korban Rumah 0 0 0 0 0 bencana 

Tidak Terjadl Bencana (Lampirl<an Form 4A1 , 486, 
487, 4C3) 

Melakukan pengumpulan data, perhitungan kabutuhan, 
dan perencanaan kebutuhan sasuai dengan 

jum/ah APBD DPKP 1 nomenklaturprogram/kegiotan/sub keglalan (dllakukan 2 2 20 000 000,00 APBD 2 2 
dengan mengunggah dokumen form dan/atau kaM<ala 20.000.000,00 

dokumen pendukung lainnya) 

Fasilitasi Penyedlaan Rumah Yang Layak Huni Bagi 
2 Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Oran, 0 0 0 0 0 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
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Tahun 
Pencapailln SPM(2028) PencapalanSPM(21)21) 

No Ind-Klnerja / Jeni$ Layanan SPM -- Dass Penerina Mdu lnslasl - p- Mdu -lasl - lns1ansl 

2112,1 ~ -I Ul)'llflM Reellsasl Angganm p....,..., Lal,IUWI -I Lai,anan RNllsasl Angganm - Pelaksana 
Dasar Casar Dasar Dasar 

a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) 
penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada 
pada kawasan bukan fungsi permukiman ; d) 
pengurangan perumahan yang berada di 
daeratvtempat yang berpotensi menimbulkan behaya; 
dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di 
daerah rawan bencana 

Ada Relokasi Program Pemelintah 

1 Fasili1asl penggantlan Hak Alas Penguasaan Tanah 
dan/atau Bangunan 

a. Penilalan oleh tim penaksir (appraisal); Rumah 0 

b. Proses soslalisasi kepada masyarakat; dan Rumah 0 

c. Proses penggant,an untung sesual tahapan yang Rumah 0 dlatur dalam Rencana Aksi 

2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huri Rumah 0 0 0 0 0 APBD DPKP 

Tldak Ada Relokasi Program Pemelintah 0 0 0 0 

Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, 
dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan 

jum/ah norrenklatur program/kegiatan/sub keglatan (dilakukan 0 0 0 0 0 
d"fll"n mengunggah dckumen form dan/atau -dokurnen pendukung lainrrya) 

5.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat 

Tabel 5. 19 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

PMcapallln SPM(2024) p_,..palan 1PM (202I) 
Tallun - - lns1ansl No lnd-Klnerja/ Jenls Layanan SPM Satt... - ,_ MIIU lnlslall .......... ,_ - -I ............. .......... 2IQZS ...,_., -.1 Ul)1IIWI ~I ~ ....... ....... Lava-, RNllusl Anggenln 

Dasar - De.. Dasar 

Bidang Bidang 

1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertlban Umum orang 64 Tibum, APBD Tlbum. APBD SatpolPP (TRANTIBUM) 74 74 PPUD, SDA 74 74 PPUD 
s~ · 

1 Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka unl 500 Bidang APBD Bidang APBD SatpolPP 
mendukung penegakan perda dan pelikada 195 195 Tibum, 195 195 Tlbum, 
Oumlah dan kualltas barang dan jasa • per1engkapan PPUD PPUD 
perorangan, kendaraan operaslonaljenis offroad/]eep, 
kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan 
operaslonal roda dua, gedung kantor, per1engkapen 
operasiona~ 
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P111capalan 9PM (2(12,1) Pencapalan 8PM [21121) 
Tahun - -No lnd-r Klnetjl / Jenls Layanan 11PM Saluan Deur lnlslasl lunar -· Perwtma - p-

,._ - ,_ P"'811saa 
21123 ~ RMl..t ~n Rallsasl Anggan,n ...,_., - ~ 

,..._. Anggan,n 
Cesar Dlar Dll .. Cesar 

2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat pol PP dalam dd<Umen 7 Bklang APBD Bidang APBD SatpolPP 
rangka penegakan perda dan per1<ada• 6 6 Tlbum, 9 9 Tibum 
(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan PPUD PP\,O 

penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, 
pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penling, 
pelaksanaan tempat-tempat penling, pelaksanaan 
operasional patroli) 

3 Standar penngkatan kapasitas anggota Satpol PP dan aang 186 BidangSDA AP80 Bidang APBD SatpolPP 
anggota Pertindungan masyarakat dalam rangka 122 122 122 122 SDA 
penegakan perda dan perkada/PNS yang lelah lulus dlklal 
dasar Satpol PP- dan satlinmas yang te lah mengikutl 
peningkalan kapasitas SOM ... 
Uumlah dan kualitas personil/SDM Saluan Palisi Pamong 
Praja, Penyidik Pegawai Negeri SipiVPPNS, Satuan 
Perlindungan Masyarakat/Sallinmas) 

4 Standar pelayanan yarg lerl<ena dampak gargguan doi<umen 1 Bklarg AP80 Bidarg APBD SatpolPP 
Trantibum akibel penegakan hukum pelanggaran Perda 2 2 3.000.000 Tibum, 2 2 3.000.000 Tibum 
dan Perkada temadap pelayanan keruglan material PPLO PP\,O 

(berkoordinasi dengan perangkal daerah yarg membidangi 
kependl.dukan, asel, peke~aan umum, perumahan 
permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi 
dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yarg sah dan 
legal 

5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian aang 0 Bklarg AP80 Bklang APBD SatpolPP 
materil 2 2 2.000.000 Tlbum, 2 2 2.000.000 Tibum. 
(kerusakan akibat penegakan pelarggaran Perda dan PPLO PP\,O 

Perl<ada, rusak rirgan, rusak sedarg, rusak be rat) 

6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pergobatan aang 0 Bidang AP80 Bidang APBD SatpolPP 
(pertoiorgan pertama yang lemma cidera fisik ringan 2 2 1.000.000 Tibum, 2 2 1.000.000 Tibum. 
akibat penegakan Perda dan Perkada dan dltlndaklanjuti PP\JD PP\,O 

dengan membewa ke rumah sakit/pusat kesehatan 
masyarakal bila terkena cidera Osik sedang dan/alau berat) 

2 Pelayanan lnformasl Rawan Bencana Orang 8310 328.682 328.682 (KEBENCANAAN) 849.181.700 APBD 328.682 328.882 3.660.000.000 APBD BPBD 

Pemetaan terhadap lokasVdaerah rawan bencana melalui 

1 
penyusunan dokumen Kajlan Rlsiko Bencana 

dokumen 6 6 6 APBD 6 6 APBD BPBO 

(tersedianya KRB dalam benluk dokumen yang saMegal) 

2 ldent~ikasi dan pemetaan lemadap warga negara di aang 9776 1.710 1.710 kawasan 1'8\van bencana 764.179.000 APBD 3.320 817.185.500 APBD BP80 

3.320 

Melakukan soslallsas,, Komunikasi, lnformasl dan Edukasl 

3 
(KIE) rawan bencana 0,534722 aang 8310 1.710 764.179.000 AP80 3.320 817.185.500 APBD BP80 
(tatap muka dengan pendudukdl daerah rawan bencana, 222 
melalul media soslal dan wahana multimedia) 

3.320 

4 
Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasl dan pa pan 

uni 103 10 10 14.580.000 AP80 10 10 14.580 000 APBD BPBD 
informasi publik KIE per jenis bencana 

3 Pelayanan Pencegahan dan Keslapslagaan Terhadap Orang 1656 328.682 328.882 Bencana 1.020.187.075 APBD 328.882 328.882 3.660.000.000 APBD BPBD 

Sarana prasarana penanggulangan bencana 
1 unt 7230 10.251 10.251 297. 7 40. 775 APBD 10.251 10.251 5.000.000.000 APBD BPBO 

(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, 
lenda posko kesehatan, air sanitasi, .... di!) 
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Poncapellln SPM(2024) Poncapalan 8PM (21121) 
Tahun 

No lndllador Klne,jl / Jellis Layan• .-M -- Dasar lnlslasl 
....,_ _, ....,_ _, , __ - ,......,_, - - .........,_, ,_ 

211123 La)l8IWI - Layara, ~ Anggaran Layanan 

___ , 
La)WWI IIM!llasl Anggaran 

Dasar De-. a.- Dasar 

Penlngkatan kapasllas personil/Sumber Daya Menusia 
(SOM) 

2 ~erlatihnya aperatur yang menangani sub-uru&lln bencana aang 1666 APBD 6<() 6<() 130.334.000 APBD 8PBO 

dan W.rga Negara yang berada di kawasan rawan m 720 500.840.000 
bencana) 

4 Pelayanan Penyelan-etan <Ian Evakuasl Korban Orarg 115364 328.882 328.682 807 .806.000 APBD 328.682 328.682 1.731.786.000 APBD BPBD 
Bencana 

Aktivasi slstem komando penanganan darurat ben:ana 

1 (tertaksaranya koordinasl si&em komando oleh pusdalops posko 1 3 3 6 750.000 APBD 3 3 300.000.000 APBO 8PBO 

penanggulangan bencana dalam penyiapen petugas 
penangaran darurat bencana) 

2 
Pendataan terhadap warga yang terl<ena/menjadi korban orang 115364 328.662 328.662 APBD 318.449 318.449 14.420500 APBO 8PBO 
bencana 

Melakukan respon oepat danJrat bencara 

3 dokumen 168 10 10 649.360.800 APBD 10 10 840.000.000 APBD 8PBO 
(penyediaan dokUmen io,ji oepet dan pen eta pan status 
darurat bencana) 

Respon cepat kejadian luarbiasa (KLB) penyaklt/wabah 

4 
zoooosis prioritas 

/ayanan 1 1 1.250.000 APBD 1 1 50.000.000 APBD BPBO 
(respon secara oepat setiap hasil penetapan status KLB 
kurang dan 24 jam) 

5 
Pelaksaraan pencarian, pertolongan evakUasi korben layana'l 7 1000 1000 31 .153 000 AP80 1000 1000 840.000.000 APBD BPBO 
bencana 

Bldang 
Llnmn 

Pelayanan Penyalan-etan <Ian Evakuasl Korban Bldang (seksl 
2 Kebakaran (DAMKAR) 64 13> 13> 

Unmas APBD 13> 13> 
.,.,,_ APBD SatpolPP 

(seksl 
. m 

=:..) 
kebakara 
n) 

1 Tlngkat waktu tanggap (response time) 15 menlt sejak layanan 1 Bidang APBD Bidang APBD SatpolPP 
diterimanya informasl/laporan sampal tiba di lokasl dan 20 20 Linmas 30 30 Unmas 
siap memberikan layanan penyelamatan dan evakUasl (seksl (seksl 
(Layaran Pemadaman, Penyelamatan dan EvakUasl oleh pernadam pemadam 
Dlnas Demkar dan Penyelamatan danlatau kelompok kebakaran) kebakara 
relawan pemadam kebakaran/redkar) n) 

2 Prosedur operaslonal peranganan kebakaran, dol<umen 2 Bidang APBD Bidang APBD SatpolPP 
penyelamatan dan evakUasl 2 2 Linmas 2 2 Linmas 
(sepertl SOP MKKG, Pemadamen di Pemukiman, .. dst) (seksl (seksi 

pemadam pemedam 
kebekaran) kebekera 

n) 
3 Sarane prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & uni 176 Bidang APBD Bidang APBD SatpolPP 

mobil damkar sebagai contoh : mobll damkar, kapal 462 462 Llnmas 566 565 Unmas 
damkar, mooil Penyelamatan, mobil tangkl air, 1T10bll (seksi (seksi 
komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasl (helm pemadBm pemadam 
petugas Penyelamatan, jakel, ... dll.) kebekaran) kebakera 

n) 

4 Kapasllas aperatur pemadam kebakaran dan orang 1 BidangSOA APBD Bidang APBD SatpolPP 
penyelamatanl Sumber Daya Manusia Oumlah eparatur 8 8 16 16 SDA 
SOM damkar yang telah mergikUti pelatihan, minimal 
pemadam I) 
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,.,capeilln SPM (2024) Pencapeilln SPM (202I) 
Tahun - lnstansl 

No lnd-r Klne,ja / Jenls La)fllllan - Saluan Dnar lnlslasl - lnlslasl 
... _ - p........, ........... - - ,...,.._. 

21123 Layanan ~I l.a)anan Reallsasl Angganu, Layarw, RMlllasl La)WWI Reallsasl Angganln 
Ollar Ollar Duer Dllsar 

5 Pelayanan pemadaman, penyeamatan dan evakuasi bagi layenan 0 Bidang AFeD Bidang AFeD SatpolPP 
warga negara yang menjadi kortlan kebakaran 20 20 Llnmas 20 20 Unmas 
(kortian jlwa angsung) (seksi (seksl 

pemadam pemadam 
kebakaran) kebakera 

n\ 
6 Pelayanan penyeamatan dan evakuasi bagl warga negara layenan 0 Bidang APBD Bidang AFeD Satpol PP 

yang terdampak kebakaran (kortlan jlwa yang mengalamI 20 20 Unmas 20 20 Linmas 
Iuka fisik, hi langnya nyawa, mengalami trauma, serta (seksi (seksi 
dampak sosial akil:et kebakaran) pemadam pemadam 

kebakaran) kebakara 
n) 

Tabel 5. 20 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Pencapailln SPM (202I) Pencapeilln SPM (2027) 
Tlhun - SU- lnstllnsl 

No lndlkator Klne,ja / Janis Layanan 11PM -- Dllsar ,_.,. - lnlslasl ,_ ,__ - lnlslasl - ,_ 
2Q2S La)W1IIII -al ~ -· Angganu, La)WWI Rellllsnl La)'IIIW1 __. Angpran 

Dllser DaSllr Duer Dnar 
Bidang 

1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertlban Umum OfB1'J 64 Bidang Tibum, APBD 
Tibum, APBD SatpolPP 

(TRANTIBUM) 80 80 PPUD, SDA 56 56 PPUD, 
SOA 

1 Standarsarana prasarana Satpol PP dalam rangka unt 5&J Bidang Tibum, AFeD Bidang APBD SatpolPP 
mendukung penegakan perda dan perkada 195 195 PPU) 195 195 Tibum, 
Qumlah dan kualitas barang dan jasa perlengkapan PPU) 

perorangan, kendaraan operas0nal jenis off road/jeep, 
kendaraan operasional jenis truk l<ecil, kendaraan 
operasional roda dua, gedcrig kantor, penengkapan 
operasional) 

2 Stander Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam da/QJmen 7 Bidang Tibum, APBO Bidang APBD SatpolPP 
rangka penegakan perda dan perkada• 9 9 PPU) 9 9 T!bum, 
(SOP penegakan Perda , Tibumtranmas, pelaksanaan PPU) 

penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, 
pelaksanaan pengawalan peJabaVorang-orang panting, 
pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan 
operasional patroli) 

3 Stander peningkatan kapasltas anggota 8atpol PP dan OfB1'J 186 BidangSDA APBD Bidang AFeD SatpolPP 
an990ta Per1 indungan masyarakat dalam rangka 122 122 122 122 SDA 
penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus 
diklat dasar 8atpol PP .. dan satlinmas yang telah 
mengikuti peningkatan kapesilas SOM' .. 
Qumlah dan kualilas personiVSDM Saluan Pollsi 
Pamong Praja, Penyldlk Pegawai Negeri Sipll/PPNS, 
Saluan Per1indungan MasyarakaV8atlinmas) 

4 Stander pelayanan yang terkena dampek gangguan dol<umen 1 Bidang Tibum, APBD Bidang AFeD SatpolPP 
Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda 2 2 3.000.000 PPU) 2 2 3.000.000 Tibum, 
dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material PPU) 

(berkoordinasi dengan perangkat daerah yang 
membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umurn, 
perumahan permukiman) dan pelayanan pergobatan 
(berkoordlnasi dengan kesehatan) dalam bentuK 
dokumen yang sah dan legal 
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Pencapalan 1PM (21128) Pencapalan 1PM (21127) 
Tllhun 

No lndlkator Klne,ja / Janis Layanan SPM Saluan Ceur lnlllasl - lnlllasl SU-
_,,., 

Penerlma - 11-.i "-1ma - ,...,_, Pelaksmm :ams 1.11,...., Raallsasl Ul)Wl8II RMllsasl Angpn,n Ul)WIBII ~ La}Wlan - Anggaran 
Dnar Dllur .,._ Dasar 

5 Warga negara yang memperoleh pelayanan keruglan otang 0 Bidang Tibum, APBD Bidang APBD SatpolPP 
materil 2 2 2.000.000 PPLO 2 2 2.000.000 Tibum, 
(kerusakan akibat pe~k•n pelanggaran Perda dan PPLO 
Per1<ada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 

6 warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan otang 0 Bidang Tibum, APBD Bidang APBD SatpolPP 
(pertolongan pertama yang terkena cidera risik ringan 2 2 1.000.000 PPLO 2 2 1.000.000 Tibum, 
ak,bat penegakan Perdla dan Per1<ada dan d~indaklanjuti PPLO 
dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan 
masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau 
berat) 

2 Pelayanan lnformasl Rawan Bencana 
8310 APBD APBD BPBD 

(KEBENCANAAN) 

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana 

1 
melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 

dol<umen 6 6 6 
(tersedianya KRBdalam bentukdokumen yang 

300.000.0CO APBD 6 6 APBD BP80 

saMegal) 

2 ldentifikasi clan pemetaan terhadap warga negara di 
otang 9776 25.252 25.252 2.525.275.0CO APBD 25.252 25.252 2.525.275.0CO APBD BP8D 

kawasan ra\van bencana 

Melakukan soslalisasi, Komunikasi, lrnomnasi dan 

3 
Edukasi (KIE) rawan bencana 

otang 8310 25.252 25.252 2.525.275.0CO APBD 25.252 25.252 2.525.275.0CO APBD BP80 
(tatap muka dengan pendt.duk di daerah rawan 
bencana, meialui media sosial dan wahana multimedia) 

4 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasl dan 
unt 103 10 10 14.580.000 APBD 10 10 14.580.000 APBD BP8D 

papan informasi publik KIE per jenis bencana 

3 Pelayanan Pencegahan dan Keslapslagaan 1656 318.449 318.449 66.311.800.000 APBD 318.449 318.449 66.311.800.000 APBO BPBD 
Terhadap Bencana 

Sarana prasarana penanQ!JJlangan bencana 
1 unt 7Zl0 10.260 10.260 5.000.000.0CO APBO 10.251 10.251 5.000.000.0CO APBD BP80 

(seperti : tenda komando, mobil rescue, depur umum, 
tenda posko kesehatan, air sanitasl, ... dll) 

Peningkatan kapasitas personll/Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

2 (terlatihnya aparatur yang menanganl sub-urusan orang 1656 195.516.0CO APBD 203.336.6.«l APBO BP80 

bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan 960 960 840 840 
rawan ber<:ana) 

4 Pelayanan Pen)/81amatan dan Evakuasl Korban 115364 318.449 318.449 1.780.000.000 Bencana APBD 31 8.449 31 8.449 1.780.000.000 APBO BPBD 

Aktlvasl sistem komando penanganan darurat bencana 

1 (terlaksananya koordinasl sistem komando oleh posko 1 3 3 300.0CO.OCO APBD 3 3 300.000.000 APBO BP80 

pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan 
petugas penanganan darurat ber<:ana) 

2 Pendataan lerhadap warga yang terkena/menjadi aang 115364 318.449 318.449 14.420.500.0CO APBD 318.449 318.449 14.420.500.0CO APBD BP8D 
korban bencana 

Melakukan respon oepat darurat ber<:ana 
3 dol<umen 168 10 10 840.0CO.OCO APBO 10 10 840.000.000 APBD BP80 

(penyediaan dokumen kaji cepatdan penetapen status 
darurat ber<:ana) 

Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/Wabah 
zoonosis priorttas 

4 layanan 1 1 50.000.000 APBD 1 1 50.000.000 APBO BP80 
(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB 
kurang dari 24 jam) 
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Poncapalan SPM(21121) Penc:apalan SPM (2027) 
Tllhun - Su- -· No lncllkator Klnetja / J- Layanan a>M Saluan Deur Penertma ~ lnlslasl - --- ~ lnlslasl - ,....,..__ 
2023 Lal/1111811 ........ La,,.,_ -· Anggaran La)8IWI Raallsnl La)8IWI RNl!sasl Anggaran 

Dnlf Daur Daur Casar 

5 Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasl korban /ayanan 7 1000 1000 840.000.000 APBD 1000 1000 840.000.000 APBO BPBO bencana 

Bldang 
Unmas 

Pelayanan Penyelamatan clan Evakuasl Korban (seksl 
2 Kebakamn (DAMKAR) 54 120 120 Bldang APBD 120 120 

pemada APBD SatpolPP . 
Llnmas (seksl m 

=:.., kebakara 
n) 

1 Tingkat waktu tanggap (response time) 15 men,t sejak /ayanan 1 Bidang Unmas APBO Bldang APBO SatpolPP 
diterimanya lnformaslllaporan sampal tiba di lokasi dan 4:J 40 (seksi 50 50 Unmas 
siap memberlkan layanan penyelamatan dan evakuasi pemadam (seksi 
(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi kebekaran) pemadam 
oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kebakara 
kek>mpok relawan pemadam kebakaran/redkar) n) 

2 Prosedur operasional penan.anan kebakaran, dol<umen 2 Bidang Linmas APBD Bldang APBD SatpolPP 
penyelamatan dan evakuasi 2 2 (selo;i 2 2 Unmas 
(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, . pemadam (selo;i 
dst.) kebakaran) pemadam 

kebakara 
n) 

3 Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & uni 176 Bidang Linmas APBD Bldang APBD SatpolPP 
mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal 842 842 (seksi 007 007 Unmas 
damkar, mobll Penyelamatan, mobil tangki air, mobil pemadam (selo;i 
korrando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm kebakaran) pemadam 
petugas Penyelamatan, jakel, ... dll.) kebakara 

nl 
4 Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan orang 1 BidangSDA APBO Bldang APBD SatpolPP 

penyelamatan/ Sumber Daya Manusla Qumlah aparatur 26 26 36 36 SDA 
SDM damkar yang te lah mengikuti pelatihan, minimal 
pemadam I) 

5 Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasl /ayanan 0 Bidang Linmas APBD Bldang APBD SatpolPP 
bagi warga negara yang menjadi koroon kebekaran ZI ZI (seksi ZI ZI Unmas 
(korban jiwe langsung) pemadam (seksi 

kebakaran) pemadam 
kebakara 
n\ 

6 Pelayanan penyelamatan dan evakuasl begl warga /ayanan a Bidang Llrvnas APBD Bklang APBD SatpolPP 
negara yang terdampak kebakaran ZI ZI (seksi ZI ZI Llnmas 
(korban jiwa yang men.alami Iuka fisi~ hllangnya pemadam (selo;i 
nyawa, mengalaml trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) pemadam 
kebakaran) kebaksra 

n) 

Tabel 5. 21 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Paneapalan SPM (21121) Penc:apalan SPM (2021) 
Su-TllhUn 

No lndlkator Klnetja / J- Layanan 9'M Saluan Desar Parwtma ~ - - "-Ima ~ lnlslaal ....,_ -· - p..,._. 
2023 Laljllllan --· LB,.,., RMkasl Anggaran La)wlan - La)8IWI - Anggaran 

Dnor - oa- 0.. 
Bldang 

1 Pelayanan Ketantraman dan Ketertlban Umum orang 64 Bidang Tibum, APBD 
Tibum, APBD SATPOL 

(TRANTIBUM) 45 45 PPUD, SDA 45 45 PP\JD, pp 
SDA 
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Penc:apalan SPM (2028) Penc:apalan SPM (2028) 
T- SUmber 

Su- -· No lncllkator Klnetja / Jenls l.ayanan 11PM - DIISar Penertma - - p-
,._ - lnlslasl - p-

3123 La)IBll8n ~-· ~ - Angglll'IIII La)lanan RMllsasl la)WWI ----· Anggaran 
Dasar DIISar Das. Dasar 

1 Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka uni 560 Bidang Tibum, APBO Bldang APBD SATPOL 
rrendukung penegakan pelda dan perkada 326 326 PPLO 326 326 Tibum, pp 

Oumlah dan kualitas barang dan Jasa pertengkapan PPLO 
perorangan, kendaraan operasional jenis off road/jeep, 
kendaraan operasional )enis truk kecil, kendaraan 
operasional roda due , gedung kantor, perlengl<apan 
operasional) 

2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam dokumen 7 Bldang Tibum, AP80 Bldang APBD SATPOL 
rangka penegakan perda dan perkada' 9 9 PPLO 9 9 Tibum, pp 

(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan PPLO 
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, 
pelaksanaan pengawalan pe)abaUorang-orang pentlng, 
pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan 
operasional patroli) 

3 Standar ;::eningkatan kapasnas anggota Satpol PP dan cxang 186 BidangSOA AP80 Bldarg APBD SATPOL 
anggota Pertindungan masyarakat dalam rangka 122 122 122 122 SDA pp 
penegakan perda clan perkada/PNS yang telah lulus 
diklat dasar Satpol pp-• dan satlinmas yang telah 
rrengikut1 peningkatan kapasitas SOM•-
Oumlah dan kualitas perroniVSDM Satuan Palisi 
Pamong Pra)a, Penyidik Pegawai Negerl Sipil/PPNS, 
Satuan Pertindungan Masyarakat/Satlinmas) 

4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan clokumen 1 Bldang Tibum, AP80 Bldang APBD SATPOL 
Trantibum akIbat penegakan hukum pelanggaran Perda 2 2 3.000.000 PPLO 2 2 3.000.000 Tibum, pp 

dan Perkada terhadap pelayanan kerugian materia l PPLO 
(berkoordinasi dengan perangkat daerah yang 
membidang, kependudukan, aset, pekerjaan umum, 
perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan 
(berkoordinasi dengan kesehalan) dalam bentuk 
dokumen yang sah dan legal 

5 Warga negara yang memperoleh pelayanan keruglan orar,;; 0 Bidang Tibum, AP80 Bldang APBD SATPOL 
materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran 2 2 2.000.000 PPLO 2 2 2.000.000 Tibum, pp 

Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak PPLO 
berat) 

6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan orang 0 Bidang Tibum, AP80 Bldang APBD SATPOL 
(pertolongan pertama yang terkena cldera fisik ringan 2 2 1,000.000 PPLO 2 2 1.000.000 Tibum, pp 

akibat penegakan Perda dan Perkada dan dltlndaklanjutl PPLO 
dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan 
masyarakat bile terkena cidera fislk sedang dan/atau 
berat) 

2 Petayanan lnformasi Rawan Bencana 
8310 12. 700,000,000 APBD 12.700.000,000 APBD BPBD 

(KeBENCANAAN) 

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana 

1 
melalui penyusunan dokumen Ka/Ian Ris1ko Bencana 

dokumen 6 6 
(tersedlanya KRBdalam bentukdokumen yang 

6 AP80 6 6 AP80 BP80 

saMegaQ 

2 ldentifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di orang gns 25.252 25.252 2 525,275,000 APBD 25.252 25.252 2.525,275.000 APBD BP80 
kawasan rawan bencana 

Melakukan sosiallsas,, Komunlkasl, lnformasi dan 

3 
Edukasl (KIE) rawan bencana 

8310 25.252 25.252 2.525.275,000 AP80 BP80 ~ 25,252 25,252 2.525.275.000 APBO 
(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan 
bencana, melalul media sosial dan wahana multmedla) 

4 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan 
uni 103 10 10 14.580,000 APBD 10 10 14,580.000 APBD BP80 

papan informasi publik KIE per jenis bencana 

3 Petayanan Pencegahan dan Keslapslagaan 1656 31B.449 318.449 56.311.600.000 APBD 318.449 31B.449 56.311.600.000 APBD BPBD 
Terhadap Bencana 
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Talul 
-pa■n 1PM (211281 P-palan IPM(21121) - ·- -No lndllaltor Klnetja /Janis Lay,,nan 8PM Sall.mt Casar PenM1ma IMu - .._ ~ - ,_ 

21121 La:ia,w, _, La)'MIIII - Angpn,n 
.,__, 

La!/BIIIIII Reallsasl La)'lll8II _. 
AJIIIIIIIIH 

l'elalls.-

Das• Daur Dnw DIIAr 

Sarana prasarana penangg.Jlangan bencana 
1 uni 7230 10.251 10.251 5 000.000.000 APBD 10.251 10.251 5.000.000.000 APBD BP8D 

(seperti : tencla komando, mobil rescue, clapur umum, 
tencla posko kesehatan, air sanitasi, .... dll) 

Peningkalan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia 
(SOM) 

2 ~erlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan orang 1666 203.3366«) .AR30 203.336.6«1 APBD BP8D 
bencana clan Warga Negara yang berada di kawasan 840 840 840 840 
rawan bencana) 

4 Pelayanan Penyelamatandan Evakuasl Korban 115364 318.448 318.449 1.780.000.000 APBD 31a449 318.449 1.790.000.000 APBD BPBD 
Bencana 

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 

1 ~erlaksanan-I• koordinasi sistem komand:J oleh pasl(o 1 3 3 300.000.000 APBD 3 3 300.000.000 APBO BP8D 

pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan 
petugas penanganan darurat bencana) 

2 
Pendataan terhadap ,varga yang terkenahTienjadi 

aang 115364 318.449 318.449 14.420.500.000 APBO 318.449 318.449 14.420.500.000 APBO BP8D 
kolban bencana 

Melakukan respon cepat darurat bencara 
3 dol<umen 168 10 10 840.000.000 APBO 10 10 840.000.000 APBO BP8D 

(penyediaan dokumen kaji cepatclan penetapan status 
darurat bencana) 

Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah 

4 
zoonosis prioritas 

/ayanan 1 1 50.000.000 APBD 1 1 50.000000 APBD BP8D 
(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB 
kurang clari 24 Jam) 

5 Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasl korban layanan 7 1000 1000 840.000.000 APBO 1000 1000 840.000.000 APBO BPBD 
bencana 

Bldang 
Unmas 

2 
Pela ya nan Penyalamatan dan Evakuesl Korban 

(seksl 

Kebakamn (DAMKAFt) 64 120 120 . Bldang APBD 120 120 pemada APBD SatpolPP 
Llnmas (seksl m 

=~) 
kebekam 
nl 

1 Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak layanan 1 Biclang Linmas APBO Bidang APBO SatpolPP 
diterimanya infonmasiflaporan sampai liba di lokasl dan 00 60 (seksi 60 60 Llnmas 
siap memberikan layanan penyelamatan clan evakuasl pemadam (seksi 
(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi kebakaran) pemadam 
oleh Diras Damkar dan Penyelamatan clan/atau kebakara 
kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) n) 

2 Prosedur opemsioral penanganan kebakaran, dola.irnen 2 Biclang Linmas APBD Bidang APBO Satpol PP 
penyelamallm clan evakuasi 2 2 (seksi 2 2 Unmas 
(seperti SOP MKKG, Pernadoman di Pemukiman, . pemadam (seksi 
dst.) kebakaran) pemadam 

kebakara 
nl 

3 Sarana prasarana pemaclam kebakaran (pos clamkar & uni 176 Bldang Llnmas APBO Bidang APBO SatpolPP 
mobil damkar sebagai contch : mobil damkar, kapal 009 009 (seksi 991 991 Unmas 
damkar, mobil Penyelamatan, mobil langki air, mobil pemadam (seksi 
komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm kebakaran) pemadam 
petugas Penyelamatan, Jake~ ... dll.) kebekara 

n) 
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Pencapalan SPM (21128) Pancapalan 8PM(21121) 
T- - SU,_ -No Inell-Klnetjll / Jenls Layanan 8PM -- 0..., .......... - lnlslasl ......,_, .......... - lnlslasl ...,._.., , __ 
21123 Layanan RMIIHsl ~ - MfllllllWI Ul)8WI Raallasl La)WIM RMllsasl MfllllllWI 

Dn• 0... OU. Daer 

4 Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan aang 1 BidangSDA APBD Bldang APBD SatpolPP 
penyelamatan/ Sumber Daya Manusla Qumlah aparatur 48 48 61 61 SDA 
SOM damkar yang te iah mengikuti pelatihan, minimal 
pemadam I) 

5 Pelayanan pemadaman, penyelamatan oan evakUasl eyanan 0 Bidang Linmas APBD Bldang APBD SatpolPP 
bagi warga negara yang merjadi korban kebakaran 20 20 (sekal 20 20 Llmlas 
(korban Jiwa langsu,g) pemadam (seksi 

kebakaran) pemadem 
kebekara 
n) 

6 Pelayanan penyelamatan dan eval<Uasi t:egl warga eyanan 0 Bidang Linmas APBD Bldang APBD SatpoiPP 
negara yang terdampak kebakaran 20 20 (sekai 20 20 Llrvnas 
(korban jiwa yang mengalami Iuka fisi~ hilangnya pemadam (seksi 
nyawa, mengalamltrauma, serta dampak sosiai akilet kebakaran) pemadam 
kebakaran) kebakara 

n) 

5.2.6 Urusan Bidang Sosial 

Tabet 5. 22 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

T-
Pencapal■n SPM (202A) P'-pn,nSP'M(21121) 

No lndllcalor Klnetjll I Jenls La~ •M -- Daer "-Ima - lnlslasl - .......... - -I - -2CIZ3 '=" RMlls■sl ~ - A11g9111'811 
p-, 

~ RMl!sasl ~,.., RMlllsasl Angg■ran 
...,._.., Pel-

Daar 
berisl 
anggara 

1 
Rehabllltasl Soslal Casar Ponyandang Orang 247 6e2 512 n yang APBD 345 345 APBD DINAS 
Dlstbllltas Terlantar di Luer Pantl Soslal 320,811 .900 lldak 277.600.000 SOSIAL 

blsaklta 
penuhl 

Layanan data dan perg,duan 
iayanan data yang diberikan kepada disabilitas 
terlantar untuk diusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan sosiai (DTKS) 

1 iayanan pengaduan mer'-""kan sarana untul< Orarg 0 0 0 0 0 
menerima dan menindaklarjlti infonnasi berupa 
pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang 
disampalkan oieh masyar!!kal kepada dinas sosial 
dan/atau Pusat Kesejahteraan Soslai 

Penyediaan layanan kedaruratanllayar,in reaksi 
oepat 
iayanan kedaruratanllayanan reaksl oepat 

2 merupakan tindakan penanganan segera yang Orang 8 19 19 25 25 
dllakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan sos,al kepada penyandang 
disabiiitas tertantar 
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Tahun Pencapalan ISPM(2024) Penc:ap,lan 8PM 121121) ...,_ -...,_, 
No lndl<ator Kl-,a / Jenls Layanan 9'M -- Das.- i.wlma """' lnlslasl p- !\Mu -I - ......... 2QZ3 

~ Raalllasl e Raalsel Anggan,n - Layanan -I l.a)ialWI RMIISMI Angga,an 
Daar c.. 

Prov. 120 
X 600.000 Perr,,edlaan permakanan 
= (layanan )'Ong dia,kukan oleh dInas sosial dan 
72.000.00 difasllitasi mea,lul lembaga yang dltetapkan oleh 

APBD&APBD 220 0& APBD& 3 dines aosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Drarg 221 '287 '287 108.100.000 PROV 220 102.000.000 APBD APBDPROV Sosial yang berkedudukan dI 
100x desa/kelurahan/nama a,in dan disesuaikan dengan 
300.000 indela; permakanan/oranglhari) 
(sembako 
) 

Perr,,ediaan sandang 
(berupa pembelian pakaian, pembelian 

4 per'engkapan mandi, pembelan kebutuhan ktlusus 
Orang 180 87 87 APBDPROV 120 120 APBDPROV untuk perempuan dewasa, balila, dan yang (atensi) (atensi) 78.300.000 72000.000 

mengalaml bedridden, pembelian alas kaki dan 
kebutuhan a,innya) 

Penyediaan alat bantu 
(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & 

5 pengukuran, aa,t bantu dengar, kruk, tripod, 
Orang 8 19 19 APBD 25 25 APBDPROV tongkat putih, tongkal penuntun adaptW, regleValat 56.983.400 

tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan 
kebutuhan penerima disabililas) 

Pel'ly'8diaan perbekalan kesehatan 
6 (obat urnum, timbangan, pergukur tinggi badan, Orang 0 0 0 

tennometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 

Pemberian bimbingan fisik, mental. spintual dan 
SC>Sial 
bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara 
dan menlngkatkan kesehatan jasmani penerima 
pelayanarvolahraga/olJboord'll'lm HOii 
bimbirQan mental dan splrltual adalah kegiatan Rekreasl 

7 yang dllekukan untuk menngkalkan mental dan Drarg 80 250 250 APBD 100 100 100.000.000 I APBD 
spiritual 75.874.200 Pemberd 
bimblngan sosial adalah layanan bantuan eyaan 
psikologls yang dltujukan mengatas/ masalah 
psikososlal agar dapat menr,gkatkan 
kebe~ungsian sosial 
(seperti pekerja sosial. alat peraga, alat tulis) 

Pemberian blmbingan sosial kepeda keluarga 
penyandang disabil itas te~antar 
(pemberian bimbingan soslal kepada keluarga 
penyandang disabilrtas te~antar serta masyarakat 

8 dilakukan oleh dinas sosia l, dan Drarg 221 19 19 25 25 
difasilitasi melalul lembaga yangdltetaplaln oleh 
dines sos,al di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 
berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) 

9 Fasilltasi pembuatan Nomor lnduk 
Orang 0 0 0 0 0 Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK 

Akses ke layanan pendktikan dan kesehatan dasar 
10 (fasilitasl layanan pendktikan sekolah dan Orang 0 0 0 0 0 

kesehatan dasar puskesmas,1<1inik/rumah saklt) 
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T-
Penc:apal■n SPM (21112A) Penc■peten1PM(3121) 

-.I - -No lnd-K-,./JanlsL■l/811■n9'M ..... a.. ........ - ....... , __ - lnlsl■II ,___, ,..._ 
2023 ...,.,.,, ,__, 

~ ---- Anggaran 
p.....,_, 

L■l/8ll■n Raallsasl ...,.,_, ~ Anggaran 
o.a, a.. en. 

Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti 

11 keberadaan keluarga 
Orarg 0 0 0 0 0 

(pencarian keluarga penyandang disabilitas 
teriantar untuk tujuan reunifikasi) 

Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 
(pemuiangan dan penyatuan kembali penyandang 

12 disabilitas tertanlar dengan keluarga yang dapat Orarg 0 0 0 0 0 
memberikan perawatan dan/atau pendarnpingan 
sehingga berada di lingkungan yang te~lndungi) 

Layanan rujukan 

13 (layanan yang diberikan kepeda penyandang 
Orarg 18 8 6 APBD 10 10 AFB[) 

disabilitas terlantaryang merrbutuhkan layanan 1.554.000 3.500.000 
lebih lanjut dan layanan lainnya) 

Rehabllltasl Soslal Dasar Anak Terlantar di APBD 
DINAS 

2 Luar PanU Soslat orang 2291 810 810 977.811.200 APBD 800 800 1.387.7ll0.000 SOSIAL 

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberikan kepada disabilitas 
terlartar untuk diusulkan masuk dalam data 
terpadu keae)at"leraan aosial (DTKS) 

1 layanan pengaduan merupakan sarana untuk Orang 4 0 0 0 0 
menerima clan menindaldanjuti informasi berupe. 
pengaduan, keluhan, dan/alau pertanyaan yarg 
disampailam oleh masyarakat kepada dinas sosial 
dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 

Penyediaan layanan kedaruralan/layanan reaksi 
oepat 

2 layanan kedan.Jratan/layanen reaksi oepe.t Orarg 4 2 merupakan tndakan penanganan segera yang 2 647 500 APBD 2 2 700.000 
dilakukan oleh dinas soslal dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Soslal kepeda anak teriantar 

Penyediaan permakanan 14 /Kee 
(layanan yang dilakukan oleh d1nas aosial dan X 24= 
difasilitasi malalui lembaga yang ditetapkan oleh 336+150 

3 dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Orarg 22116 600 600 APBD 486 486 1.1 95.800.000 (LKSA) AFB[) 

Sosial yang berkedudukan di 931 .726.400 Sembakc 
desa/kelurahan/hama lain clan disesuaikan dergan @300.00 
1ndeks pem,akanan/orang/hari) 0 

Penyediaan sandarg(berupe pembelian pakalan, 
Sandarg pembelian perlengkapan mandl, pembellan 

4 kelxiUhan khu8us untuk perempuan dewasa, Orarg 188 2B8 268 APBD 336 336 67200.000 @200.00 APBD 
balta, danyang mengalami bedridden, pembelian 42.976.800 0 
alas kakl dan kebutuhan lainnya) 

Penyediaan perbekalan kesehatan 
5 (obat umum, limbangan, pengul<ur tinggi badan, Orang 0 0 0 0 

temiometer dan laimya sesual dengan kebutuhan) 
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Tahun 
P-,apalan 11PM (21124) P'encapellln SPM(2025) - --No lndlkalor Klne,ja / Jellis Layanan - - Dasar Pwwlma """' lnlstasl ,..in. """' lnlslasl ,_ Pel...._ 

2023 ......,, _, La,.,.., -- Angpn,n 
p..,.._, 

Layanan ~ La)'llnaft ReallSaSI Anggaran 
Daar Casar Dllar Dnar 

Pemberian bimblngan fisi~ mental, spiritual dan 
sosial 
bimbingan fislkadalah kegiatan untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan Jasmanl penerma 

TEPAK pelayanan/olahra.iatoutboundlgym 
bimbingan mental clan spiritual adalah kegiatan (OUtboun 

6 yang dilakukan untuk meningl<atkan mental dan Orarg 188 488 488 100 100 100.000.000 d& APBD 
spiritual Rekreasi) 
bimbingan sosial aclalah layanan bantuan 50x 2 
psikologis yang ditujukan mengatasl masalah 
psikososial agar dapat meningkatkan 
kebe~ungsian soslal 
(seperti pekerja sosiat ala! peraga, ala! lulis) 

Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak 
tertartar 
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 
anak te~antar serta masyarakat dilakukan oleh 

7 dinas sosial, dan Orang 188 488 488 336 336 
difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh 
dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 
ber1<edudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di lingkungan kaluarga/masyarakat) 

B Fasilitasi pembuatan Nomor lnduk Orarg 2 o o o 0 
Kependudukan/Buktl kepemilikan NIK 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 
9 (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan Orang 2 o o o o 

kesehatan dasar puskesmaslklinik/rumah sakit) 

Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti 

10 keberadaan keluarga Orang 1 2 2 2 2 (pencarien keluarga anak tertanlar untuktujuan 
reun~kasl) 

Pemberian pelayanan reunffikasi keluarga 
(pemulangan dan pen1atuan kembali anak 

2 APBD 11 terlantardengan keluarga yang dapat memberlkan Orang 2 2 APBO 2 560.000 
perawatan dan/atau pendampingan sehlngga 388.500 

berada di lingkungan yang terlindungl) 

Layanan rujukan 

12 (layanan yang dlberikan kepada anak tertantar Orang 3 B B APBD 10 10 APBD 
yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan 2,072.000 3.500.000 
layanan lalnnya) 

Rehabllltasl Soslal Dasar lanjut Usla Terlantar APBD 
DINA$ 

3 
di Luar Pantl Soslal 

orang 3:10 844 844 
270.766.400 

APBD 444 444 220.800.000 SOSIAL 

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberiken kepada disabllitas 
terlantar untuk diusulken masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan 

1 pengaduan rnerupakan sarana untuk menerlma Orang Ii o 0 o o 
dan menlndaklanjuti infonmasi berupa pengaduan, 
ke luhan, dan/atau pertanyaan yang dlsampaikan 
oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau 
Pusat Kesejahteraan Sosial 
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Tahun 
Penc:apal■n 8PM (202,4) Penc:apal■n SPM (2025) 

No lnd-Klneija/Jenis Wlyanan 1PM ......... Daar "-irna - lnlslasl - p__,. - lnlslasl - --· 2023 ......,, RMllsasl Wlyaowo -- ~ .,_ 
i.a,,anan - I Ul~IWI RMllsasl Angg■r.111 ~ .... ..._. 

D■sar Dass Dllsa Dass 

Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi 
cepat 

2 layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Orang 6 6 6 merupakan tindakan penanganan segera yang 1.165.500 APBD 8 8 1.680.000 APBO 

dilakukan oleh dinas sosial dar\latau Pusat 
Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usla ter1ant,r 

14/Keo. 
Per/{edlaan permakanan X 24= 
(layanan yang dilakukan oleh dInas sosial dan 336 & 
dWasilitasi melalul lembaga yang ditetapkan oleh 100 

3 dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Orang 316 588 588 91 .387.240 APBO 436 436 130.800.000 Cadanga APBD 
Sosial yang berkedudukan di n 
desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan Sembako 
indeks permakanan/oranglha ri) @300.00 

0 

Perryediaan sandang 
(berupa pembelian pakaian, pembelian Sendang 

4 per1engkapan mandl, pembehan kebutuhan khusus Orang 315 388 388 APBD untuk perempuan dewasa, balita, dan yang 68.693.460 436 436 87200.000 @200.00 APBD 

mengalaml bedridden, pembelian aias kaki dan 0 

kebutuhan lalnnya) 

Penyediaan a lat bantu 
(kursl roda, kaca mat, , pemeriksaan & 

5 pengukuran, alat bantu dergar, kruk, tripod, Orarg 0 0 0 0 tongkat putih, tongkat penuntun adaptW, regleValat 
tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan 
kebutuhan penerlma disabilitas) 

Per/{ediaan pernekalan kesehatan 
6 (obat umum, tmbangan, pergukur tinggi badan, Orang 0 0 0 0 

termometer dan lainnya sesual dengan kebutuhan) 

Pemberian blmblngan fisik, mental, splrttual dan 
sosial 
bimbirgan fislkadalah kegiatan untuk memellhara 
dan meningkatkan kesehatan jasmani penerlma 
pelayanar\lolahraga/outbourd/gym 
bimbingan mental clan spiritual adalah kegiatan 

7 yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan Orang 6 250 250 107.955.200 APBO 8 8 
spiritual 
blmblngan sosial adalah layanan bantuan 
psikologis yang dltuJukan mengatasi masalah 
psikososial agar dapat menngkatkan 
kebe~ungsian soslal 
(seperti pekerja soslal alat peraga, alat tulis) 

Pemberian bimbingan soslal kepada keluarga 
lanjut usia ter1antar 
(pemberian bimblngan sosial kepada keluarga 
lanjut usla terlantar serta masyarakat dilakukan 

8 oleh dinas soslal, dan Orang 6 6 6 8 8 
difasilitasi melalul lembaga yang dltetapkan oleh 
dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 
berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di hngkungan keluarga/masyarakat) 

9 
Fasilitasi pembuat,n Norror lnduk Orang 0 0 Kependudukan/Bukti kepemi likan NIK 
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Talul P-lan SPM (21124) Pencapatan•Mj21121) -- l,lllu -I -No lnd-Klnelja/Janls La,_,.n _ ...... Daur ~- l,lllu lnlsml , ..... - ......... 
2QZ3 
~ llllllsasl ~ Reolsasl Mgg8IWI 

,___ 
~ ~ La)IIIIWI RMIISaSI Angplan 
Dass c.. 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 
10 (fasilllasl layanan pendidlkan sekolah dan Orang 0 0 

kesehatan dasar puskesmasAdinik/rumah saklt) 

Pemberlan pelayanan penelusuran keluarga/Bukti 
11 keberadaan kelUarga(pencarian kelUarga lanjut Orang 6 6 6 8 e 

usla lerlantar untuk tuJuan reuninkasi) 

Pemberian pelayanan reuniflkasi keiuarga 
(pemulangan dan perryatuan kembali lanJut usla 

12 terlantardengan keluarga yang dapat memberikan Orang - 0 0 0 0 
perawatan dan/atau pendamplngan sehingga 
berada di lingkungan yang terlindungi) 

Layanan rujukan 

13 (layanan yang diberikan kepada lanjut usla Orarg 6 6 6 terantaryang membutuhkan layanan lebih lanjut 1.554.000 APBD 8 8 2.800.000 
APBD 

dan layanan lainrrya) 

Rehabllltlsl Soslal llasar Tuna Soslal DINAS 
4 Khususnya Gelandangan clan Pengemls di Luar orang 140 eo eo APBD 90 90 90.380.000 

APBD SOSIAL 
PantlSoslal 

61 .780.400 

Layanan data dan pengaduan 
iayanan data yang diberikan kepada disabilllas 
lerlantar untuk diusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan soslal (DTKS) 

1 layanan pengaduan merupakan sarana untuk Orang 0 0 0 
menerlrna dan menindaklarjuti informasl berupe 
pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yarg 
disampalkan oleh masyarakst kepada dinas aoslal 
den/alau Pusat Kesejahteraan Soslal 

Penyediaan ayanan kedaruratan/layanan reaksi 
oepet 
layanan kadaruratan/layanan reaksi oepel 

2 merupekan tlndakan penanganan segera yang Orang 83 0 0 
dilakUkan oleh dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Sosial kepeda gelandangan dan 
pengemis 

Perryediaan permakanan 
(layanan yang dilakukan oiell d:nas sosial dan 
dWasilltasl melalui lembaga yang dltetapkan oleh 

APBD 3 dinas sos,al dan/atau di Pusat Kesejahleraan Orang 140 660 660 APBO 950 950 42180.000 
Sosial yang berkedudukan d1 28.860.000 

desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan 
lndeks pemnakanan/orangh',ari) 

Penyedaan sandang 
(berupa pembelian pakaian, pembelian 

4 perlengkapan mandi, pembelan kebutuhan khusus Orarg 60 60 urtuk perempuan dewasa, ballta, dan yang APBD 00 00 APBD 
18.192.900 22500.000 

mengalami bedridden, pembelian alas kakl dan 
kebutuhan alnnya) 
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Talnm Panc:apalan 8PM (21124) Penc■pallln 8PM 121)25) 

No lndlklltor Klnetja I Jellis uiyanan s>M Saluan ca.., ,_Ima - ..... I SUmber P-1ml - lmlasl - lnstanst 
2QZ3 i:n RNllsasl Laya,w, - Angpran 

.........,_, 
~n RMllsasi La1111nan Ra■llsasl Anggaran - Pel-na 

Casar D■sar 

Penyediaan perbekaian kesehatan 
5 (obat umum, timbangan, pengukur tinggl badan, 0ra",l 8 1 1 1.110.000 APBO 1 1 1.200.000 AFl3D 

termometer dan iaimya sesuai dengan kebutuhan) 

Pemberian bimblngan fisik, mental, spiritual dan 
sosial 
bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehalan jasmani penerima 
peiayanan/olahraga/outbound/gym 
bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan 

6 yang diiakukan untuk meningkalkan mental dan 0ra",l 118 60 60 90 90 
spritual 
bimbingan sosial adalah layanan bantuan 
psikOlogis yang dituJukan mengatasi masalah 
psil<ososial agar dapat menngkatkan 
kebe~ungsian sosial 
(seperti pekerja sosial, ala! peraga, ala! tulis) 

Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 
gelandangan dan pengem,; 
(pemberlan bimbingan sosial kEpada keluarga 
gelandangan dan pengemis serta masyarakat 

7 dilakukan oleh dinas sosial, dan Orang 78 30 30 50 50 
difasilitasi melalui lembaga yang d~etapkan oleh 
dinas sosial di Pusat Kese)ahteraan Sosial yang 
ber1<edudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di llngkungan keluarga/masyarakat) 

Fasilitasl pembuatan Namer lnduk Kependudukan, 

B Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Orang 6 0 0 0 0 Nikah, dan/atau Kartu ldentitas Anak / Bukti 
dokumen kependudukan 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 
9 (fasilitasl layanan pendidikan sekolah dan Orarg 0 0 0 0 0 

kesehatan dasar puskesmasAdinik/rumah sakit) 

Pemberian pelayanan penelusuran keluarga!Sukti 

10 keberadaan keluarga Orang 78 30 30 50 50 
~~:i.~~~~)landa",lan dan pengem,; 

Pemberlan pelayanan reun~ikasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kemball gelandangan 

11 dan pengemis dengan keluarga yang dapat Orarg 78 30 30 5.827.500 APBO 50 50 10500,000 APBO 
memberikan perawatan dan/atau pendampingan 
sehingga oerada di lingkurgan yang tertlndungi) 

Layanan rujukan 

12 (layanan Y•l1l diberikan kepada gelandangan dan Orang 0 0 0 0 0 pengemls yang membutuhkan layanan lebih larjut 
dan layanan lainnya) 

13 Layanan Rujukan orang 113 30 30 7.770.000 APBO 4J 4J 
14000.000 

APBO 

Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah 
yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan 

14 Rehabilitasl Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu orang 0 0 0 0 0 
Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan 
Pembiayaan Pemeliharaan 
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Tahun 
Pencapalon SPM(2024) Pencapalan SPM (21)25) 

No lndllcator Klnetja / Jenls Layonan 9PM Saluan Dour Penorlma Mllu lnlslasl $umber p-- """' lnlslasl - lnstansl 

2QZ3 ~ RMl!nsl Layonan -- Anggoran p- l..a}4lnan _ , Layanen -· Anggaran p- Pellksana 
Dlllar Dlllar Casar 

Penyediaan Layanan Keclaruratan Bagi Daerah 

15 
Yang Belum Memlliki Kendaraan Khusus Layanan orang 0 0 0 0 0 
Rehabilitasi Sosial Dasar Dlluar Panti dan Ticlak 
Mampu Melakukan Pengadaan Kenclaraan Baru 

Perllndungan dan Jamlnan Soslal Pada Saal DINAS s dan Selelah Tanggap Darurat Bencana Bagi orang 48688 2500 2500 APBDIAPBN 2800 2800 APBOIAPBN 
Karban Bencana Daerah Kabupalen/Kota 

2.091 .449.015 3.300.000.000 SOSIAL 

Te~adl Bencana APBDIAPBN APBDIAPBN DINAS 
SOSIAL 

Penyediaan permakanan 
(penyediaan permakanan secara keseluruhan 

1 
untuk korban bencana alam, bencana sosial clan Orang 7882 650 650 91 .449.015 APBDIAPBN 2000 2000 APBDIAPBN DINAS 
bencana non-a lam dalam bentuk bahan makanan 800.000.000 SOSIAL 
dan makanan slap saj, clan/atau makanan lainnya 
sesuai kebutuhan) 

Penyediaan sanclang(pakaian laki-laki dewasa, 
pakaian dan kebutuhan khusus perempuan 
dewasa, pakaian anak lakl-lakl clan pe,empuan, 

2 
pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian Orarg 137 70 70 APBOIAPBN 2000 2600 APBDIAPBN DINAS 
seragam sekolah anak peiempuan, pakaian 15.729.000 78.000.000 SOSIAL 
lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau 
kidware dan penyediaan iaimya sesuai dengan 
kebutuhan) 

Penyediaan tempat penampungan pengungsi 
(tencla pengungsi, tenda kelua,ga, tencla clapur 

3 
umum, tenda gulung, tenda logistik veltbed, Unit 57 1 1 APBDIAPBN 8 8 APBOIAPBN DINAS 
matras/likarlalas tldur, dan/atau ke"'ngkapan 250.000 2.000.000 SOSIAL 
tempat penampungan sementara lainnya sesuai 
kebutuhan) 

Penanganan khusus begi kelompok rentan 
(merupakan bantuan khusus yang dibarikan DINAS 

4 kepacla Lanjut Usia . ibu hamil, Penyanclang Orang 109 78 78 APBDIAPBN APBDIAPBN 
Disabilltas, dan Anak seperti popok susu, toilet 

37.346.400 SOSIAL 

khusus disabilltas dsb.) 

Pelayanan dukungan Psikososial 
(upaya/dukungan yang dilakukan o"'h lndividu, 
kelompok/komunitas diluar dirt clalam sabuah 
interaksi sos,al dalam kehidupan sehart-hari yang DINAS 

5 penuh kasih sayang, cinta, pertindungan dan Orang 100 8 8 APBDIAPBN APBDIAPBN 
membantu penyesuaian dlri terhadap SOSIAL 

masalah/situasi sulit yang dlhadapi, seperti terapi 
kejiwaan. edukasi anak, hiburanttrauma healing, 
dsb.) 

Tldak Terjadl Bencana (100% dengan catalan 500 500 APBDIAPBN 00) 600 APBDIAPBN DINAS 
melakukan 3 tahapan) 2.000.000.000 2.400.000.000 SOSIAL 
Melakukan pengumpulan data, perhltungan 
kebutuhan, Clan perencanaan kebutuhan sesuai 
dengan ncmenklatur program/kegiatan/sub jumlah 1 0 0 APBDIAPBN 2IDl 2600 APBDIAPBN DINAS 
kegiatan (dilakukan dengan mengunggah kab/kota 20.000.000 SOSIAL 
dokumen fonn dan/atau dokumen 
pendukung lainnya) 
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Tabet 5. 23 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan 5PM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

T-
Pencapelan SPM (21)211) Pencapelan SPM (21127) 

No lndlkator KIMlja / Janis Layanan SPM Saluan Dasar Penen11111 - lnislasi SUnar Penlllma - lnlslasl SU- lnslllnsl 
2QZ3 Ul)IUWI Raellsasl Layanan Raallsasl MQlllll'8ft 

p........, 
La)'HWI Rullsnl La}Wlan Raalanl Anggaran p-- Pelaksana 

Dasar IIIISar 0aar Daar 

1 Rehabllltasl Soslal Dasar Penyandang Orang 247 346 345 APBD 346 346 APBD DINAS 
Dlsabll1111sTerlantardl LuarPanti Soslal 302.500.000 317.7li0.000 SOSIAL 

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberikan kepada disabllitas 
ler1antar untuk diusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahleraan sosial (DTKS) 

1 layanan pengaduan merupakan sarana untuk Orarg 0 0 0 0 0 
menerima dan menlndaklanjutl informasi berupe 
pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang 
disampaikan oleh mas(arakat kepada dinas 
sosial darvatau Pusat Kesejahleraan Sosial 

Penyediaan layanan kedaruratanllayanan reaksi 
cepat 
layanan kedaruratarvlayanan reaksi cepat 

2 merupakan tindakan penanganan segera yang Orarg 8 25 25 25 25 
dilakukan oleh dlnas soslal darvatau Pusat 
Kesejahteraan Sosial kepada penyandang 
dlsabilitas terlantar 

Penyediaan permakanan Prov. 120x Prov. 120 x (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan 600.000 = 600.000 = d~asilitasi melalul lembaga yang dltetapkan oleh 72000.000 APBD&APBD 72.000000 & APBD&APBD 3 dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Orang 221 220 220 107.000.000 &APBD100 PROV 220 220 112.000000 APBD100x PROV Sosial yang berkedudukan di 
X 350.000 400.000 desa/l<eluraharvnama lain dan disesuaikan 
(sembako) (sembako) dengan indeks permakanan/orang/hari) 

Penyedlaan sandarg 
(berupa pembelian paka ian, pembelian 

4 per1engkapan mandi, pembelian kebutUhan Orang 180 120 120 APBDPROV 120 120 APBDPROV 
khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan 72.000.000 72.000.000 
yang mengalami bedridden, pembellan alas kakl 
dan kebuluhan lainnya) 

Penyediaan alat bantu 
(kursi roda, kaca mata. pemeriksaan & 

5 
pengukuran, ala! bantu dengar, kruk, tripod, Orang 8 25 25 APBDPROV 25 25 APBDPROV tongkat putih, tongkat penuntun adapt~. 
regleUaiat tulis untuk tuna netra dan sesuai 
dengan kebutuhan penerima disabilltas) 

Penyediaan pert>ekalan kesetatan 

6 (obat umum, timbangan, pengukur linggi badan, Orang 0 0 0 0 0 tenrometer dan lainnya sesuai dengan 
kebuluhan) 
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Tahun Panc:apalan SPM (2028) Panc:aplllan SPM (2027) 

No Incl-• Klnelja / Jellis LalJIIIIIIII SPM - Dasar ,._ - 1111.- - PMerlml - lnlslasl - -211123 UC" Realisasl ~ Reellusl Anggan,n 
.,_._, 

'=" ~· '=" RMllsasl Anggan,n 
......,_, p--

Pemberian bimblngan fisi~ mental, spiritual dan 
sooal 
bimbingan fisik adalah kegiatan untuk 
memellhara dan meningkatkan kesehatan 
jasmanl penerima 
pelayanarvolahraga/outbourdlgym HOii HDI / Rekreasi 

7 blmbingan mental dan spiritual adalah kegiatan Orang 80 100 100 Rekreasi/ APBD 100 100 I APBD yang dilakukan urluk meningl<atkan mental dan 120.000.000 Pemberdaya 130.000 000 Pemberdayaan spirlual an 
bimbingan soslal adalah layanan bantuan 
psikologisyang ditujukan mengatasi masalah 
psikososial agar dapat menngkatkan 
kebertungsian sosial 
(seperti peke1a sosial, alat peraga, alat tuhs) 

Pemberian blmbingan sosal kepada keluarga 
penyandang disabililas tertantar 
(pemberian bimblngan sosial kepada keluarga 
penyandang disabil1tas tenantar serta 

8 masyarakat dllakukan oleh dinas sosial, dan Orang 221 25 25 25 25 
dlfasilltasi melalui lembaga yang dltetapkan oleh 
dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 
berkedudukan di desa/kelurahan/nama la in, 
dan/atau di lingkungan keluargatmasyarakat) 

9 
Fasilltasi pembuatan Nomor lnduk 

Orang 0 0 0 0 0 Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK 

AJa;es ke layanan pendidikan dan kesehatan 

10 dasar Orang 0 0 0 0 0 (fasilltasi layanan pendidikan sekolah dan 
kesehatan dasar puskesmasMinik/rumah saklt) 

Pemberlan pelayanan penelusuran 

11 keluarga/Bukli keberadaan keluarga Orang 0 0 0 0 0 (pencarian keluarga penyandang disabilitas 
terlantar untuk tuiuan reunlfikasii 

Pemberlan pelayanan reuniflkasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kembali 

12 penyandang disabilltas terlantar dengan Orang 0 0 0 0 0 keluarga yang dapal memberikan perawatan 
dan/atau pendampingan sehingga berada di 
1,ngkungan yang tertindungi) 

Layanan rujukan 

13 (layanan yang diberikan kepada penyandang Orarg 18 10 10 APBD 10 10 APBD disabilltas terlantaryang membutuhkan layanan 3.500.000 3.750.000 
lebih lanjut dan layanan lainnya) 

2 Rehabllltasl Soslal Dasar Anak Terlantar di orang 22t1 800 800 APBD 800 800 APBD DINAS 
Luar PanU Soslal 1.404.580.000 1.431 .700.000 SOSIAL 

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberil<an kepada dlsabllitas 
terlantar untuk dlusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 

1 layanan pengaduan merupakan sarana untuk Orang 4 0 0 0 0 
menerima dan menindaklanjuti informasi berupa 
pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang 
disampaikan oleh masyarakal kepada dinas 
sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 
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Tllhun 
Pancapalan SPM (2028) Pancapalan SPM (2027) 

No lndlkator Klne,ja / Jenls Layanan SPM -- Dnar ,__,., - lnlslasl - Penllima - lnlslasl - lnsfansf 

20123 ~ Reelfsasf '-=:" RM!fsasl Anggan,n 
,.......,_. 

~ Reallsasl ~ n --· Anggaran 
p- p-

Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi 
cepat 

2 layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Orarg 4 2 
merupa kan tindakan penanganan segera yang 

2 700,000 2 2 750.000 
dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Puset 
Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar 

Penyediaan perrnakaran 
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan 14/Kec. X 14/Kec. X24 = 
difasilitasi melalui lembaga yang dltetapkan oleh 24 = 336 + 336 +150 

3 dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Orarg 2286 486 486 1.212.600.000 150 (LJ<SA) APBO 486 486 1.229.400.000 (LKSA) AFBD 
Sosial yang berkedudukan di Sembako Sembako 
desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan @350.000 @400.000 
dengan indeks perrnakanan/oranglhari) 

Penyediaan sandang(berupa pembelian 
pakaian, pembelian perlengkapan mandi, Sandarg Sandang 

4 pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan Orarg 168 336 336 AFBD 336 336 APBO 
dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, 

67.200.000 @200.000 67.200,000 @200000 

pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 

Penyediaan perbekalan kesehatan 

5 (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, Orang . 0 0 0 0 
termometer dan lainnya sesuai clengan 
kebutuhan) 

Pemberian bmblngan fisi~ mental, spiritual dan 
sosial 
bimbirgan fisik adalah kegiatan untuk 
memelihara dan meningkatl<an kesehatan 
jasmani penerima 
pelayanan/olahraga/outbourdlgym TEPAK TEPAK 

6 bimbingan mental dan spirltual adalah kegiatan Orang 168 100 100 (Outbound& AFBD 100 100 (Outbound& APBO 
yang dllakukan untuk meningkatkan mental dan 120.000.000 Rekreasi) 50 130.000.000 Rekreasi) 50 x 
spirlual x2 2 
bimbingan sosial adalah layanan bantuan 
psikologis yang ditujukan mengatasi maselah 
psikososial agar dapat meningkatkan 
kebe~ungsian sosial 
(seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tuls) 

Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 
anak tertantar 
(pembertan bimbingan sosial kepada keluarga 
anak tertantar serta masyarakat dilakukan oleh 

7 dinas sosial, dan Orarg 168 336 336 336 336 
d~as,litasi melalul lembaga yang dltetapkan oleh 
dinas soslal di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 
berl<edudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di llngkungan keluarga/masyarakat) 

8 
Fasilitasi pembuatan Nemer lncuk Orang 2 0 o o a 
Kependudukan/BUktl kepemi11kan NIK 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan 

9 dasar Orang 2 o o a 0 
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan 
kesehatan dasar puskesmasMinik/rumah sakit) 

Pemberian pelayanan penelusuran 

10 
keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 1 2 2 2 2 
(pencarian keluarga anak terlantar untuktujuan 
reunifikasi) 
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T- Panc:ap1lan SPM (2111211) Pencapalan SPM (211127) 

No 1-Klnerjll / Janll LI.,,.,,., PM -- 0... .._ lioMII lnlslasl - p.,.- lioMII lnlslasl 
._ -· 3m '=' RMUsasl ~ ~ Anggan,n 

.._ 
~ - '=' ......... Anggan,n 

..___, p-

Pemberlan pelayanan reunifikasi keluarga 
(pemulangan dan perryatuan kembali anak 

11 ter1antar dengan keluarga yang dapat Orarg - 2 2 560.000 AP80 2 2 600.000 AP8D 
memberikan perawatan dan/atau pendampingan 
sehingga berada di llngkungan yang terlindungi) 

Layanan rujukan 

12 (layanan yang dibenkan kepada anak terlantar Orarg 3 10 10 AP80 10 10 AP8D yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan 3.500.000 3.750.000 
layanan lainrrya) 

3 Rohabll11asl Soslal Dasar lanjut Usla orang 331 444 444 APBD 444 444 APBD 
DINAS 

Terlantar di Luar PanU Soslal 382.800.000 264.800.000 SOSIAI. 

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberikan kepeda disabllltas 
ter1antar untuk dlusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan soslal (DTKS) layanan 

1 pengaduan merupekan sarana unluk menerirna Orang 5 o o o o 
dan menindaklanjutl lmormasi berupa 
pengaduan. keluhan. dan/atau pertanyaan yang 
dlsampaikan oleh masyarakat kepeda dinas 
sosial dan/alau Pusat Kesejahteraan Sosial 

Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi 
cepal 
layanan kedaruratan/layanan reaksi oepal 

2 merupakan lindakan penanganan segera yang Orarg 5 8 8 1.680.000 AP80 8 8 1.800.000 AP8D 
dilakukan oleh dinas soslal dan/atau Pusat 
KeseJahteraan Soslal kepada lanjut usia 
terlantar 

Per-,,,ediaan permakanan 
14/Kec. X (layanan yang dilakukan oleh dinas soslal den 
24 = 336 & 14/Keu X 24 = 

difasilltasl melalui lemboga yang d~etapkan oleh 
100 

336 & 100 
3 dinas soslal dan/atau di Pusat Kesejahteraan Orarg 316 436 436 152,800.000 Gadangan AP80 436 436 174.400.000 Gadangan AP8D 

Sosial yang berkedudukan di Sembeko 
desa/kelurahan/hama lain dan dlsesuaikan Sennbako @400000 
dengan indeks permakanan/orang/hari) @350.000 

Penyedlaan sandang 
(berupa pembelian pakalan, pembelian 

4 perlengkapan mandi, pembelian kebutUhan 
Orang 316 436 436 Sandang AP80 436 436 

Sandang 
AP80 khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan 87.200,000 @200.000 87.200.000 @200.000 

yang mengalaml bedridden, pembelian alas kaki 
dan kebutuhan lalnrrya) 

Penyediaan alat bentu 
(Kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & 

5 pengukuran, alat bentu dengar, kruK, tripad, Orang - o o o o tongkat putih, tongkal penuntun adaptlf, 
regleUalat tul,s untuk tuna netra dan sesual 
dengan kebuluhan penerima disabilltas) 

Penyediaan perbekalan kesetatan 

6 
(obat umum, limbangan, pengukur tinggi badan, 

Orang o o o o ten-nometer dan lalnnya sesuai dengan 
kebutuhan) 
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Tllhun Pa,c:apalan 8PM (i029) Pencapelan SPM (2027) 

No Indicator Klne,ja I Jenls Layanan SPM -- DIAr ,.__,., - lnlsinl -- Panllllna - lnlslnl ~ -21123 ~ RMllsast '"C' ~ Anggaran 
.,__, 

~ 
_, 

'-C" - Anggal¥ - p-

Pemberian brmblngan fisik, mental, spiritual dan 
sosial 
bimbingan fislk adalah kegi!tan untuk 
memellhara dan menlngkatkan kesehatan 
jasmani penerima 
pelayanarvolahraga/outboun:ilgym 

7 blmbingan mental dan spiritual adalah kegiatan Orang 5 100 100 HLUN 8 8 yang dilakukan untuk menlngkatkan mental dan 120.000.000 
spirlual 
bimbingan sosial adalah layanan bantuan 
psikologis yang ditujukan mengalasi masalah 
psikososial agar dapat meningkatkan 
keberfu~sian sosial 
(seperti peke1• sosial, alat peraga, alat tuhs) 

Pemberian bimbingan sosal kepada keluarga 
lanjut usia tertantar 
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 
lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan 

8 oleh dinas sosial, dan Orang 5 8 8 8 8 
d~asllilasi melalul lembaga yang dltetapkan oleh 
dlnas soso,I di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 
bert<edudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di lingkungan keluargalmasyarakat) 

9 
Fasilltasi pembuatan Nomor lnduk 

Orang - 0 0 0 0 Kependudukan/Bukli kepemll1kan NIK 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan 

10 daser Orang - 0 0 0 0 (fasilltasi layanan pendidikan sekolah dan 
kesehatan dasar puskesmas/\<tinik/rumah sakit) 

Pemberian pelayanan penelusuran 

11 keluarga/Bukli keberadaan keluarga(pencarian Orang 5 8 8 8 8 keluarga lanjut use ter1antar untuk tujuan 
reunifikasl) 

Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kemball lanjut usla 

12 tertantar dengan keluarga yang dapat Orang - 0 0 0 0 
memberikan perawatan dan/atau pendampingan 
sehingga berada di lingkungan yang tenindungl) 

Layanan rujukan 

13 (layanan yang diberikan kepada lanjut usia Orarg 5 8 8 APBO 8 8 AP80 tertantaryang meml:xJ!uhkan ,iyanan leblh lafiut 2.800.000 3.000.000 
dan layanan lainnya) 

Rehabllltasl Soslal Casar Tuna Soslal DINAS 4 Khususnya Gelandangan dan Pengemls di orang 140 90 90 115.380.000 APBD 90 90 128.830.000 APBD SOSIAL Luar Panti Soslal 
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Talul Pancapelan 8PM f20281 Pancapelan 8PM (2QZ7J 
No lndlknor Klna,ja / Jenls Layanan 8PM 9abal Dnar ,__ ....... lnlslasl -- Penortlra MIILI lnlslnl - -· 211123 "= R.-llasl ~ AMllasl Anggaran 

,__, 
'-=' RMllsasl i.c1 - AnggarBn p- p--

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberikan kepada dlsabllitas 
terlantar untuk dlusuikan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan soslal (DTKS) 

1 layanan pengaduan merupakan sarana untuk Orarg 0 0 0 0 0 
menerima dan menindak1anjuti informesi berupa 
pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang 
disampaikan oleh masyarakat kepada dinas 
sosiai dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 

Penyediaan layanan kedaruratan/iayanan reaksi 
cepat 
iayanan kadaruratan/layanan reaksi oepat 

2 rrerupakan t1ndakan penanganan segera yang Orarg 83 0 0 0 0 
dllakUkan oleh dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan 
pengemis 

Penyediaan permakaran 
(layanan yang dllakukan oleh dinas sosial dan 
d[asilitasi melalui lembaga yang d4etapkan oleh 

3 dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Orarg 140 950 950 42.180.000 APBO 950 950 42.180.000 APBD 
Sosial yang berkedudukan di 
desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan 
dengan indeks permekanan/oranglhari) 

Penyediaan sandang 
(berupa pembelian pakaian, pembeiian 

4 perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan Orarg 00 00 APBD 00 00 APBO khusus untuk perempuan dewasa, bailta, dan 22.500.000 27.000.000 
yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki 
dan kebutuhan .iinnya) 

Penyediaan perbekaian kesehatan 

5 (obat umum, timbangan, pengukurtinggi badan, Orang 8 1 1 APBD 1 1 AP80 termorreter dan lalnnya sesuai dengan 1.200.000 1.200.000 
kebutuhan) 

Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan 
sosial 
blmbingan fisik adalah kegiatan untuk 
rremelihara dan meningkatl<an kesehatan 
jasmani penerima 

Bimbingan Bimblngan pelayanan/olehraga/outboun;l/g)'m 
blmbingan mental dan spiritual ada.ih keglatan Mentaldan Mentaldan 

6 yang dllakUkan untuk menngkatkan mental dan Orang 116 50 50 25.000.000 Spirlual AP80 50 50 30.000.000 
Spiritual APBD 

spiritual (Mengundan (Meng,lndiang 

bimbingan sosial adalah .iyanan bantuan g Ustad) Ustad) 

psikologis •yang ditujukan mergatasi masalah 
psikososial agar dapat menlngkatkan 
keberfungs.in sosial 
(sepertl peke~• sosial, alat peraga, a.it tuls) 

Pemberian bimbingan soslal kepada keluarga 
gelandangan dan pengemis 
(pemberlan blmblngan sosial kepada keluarga 
gelandangan dan pengemis serta masyarakat 

7 dilakUkan oleh dinas sosial, dan Orarg 78 50 50 50 50 
dWasilitasi melalui lembaga yang d[etapkan oleh 
dinas sosial di Pusat Kesejahleraan Sosial yang 
berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, 
dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) 
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Talul Pencapelan SPM (2ml) Pencapalan 1PM (2027) 

No 1-tor Klrwja / Jenlsl.ai,w,ar,SPM Saluan Das.- - - lnlslasl - Penorlml - -· - lnstansl 

211123 '=' "-•-· ~ RMllsasl Angpn,n 
.,__, 

Lai,erw, Raallusl '=" ~ Anggaran - ,, __ 
Dasw 

Fasllitasi pernbuatan Nornor lnduk 

8 Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Orang 5 0 0 0 0 Kelahiran, Surat Nikah, darvatau Kartu ldentitas 
Anek / Bul<ti dokurnen kependudukan 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan 

9 dasar Orang 0 0 0 0 0 (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan 
kesehatan dasar puskesrnas/klinik/rurnah sakit) 

Pernberian pelayanan penelusuran 

10 keluarga/Bukll keberadaan keluarga Orang 78 50 50 50 50 (pencarian kelua'll" gelandangan dan pergemis 
untuktujuan reunifikasi) 

Pernberian pelayanan reunifikasi keluarga 
(pernulangan dan penyatuan kernbali 

11 
gelandangan dan pengernis dengan keluarga Orang 78 50 50 AP80 50 50 APBD yang dapat rnernberikan perawatan darvatau 10.500.000 11 .250.000 
pendarnpingan sehingga berada di lingkungan 
yang tertimungl) 

Layanan rujukan 

12 
(layanan yang diberikan kepada gelamangan Orang 0 0 0 0 0 dan pengernis yang membutuhkan layanan lebih 
lanjut dan layanan lainnya) 

13 Layanan Rujukan orang 83 40 40 14.000.000 AP80 40 40 15.000.000 AP80 

Penyediaan Layanan Kedaruralan Bagi Daerah 
yang Belum Memlllki Kendaraan Khusus 

14 Layanan Rehabilitasl Soslal Dasar Dlluar Panti orang 0 0 0 0 0 
dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan 
Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan 

Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah 
Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus 

15 Layanan Rehabllitasi Soslal Dasar Dlluar Pantl orang 0 0 0 0 0 
dan Tldak Mampu Melakukan Pengadaan 
Kendaraan Baru 

Perlindungan dan Jamtnan Soslal Pada Saal DINAS 6 dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi orang 48688 2700 2700 4.011 .000.000 APBDIAPBN 2800 2800 4.326.000.000 APBD/APBN SOSIAL Korban Bencana Daerah Kobupaten/Kota 

Terjadl Bencana APBDIAPBN APBDIAPBN DINAS 
SOSIAL 

Penyediaan pennakanan 
(penyediaan permakanan secara keseluruhan 

1 untuk korban bencana alam, bencana sos11I dan Orang 71182 2700 2700 APBDIAPBN 2800 2800 APBD/APBN DINAS 
bencana non-slam dalam bentuk bahan 900.000.000 1.000.000.000 SOSIAL 
makanan dan makanan slap saj i dan/atau 
makanan lalnnya sesual kebutuhan) 

Penyediaan sandang(pekaian laki-laki dewasa, 
pakaian dan kebutuhan khusus perempuan 
dewasa, paka11n anak laki-laki dan perempuan, 

2 
paka11n seragam sekolah anak laki-lakL pakaian 

Orang 137 2700 2700 APBDIAPBN 2tro 200) APBDIAPBN DINAS 
seragam sekolah anak perempuan, pakaian 81 .000.000 84.000.000 SOSIAL 
lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau 
kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan) 
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Tllllun Pencapallln SPM (10291 Pencapalan SPM (2027} 

No Indicator Klne,jll / Jenls Layanan 8PM 5aluan Dasar ..__ Mulu lnlsiasl - Penlllma Mulu -· - -2023 Layarw, -· Layanan -· Angga,an 
....,__, 

'=" "-kasl ~ - Anggan,n p- p-

Dlllar Cinar 

Penyediaan tempat penampungan pengungsi 
(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur 

3 
umum, tenda gulung, tenda logistik, vellbed, Unit f;1 8 8 APBDIAPBN 8 8 APBD/APBN DINAS 
matra&ltikar/alas tidur, dan/etau kelengkapan 2.000.000 SOSIAL 
tempat penampungan semertara lainnya sesual 
kebutuhan) 

Penanganan khusus bagl kelompok rentan 
(merupakan bantuan khusus yang diberikan DINAS 4 kepada Lanjut Usla, ibu hamil, Penyandang Orang 109 0 0 APBDIAPBN 0 0 APBD/APBN SOSIAL Disabilltas, dan Anak seperti popok, susu, toilet 
khusus dlsabilltas dsb.) 

Pelayanan dukungan Psikososial 
(upaya/dukungan yang dilakUkan oleh individu, 
kelompoklkomunltas diluar diri dalam sebuah 
interal<si sosial dalam kehidt.pan sehari-hari DINAS 5 yang penuh kaslh sayang, cinla, perlindungan Orang 100 0 0 APBDIAPBN 0 0 APBDIAPBN SOSIAL dan memt:antu penyesuaian diri terhada p 
masalah/sruasl sullt yang dihadapi, seperti 
terapi kejiwaan, edukasl anal<, hiburan/lrauma 
healing, dsb.) 

Tldak Terjadl Bencana 1100% dengan ca Iatan 700 700 APBDIAPBN BOO BOO APBDIAPBN DINAS 
metakukan 3 tahapanl 3.000.000.000 3.200.000.000 SOSIAL 

Melakukan pengumpulan data, perhitungan 
kebutuhan, clan perencanaan kebutuhan sesuai 
dengan nomenk1atur program/kegiatanlsub jumiah 1 2700 2700 APBDIAPBN 2800 2800 APBD/APBN DINAS 
kegiatan (dilakukan dengan mengunggah kal>1<ota 30.000.000 40.000.000 SOSIAL 
dokumen form dan/atau dokumen 
pendukung lalnnya) 

Tabel 5. 24 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

Tallun Penc:apelan SPM (20281 Pencapalan 1PM (2029) - - -No lndlkalcr Klnerja / Jenls Layanan SPM Sallian Dasar ~ Mulu lnlslasl .,_ p- Mulu 
_, 

Pen--, PelllksllNI 2023 Lll)WWI -- Layanan - Angganm La),uWI ....... , La)Wlal1 - Anggan,n 
DIISar Dlllar Dasar Dasar 

1 
Rehabllltasl Soslal Casar Penyandang Orang 247 346 346 APBD 346 346 APBD DINAS 
Dlsabllltas Terlantar di Luer Panti Soslal 327.760.000 327.760.000 SOSIAL 

Layanan date dan pengaduan 
layanan data yang diberiken kepada disabilllas 
terlantar untuk diusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 

1 
layanan pengaduan merupakan sarana untuk Orang 0 0 0 0 0 menerima dan menindaklanjuti informasi 
berupa pengaduan, keluhan, dan/atau 
pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat 
kepada dinas sosial dan/etau Pusat 
Kesejahteraan Sosial 
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Tahun Pencapalan SPM (2028) Pancapaian SPM (2028) - - lnstansl 
No lndllcator Klnerja / Jenls Layanan Sl'M Salllan DIISar -- - lnlslasl .,__ P"""'1ml - lnlslasl p..,-., Pelllksana 

211123 l..a)ianan Raelisasl Layanan 

__ , 
Angga,an l..a)ianan -I l.a)anan - Anggaran 

Casar Casar Casar Casar 

Penyediaan layanan kedaruratanllayanan 
reaksi cepat 
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat 

2 merupakan lindakan penanganan segera yang Orarg 8 25 25 25 25 
dilakukan oleh dinas soslal dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Sosial kepada panyandang 
disabilitas terlantar 

Penyedlaan permakanan Prov. 120x 
(layanan yang dilakukan olehdinas sosia l dan 600.000= Prov. 120x 
difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan 72000.000 APBD&APBD 600.000= APBD& 

3 oleh dinas sosial dal'Vatau di Pusat Orarg 221 220 220 112.000.000 & APBD100 PROV 
220 220 112.000.000 72.000.000 & APBDPROV 

Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di x400.000 
APBD100x 

desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan (sembako) 400.000 (sembako) 
dengan indeks permakanan/orang/hari) 

Penyediaan sandarg 
(berupa pembelian pakaian, pembelian 

4 perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan Orarg 180 120 120 
khusus untuk perempuan dewasa, baltta, dan 72.000.000 APBDPROV 120 120 72.000.000 APBDPROV 

yang mengalami bedridden, pembelian alas 
kakt dan kebutuhan lainnya) 

Penyediaan alat bantu 
(kursi roda, kaca mata, perreriksaan & 

5 pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, Orarg 8 25 25 APBDPROV 25 25 APBDPROV 
tongkat putih, tongkat penuntun adaptf, 
regleValat tulis untuk tuna netra dan sesuai 
dengan kebutuhan penerima disabilltas) 

Penyediaan perbekalan kesehatan 

6 
(obat umum. timbangan, pengukur tinggi Orarg 0 0 0 0 0 
badan, tellTlOmeter dan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan) 

Pemberian bimbingan fislk, mental, spiritual dan 
sosial 
bimbirgan fisik adalah kegiatan untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan 
jasrnani penerima 
peiayanan/olahraga/outbourcl/gym HDI/ 

7 bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan Orarg 80 100 100 Rekreasi / APBD 100 100 HDI/ Rekreasi / APBD 
yang dilakukan untuk menuigkatkan mental dan 140.000.000 Pemben:taya 140.000.000 Pemben:tayaan 
spiritual an 
bimbingan sosial adalah layanan bantuan 
psikologisyang ditujukan mergatasi masalah 
psikososial agar dapat meningkatkan 
keberfungsian soslal 
(seperti pekerja sosla l, alat peraga, alat tulis) 

Pemberlan bimbingan soslal kepada keluarga 
penyandang dlsabilitas tenantar 
(pemberian bimbingan sosla l kepada keluarga 
penyandang dlsabilitas terlantar serta 

8 
masyarakat dilakukan oleh dnas sosial, dan Orarg 221 25 25 25 25 
dW.silitasi melalui lembaga yang ditetapkan 
oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial 
yang berkedudukan di dasa/kelurahan/nama 
lain, dan/atau di lingkungan 
keluarga/masyarakat) 

9 
Fasilitasi pembuatan Nomor lnduk Orarg 0 0 0 0 0 
Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK 
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Tahtm 
Pencapalan SPM (2028) Pencapalan SPM (2029) - SU- lnstansl 

No lndlkator Klnerja / Jenls Layanan SPM -.an Cesar ,_ - lnlslasl 
Panda-

,_ - lnlslasl ,..,..,_, .... ...__ 
20ZII Layanan _,_, Layanan Rllallsasl Anggan,n La)enan -· ~ Reallsasl Anggaran 

Dnar c..ar c..ar 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan 

10 clasar Orarg 0 
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah clan 

0 0 0 0 

kesehatan dasar puskesrnaslklinik/rumah sakit) 

Pemberian pelayanan penelusuran 

11 kekJarga/Bukti keberadaan keluarga Orarg 0 0 0 0 0 
(pencarian keluarga penyandang disabilitas 
lerlantar untuk tujuan reunftkasi) 

Pemberlan pelayanan reunfikasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kembali 

12 
penyandang disabilitas terlantar dengan Orarg 0 
keluarga yang clapat memberikan pera watan 

0 0 0 0 

dan/atau pendampingan sehingga beracla di 
lingkungan yang terlindungi) 

Layanan rujukan 

13 
(layanan yang diberikan kepacla penyandang Orang 
disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan 

18 10 10 3.750.000 APBD 10 10 3.750.000 APBD 

lebih lanjut dan layanan lainnya) 

Rehabllltasl Soslal Dasar Anak Terlantar di APBD 800 800 APBO DINAS 
2 orang 2291 800 800 1.431.700.000 SOSIAL Luar Panti Soslal 1.431 . 700.000 

Layanan data clan pengaduan 
layanan data yang diberikan kepacla disabilitas 
terlantar untuk diusulkan masuk clalam data 
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 

1 
layanan pengaduan merupakan serana untuk Orarg 4 
menerima dan menindaklanjuti lnformasi 

0 0 0 0 

berupa pengaduan. keluhan, dan/atau 
pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat 
kepada dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Sosial 

Penyediaan layanan kedaruratan/layanan 
reaksl cepat 

2 layanan kedaruratan/layanan reaksi oepat 
merupakan tindakan penanganan segera yang 

Orang 4 2 2 750.000 
2 2 750.000 

dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Soslal kepada anak terlantar 

Penyediaan permakaran 
14/Kec. X (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan 14/Kec. X 24= 

d~silitas1 melalui lembaga yang dltetapl<an 24 = 336 + 336 + 150 (LKSA) 
3 oleh dines sosial dan/atau di Pusat Orang 2285 486 486 1.229.400.000 150 (LKSA) APBD 486 486 1.229.400.00'.J Sembako APBD 

Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Sembako @400.000 
desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan @400.000 
dengan lndeks permakananloranglhari) 

Penyediaan sanclang(berupa pembelian 
pakaian, pembelian perlengkapan mandi. 

Orang 188 336 336 
Sandang APBD 336 336 

Sandang APBD 4 pembellan kebutuhan khusus untuk perempuan 67.200.000 @200.00'.J 67.200.000 @200.000 
dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, 
pembelian alas kaki dan kebutuhan la1nnya) 
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TalKm 
Pencapelan SPM (21)28) Pencapalan BPM (2028) 

Sunmer ._ -No lndlkalor Klnerja / Jenls Layanan SPM Saluan Dllsar p-,tma - lnlslasl ,_ p- - lnlslasl 
Pendanan Pellksana 

21123 La)'lllllll1 RaoUsasi La)'anan ReeUsasl Angganin Layanan -· Layanan -lsasl Anggaran 
Dnar Dasar DIISar Dnar 

Penyedlaan perbekalan kesehatan 

5 
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi Orar(l - a a 0 0 
badan, termometerdan lainnya sesuaidengan 
kebutuhan) 

Pemberian bimbingan fisi~ mental, spiritual dan 
sosial 
bimbingan fisik adalah kegla1an untuk 
memelihara dan meningkatkan keseha.tan 
jasmani penerima 
pelayanan/olahraga/outbourd/gym TEPAK 

6 bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan Orar(l 188 100 100 
(Outbound& APBD 100 100 

TEPAK (Outbound APBD 
yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan 130.000.000 Rekreasi) 50 130.000.000 & Rel<reasi) 50 x 2 

spirttual x2 
bimbingan sosial adalah layanan bantuan 
psilrologis yang ditujukan mengatasi masalah 
psilrososial agar dapat meningkatkan 
keberfungsian sosial 
(sepertipekerja sosia l, alatperaga, aiattulis) 

Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 
anakterlantar 
(pemberian bimbingan sosial kepeda keluarga 
anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh 

7 dinas sosial, dan Orang 188 336 336 336 336 
difasilitesi melalui lembaga yang ditetapkan 
oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial 
yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama 
lain, dan/atau di lingkungan 
keluarga/masyarakat) 

8 
Fasili1asi pembuatan Nomor lnduk Orang 2 0 0 0 0 
Kependudukan/Bukti kepem11ikan NIK 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan 

9 dasar Orang 2 0 0 0 0 
(fasilitasl layanan rendidlkan selrolah dan 
kesehatan dasar puskesmaslld1nlk/rumah sakit) 

Pemberian pelayanan penelusuran 

10 
keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 
(pencarian keluarga anak tel1antar untuk tujuan 
reunifikasi) 

1 2 2 2 2 

Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kembali anak 

11 
teriantar dengan keluarga yang dapat 
memberikan perav.atan dan/atau 

Orar(l 2 2 600.000 
APBD 2 2 600.000 

APBD 

pendampingan sehingga berada di lingkungan 
yang terlindungi) 

Layanan rujukan 

12 
(layanan yang diberikan kepada anak terlantar Orang 3 10 10 APBD 10 10 3.750.000 APBD 
yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan 3.750.000 
layanan lainnya) 

3 
Rehabilitasi Soslal Dasar Lanjut Usla 320 444 444 APBD 444 444 APBD DINAS 
Te~antar di Luar Pantl Sos ial 

orang 394.800.000 394.800.000 SOSIAL 
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Tallun 
Pencapalan SPM (2028) P•capalan SPM (202I) 

No lndlkatcr Klnelja I Janis Layanan SPM -.an Cesar lnlslasl - lnlsiasl SU- lns1ansl ,,_ - ,._.,.... p- - Pen--, Pelllksane 
2Cm Layanan Rae-I Layanon RHllsasl Anggaran ~ Reabal u:=" Reallsasl Anggaron 

Daer Dasar 

Layanan data clan pengaduan 
layanan data yang diberlkan kepada disabilltas 
terlantar untuk diusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan 

1 pengaduan merupakan sarana untuk menerima Orang 6 0 0 0 0 
dan menindaklanjuti informasi berupa 
pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang 
disampaikan oleh masyarakat kepada dinas 
sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 

Penyediaan layanan kedaruratan/layanan 
reaksi oepat 
layanan kedaruratan/layanan reaksi oepat 

2 merupakan tindakan penanganan segera yang Orang 6 8 8 
dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat 

1.800.000 APBD 8 8 1.800.000 APBD 

Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia 
ter:antar 

Penyediaan permakanan 14/Kec. X 
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosia I dan 24 = 336 & 14/Kec. X 24 = 
difasilltasi melalui lembaga yang ditetapkan 100 336 & 100 

3 oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Orang 316 436 436 174.400.000 Cadangan APBD 436 436 174.400.000 Caclangan APBD 
Kesejahteraan Soslal yang t:erkedudukan di Sembako Sembako 
desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan @400.000 @400 000 
dengan indeks pennakanan/orang/harl) 

Penyediaan sandang 
(berupa pembelian pakaian, pembelian 

4 perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan Orang 316 436 436 
Sandang APBD 436 436 Sandang APBD 

khusus untuk perempuan dewasa, bal rta, dan 87.200.000 @200.000 87.200.000 @200.000 
yang mengalami bedridden, pembelian alas 
kaki dan kebutuhan lainnya) 

Penyediaan a lat bantu 
(kursi roda, kaca mata, pemerlksaan & 

5 pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, Orang . 
tongkat putih, tongkat penuntun adapt~, 

0 0 0 0 

regletialat tulis untuk tuna netra dan sesuai 
dengan kebutuhan penerima d,sabilltas) 

Penyediaan perbekalan kesehatan 

6 
(obat umum timbangan, pengukurtinggi Orang 0 0 0 0 
badan, tennometer dan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan) 

Pemberian bimbingan fisik, mental, spirltual clan 
soslal 
bimbingan fisik adalah kegk1tan untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan 
jasmani penerlma 
peayanan/olahraga/outbourdlgym 

7 bimbingan mental clan spiritual adalah kegiatan Orang 5 100 
yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan 

100 130.000.000 
100 100 130.000.000 

spiritual 
bimbingan sosial adalah layanan bantuan 
psikologis yang dltujukan rnengatasi masalah 
ps1kososlal agar dapat meningkatkan 
kebe~ungslan sosial 
(seperti pekerja sosia l, alat peraga, alat tulis) 
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Tllhun Pa!capelan SPM (202B) Pencapalan SPM(2029) ...... - -· No 1-rKlnerp,/Jenls LayananSPM ...... 0.. l'eMrtmll - lnlslasl ............. PMWlma - -· Pan-
...,_ 

llllZI ...... Raellsasi ~ ... -· Angpran '= - ~ - Anggan,n 
Daser 

Pemberian bimblngan sosial kepada keluarga 
lanjut usia terlantar 
(pemberian bimblngan sosial kepada keluarga 
lanjut U8ia teriantar serta masyarakat dilakukan 

8 oleh dinas soslal, dan Orang 6 8 8 8 8 difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan 
oleh dinas sosial di Pl,;at Kesejahteraan Soslal 
yang berisedudukan di desa/kelurahan/nama 
lain, dan/atau di lingkungan 
keluarga/masyarakat) 

9 Fasilitasi pembuatan Noroor lnduk Orarg a a 0 a Kependudukan/Bukti kepem1likan NIK 

Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan 

10 
dasar 

Orarg . a a 0 a (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan 
kesehatan dasar puskesmas/kliniklrumah sakil) 

Pemberian pelayanan penelusuran 

11 keluargaA3ukti keberadaan keluarga(pencarian Orarg 6 8 8 B 8 kelUarga lanjut usla teriantar untuk tujuan 
reunifikasi) 

Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kemball lanjut usla 

12 
terlantar dengan kelUarga yang dapat 
memberikan perawatan darvatau Orang . a a a a 
pendamplngan sehngga berada di lingkungan 
yang te~indungi) 

Layanan rujukan 

13 
(layanan yang diberikan kepada lanjut usia Orang 6 8 8 APB□ B B 3.000.000 

APB□ 
terlantar yang membutuhkan layanan leblh 3.000.000 
lanjut dan iayanan iainnya) 

Rehabllltasl Soslal Oasar Tuna Soslal DINAS 4 Khususn)l8 Golanclangan clan Pengemls di orang 140 110 80 APBD 80 80 126.830.000 
APBD SOSIAL 

Luar PanU Soslal 128.830.000 

Layanan data dan pengaduan 
layanan data yang diberikan kepada disabilitas 
terlantar untuk dlusulkan masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan soslal (DTKS) 

1 layanan pengaduan merupakan sarans untuk Ora'lj 0 a a a a menerima dan menindakia'!l.ti irtormasi 
berupa pergaduan, keluhan, danlatau 
pertanyaanyang disampaikan oleh masyarakat 
kepada dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Soslal 

Penyediaan layanan kedaruratan/layanan 
reaksl cepat 
layanan kedaruratanllayanan reaksi cepat 

2 merupekan tindakan penanganan segera yang Orarg 83 0 a 0 0 
dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat 
Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan 
pengemis 

110 



Tahm Pancapalan SPM (2ll2S) p..,a,palan 1PM (2028) -- lnlslasl -No ~, Klnerja /Jenls Layanan lll'M _,.., a.. P-'""' - lnlslasl ,._ p_.... - ...,,_, Pelalcsana 211123 '-:' Rallsasl ~ - Anggaran l.a)OIIWI Raalllasi l.a)IIFw1 - Anggan,n 
DIISar Dllur 

Penyediaan permakanan 
(la ya nan yang dilakukan oleh dinas sosla I dan 
difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan 

APBD 3 oleh dinas sosial danlatau d1 Pusat Orang 140 950 950 42.180.000 APBD 950 950 42.180.000 Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di 
desa/l<elurahan/nama lain dan disesuaikan 
dengan indeks permakananloranglhari) 

Penyediaan sandang 
(berupa pembelian pakaian, pembelian 

4 periengkapan mandi, pembelian kebutuhan Orang 00 ro APBD 90 00 27.000.000 APBD khusus untuk perempuan dewasa, balrta, dan 27.000.000 
yang mengalami bedridden, pembelian alas 
kaki dan kebutuhan lainnya) 

Penyediaan perbekalan kesehatan 

5 (ot:et umum tlmbangan, pengukur tinggi Orang 8 , 1 APBD 1 , APBD badan, terrnometerdan lainnya sesuai dengan 1.200.000 1.200.000 
kebutuhan) 

Pemberian blmblngan fisik, mental, spiritual dan 
sosial 
bimbingan fisik adaiah kegiatan untuk 
memeiihara dan meningkatkan kesehatan 
jasmani penerima 

Biml>ngan Bimbingan Mental peayananlo!ahraga/outoour<l'g>/m 
Mentaldan 

6 blmbingan mental dan spirltwl adalat1 kegiatan Orang 116 50 50 Spirltual APBD 50 50 
danSpiritual APBD yang dilakukan untuk menngkatkan mental dan 30.000.000 30.000.000 (Mengundang 

spiritual (Mengundan Ustad) 
bimbingan sosial adaiah layanan bantuan gUstad) 

ps1kologis yang ditujukan mengatasi masalah 
ps1kososial agar de pal meningkatkan 
keberfungslan sosial 
(seperti pekerja sosia l, alat peraga, ala! lulls) 

Pemberlan blmbingan soslal kepada keluarga 
gelandangan dan pengemis 
(pemberian blmblngan sosial kepada ke luarga 
geiandangan dan pengemis serta masyarakat 

7 dilakukan oleh dinas sosial, den Orang 78 50 50 50 50 difasilitasi meialui lembaga yang ditetapkan 
oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Soslal 
yang berl<edudukan di desalkelurahan/nama 
lain, dan/atau di llngkungan 
keluarga/masyarakat) 

Fasilifasl pembuatan Nomor lnduk 

8 Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Ak!a Orang 15 0 D D 0 Keiahiran, Surat Nikah, denlatau Kartu idenlifas 
Anak / Bukti dokumen kependudukan 

Akses ke layanan pendidikan den kesehatan 

9 desar Orang 0 D 0 D 0 (fasilifasi a1•anan pendidikan sekolah clan 
kesehatan dasar puskesmasl1<1inik/rumah saklt) 

Pemberian pelayanan penelusuran 

10 keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 78 50 50 50 50 (pencarian keluarga gelandargrn dan 
pengemis untuk tu1uan reunif1kasi) 
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Tahun Pencapalan SPM (2028) Pencapalan SPM (211211) 
SU- - lns1ansl 

No lndllcatcr Klnerja / Jenls Layanan Sl'M Saluan Dasar Penerlma - lnlslasl ,_,, Ponerlma - lnislasl ,..._ Pelaksana 2Cm Layanan RMllsasi Layanan _ ,1sasI Anggaran Layanan --· Layanan Rieallsasl Anggan,n 
Dasar Casar Dasar Dllsar 

Pemberian pelayanan reunif1kasi keluarga 
(pemulangan dan penyatuan kembali 

11 gelandar>;ian dan pengem~ der>;ian keluarga Orarg 76 50 50 APBD 50 50 APBD yang dapat memberikan perawatan dan/atau 11.250.000 11 .250.000 
pendampir>;ian sehingga berada di lir>;ikur>;ian 
yang te~indurgi) 

Layanan rujukan 

12 (layanan yang diberikan kepada gelandar>;ian Orarg 0 a 0 a 0 dan pengemis yar>;i membutuhkan .iyanan 
lebih lanjut dan .iyanan laWlnya) 

13 Layanan Rujukan orang 83 4J 4J 15.000.000 APBD 4J 4J 15.000.000 
APBD 

Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah 
yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus 

14 Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti orang 0 0 a a 0 
dan Mampu Melakukan Pef'!l"daan Kendaraan 
Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan 

Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah 
Yar>;i Belum Memiliki Kendaraan Khusus 

15 Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti orang 0 0 0 a 0 
dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan 
Kendaraa n Baru 

Perllndungan don Jamlnan Soslal Pada Saal DINAS 
5 dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi orang 48588 2860 2860 4.729.500.000 APBD/APBN 3000 3000 7.331 .500.000 APBDIAPBN SOSIAL Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota 

Terjadl Bencana APBD/APBN APBD/APBN DINAS 
SOSIAL 

Penyedlaan permakaran 
(penyediaan permakanan secara keseluruhan 

1 untuk korban bencana alam, bencana soslal Orarg 7882 2850 2650 APBDIAPBN 3000 3000 APBDIAPBN OINAS 
dan bencana non-alam dalam bentuk bahan 1.200.000.000 1.500.000.000 SOSIAL 
makanan dan makanan siap saji dan/atau 
makanan la innya sesuai kebutuhan) 

Penyediaan sandang(pakaian lakl-laki dewasa, 
pakaian dan kebutuhan khusus perempuan 
dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, 

2 pakaian seragam sekolah anak lakl-laki, Orarg 137 2650 2650 APBD/APBN 3000 3000 APBDIAPBN DINAS 
pakaian seragam sekolah arak perempuan, 85.500.000 125.000.000 SOSIAL 
pakaian .iinnya sesual kebutuhan, selimut, 
dan/atau kidware dan penyediaan lalnnya 
sesuai der>;ian kebutuhan) 

Penyediaan tempat penamp.mgan pengungsi 
(tends pengungsl, tenda keluarga, tenda dapur 

3 
umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, Unit r;r 50 50 APBD/APBN 50 50 APBD/APBN OINAS 
matrasAikar/alas tidur, dan/atau kek!rqkapan 12.500.000 75.000.000 SOSIAL 
tempat penampur>;)8n sementara lainnya 
sesuai kebutuhan) 

Penar>J8nan khusus bagi keklmpok rentan 
(merupakan bantuan khusus yarq diberikan OINAS 

4 kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Orarg 109 0 0 APBD/APBN a 0 APBDIAPBN 
SOSIAL Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet 

khusus disabilltas dsb.) 
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Tahun Pencapalan SPM (2028) Pencapalan SPMC2028) 

No lndllmtor Klnerja / Jenls Layanan SF'M SallJan DIISar lnlslasl -,,__ 
~ ,.___,, p- ~ 

2IIIZ3 La~ -llsasl La)'1111811 -· Angpran La)iata, RMllsasl i.a,.,., Raallsasl 
Dnar Dnar Dnar o.ar 

Pelayanan dukungan Psikososial 
(upaya/dukurgan yang dllakukan oleh lndivldu, 
kek>mpol<lkomunltas dlluar diri dalam sebuah 
interaksi soslal dalam kehldupan sehari-llari 

5 yang penuh kasih sayang, cinta, perlindurgan Orarg 100 0 0 APBDIAPBN 0 0 
dan membantu penyesualan dirl terhadap 
masalah/situasl sulit yang dihadapi, seperti 
te rap; kej ,waan, edukasi ana~ hiburanltrauma 
healing, dsb.) 

TldakTerjadl Bencana (100% dengan 
850 850 APBDIAPBN 850 850 catatan melakukan 3 tahapan) 3.400.000.000 

Melakukan pengumpulan data, perhrtungan 
kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai 
dergan nomenklatur prograrntkegiatan/sub jumlah 1 0 0 APBDIAPBN 0 0 kegiatan (dilakukan dengan mengunggah kal>l«>ta 31.500.000 
dokumen form dan/atau dokumen 
pendukung lainnya) 

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 

5.3.1 Urusan Pendidikan 

Tabel 5. 25 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Pendidikan 

lndlkator Program/ 2024 202S 2026 2027 
Progrwn,'l(eglat No Sub Kegialan Keglatan / SUb Saluan Target Saluan Target Target Target Target Keglatan Klnerja Rp 

Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerpl Rp Klnerja 

PROGRAM 
1 PENGELOLAAN 

PENOIOIKAN 

Pengelolaan Tingkat partislpasl % 89 4.794.614.912 % 77,36 18.175.000.000 100 2.354.206.592 100 2.354.206.592 100 
Pendidikan Anak warga negara usia 5-6 
Usia Dini (PAUO) tahun yang 

berpartisipasl dalam 
PAUD 

Rehabmtasi Jumlah Ruang Kelas Ruang 51 2.440.408.320 Ruang 143 10.675.000.000 143 10.675.000.000 143 10.675.000.000 143 
Sedang/Berat Sekolah yang Telah 
Gedung/Ruang Direhabilltasi 
Kelas/Ruang Guru Sedang/Berat 
PAUD 

Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik - - - - -
Personil Peserta PAUD yang Menerima 
Didik PAUD Biaya Personil Peserta 

Didik 

lnlslasl - -....,_, Pellllcsana 
Anggaran 

OINAS APBD/APBN SOSIAL 

APBDIAPBN OINAS 
5.600.000.000 SOSIAL 

APBDIAPBN DINAS 
31 .500.000 SOSIAL 

2028 2029 
Pwangka 

Target tDaerah Rp Klnerja Rp 

2.354.206.592 100 2.354.206.592 

10.675.000.000 143 10.675.000.000 

- -
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lndilcator Program / 
2024 202S 2026 'llYZT 2028 2029 

Progran1(eglllt Perangka 
No Sub Keglatan Keglatan / Sub Satu.ln Target Saluan Target Target Target Target Target to.rah 

Keglatan Klnelja Rp Kinetja Rp Klnerja Rp Kinarja Rp Klnelja 
Rp Klnerja 

Rp 

Penyediaan Jumlah Pendldik dan . . . . . . . . 
Pendidlk dan Tenaga Kependidikan 
Tenaga yang Tersedla pada 
Kependidikan bagl PAUD 
Saluan PAUD 

Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 679 49.089.753 Dokume 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 
Perencanaan, Koordinasi, n 
Supervisi dan Perencanaan, 
Evaluasi Layanan di Supervisi dan Evaluasi 
Bidang Pendldikan Layanan di Bldang 

Pendidikan 
Pembangunan Jumlah Ruang Kelas Ruang 6 2.305.116.839 Ruang 40 7.000.000.000 40 7.000.000.000 40 7.000.000.000 40 7.000.000.000 40 7.000.000.000 
Ruang Keias Baru Baru yang Bertambah 

Pembangunan USB Jumlah Unit Sekoiah . . . . . . . 
(Unit Sekolah Baru) Baru yang Bertambah 

Pengadaan Jumiah Periengkapan . . . . . . . . 
Perlengkapan Peserta Dldik yang 
Peserta Didik Tersedia 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Tingkat partisipasi % 94 13.843.668.720 % 95,6 71 .975.853.000 
Pendidikan warga negara usia 7-12 
Sekolah Dasar tahun yang 

Berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

Pembangunan USB Jumlah Unit Sekolah 
(Unit Sekoiah Baru) Baru yang Bertambah 

Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasll Dokume m 200.000.000 723 200.000.000 723 200.000.000 723 200.000.000 m 200.000.000 
Perencanaan, Koordinasi, n 
Supervisi dan Perencanaan, 
Evaluasi Layanan di Supervisi dan Evaluasl 
Bidang Pendidikan Layanan di Bidang 

Pendidikan 

Pengadaan Pengadaan Pake! 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 
Perlengkapan PenengkapanPeserta 
Peserta Didik Didik 

Pembangunan Jumiah Ruang Kelas Ruang 3 1.969.072.569 Ruang 9 2.033.300.000 89 11 .874.596.151 89 11 .874.596.151 89 11 .874.596.151 89 11 .874.596.151 
Ruang Kelas Baru Baru yang Bertambah 

Rehabilitasi Jumiah Ruang Kelas Ruang 89 11 .874.596.151 Ruang 259 68.637.153.000 259 68.637.153.000 259 68.637.153.000 259 68.637.153.000 259 68.637.153.000 
Sedang/Berat Sekolah yang Telah 
Ruang Kelas Direhabilltasi 
Sekolah Sedang/Berat 
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lndikator Program/ 
2024 21121 2026 2027 2028 2029 

Prognm/Keglatan/ Perangka 
No Sub Kegiatan Keglatan / Sub Saluan Target Saluan Target Target Target Target Target t Daerah 

Keglatan Klnerja Rp Kinelja Rp Klnelja Rp Kinelja Rp Kinerja 
Rp Klnelja Rp 

Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Peserta 10654 1.065.400.000 10654 1.065.400.000 10654 1.065.400.000 10654 1.065.400.000 10654 1.065.400.000 
Personil Peserta Sekolah Dasar yang Didik 
Didik Sekolah Menerima Blaya 
Dasar Personil Peserta 

Didik 

Pengelolaan Tingkat partisipasi % 84 6.262.031 .774 % 90,98 16.580.410.000 
Pendidikan warga negara usia 13-
Sekolah 15 tahun yang 
Menengah berpartisipasl dalam 
Pertama pendidikan menengah 

pertama 

Pembangunan USB Jumlah Unit Sekolah 
(Unit Sekolah Baru) Baru yang Bertambah 

Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas Ruang 25 4.628.994.426 Ruang 85 14.125.000.000 85 14.125.000.000 85 14.125.000.000 85 14.125.000.000 85 14.125.000.000 
Sedang/Berat Sekolah yang Telah 
Ruang Kelas Direhabilitasi 
Sekolah Menengah Sedang/Berat 
Pertama 

Penyediaan Biaya Jumlah Peserta didlk Peserta 13.725 2.058. 750.000 13.725 2.058. 750.000 13.725 2.058.750.000 13.725 2.058.750.000 13.725 2.058.750.000 
Personil Peserta Sekolah Menengah Didik 
Didik Sekolah Pertama yang 
Menengah Pertama Menerima Biaya 

Personil Peserta Didik 

Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Dokume 723 150.000.000 723 150.000.000 723 150.000.000 723 150.000.000 723 150.000.000 
Perencanaan, Koordinasi, n 
Supervisl dan Perencanaan, 
Evaluasi Layanan di Supervisi dan Evaluasi 
Bidang Pendidlkan La ya nan di Bida ng 

Pendidikan 

Pembangunan Jumlah Ruang Kelas Ruang 1 1.633.037.348 Ruang 1 206.660.000 1 206.660.000 1 206.660.000 1 206.660.000 1 206.660.000 
Ruang Kelas Baru Baru yang Bertambah 

Pengadaan Jumlah Perlengkapan Paket 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 
Perlengkapan Peserta Didik yang 
Peserta Oidik Tersedia 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Tingkat partislpasi % 12,60 6.135.063.300 % 53,60 32.035.000.000 12,6 53.681 .876.210 12,6 53.681 .876.210 12,6 53.681 .876.210 12,6 53.681 .876.210 
Pendidikan warga negara usla 7-18 
Nonfonnal/Kesetar tahun yang belum 
aan menyelesalkanpendidlk 

an dasardan 
3 menengah yang 

berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Peserta 3500 12.610.000.000 3500 12.610.000.000 3500 12.610.000.000 3500 12.610.000.000 3500 12.610.000.000 
Personil Peserta Nonformal/ Kesetaraan Didik 
Didik yang Menerima Biaya 
Nonformal/Kesetara Personil Peserta Didik 
an 
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lndikator Program/ 2024 2025 2026 'JIYZ1 2028 2029 

No PrognmKeglatan/ Keglatan / Sub Satwin saiuan 
Penngka 

Sub Kegiatan Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp t Daerah 
Klnerja Klnerja Klnerja Kinerja Klnerja Klnerja 

,-
Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 675 50,063.300 Dokume 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 250 1.000.000.000 
Perencanaan, Koordinasi, n 
Supervisi dan Perencanaan, 
Evaluasi Layanan di Supervisi dan Evaluasi 
Bidang Pendidlkan Layanan di Bldang 

Pendidikan 
Pengadaan Jumlah Perlengkapan - - - - - - -
Perlengkapan Peserta Didik yang 
Peserta Didik Tersedia 

Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Ruang 1 3.120.000.000 Ruang 65 8.000.000.000 65 8.000.000.000 65 8.000.000.000 65 8.000.000.000 65 8.000.000.000 
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 
Kelas/Ruang Guru Nonfonnal/Kesetaraan 
Nonfonnal/Kesetara yang Telah Dibangun 
an 

Pembangunan USB Jumlah Unit Sekolah - - - - - - - -
(Unit Sekolah Barul Baru vano Bertambah 
Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas Ruang 62 2.965.000.000 Ruang 154 10.425.000.000 154 10.425.000.000 154 10.425.000.000 154 10.425.000.000 154 10.425.000.000 
Sedang/Berat Sekolah yang Telah 
Ruang Kelas Direhabilltasi 
Sekolah Sedang/Berat 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan lklim Keamanan SD % 73,71 3.108.034.000 % 74,71 2.203.434.000 74.71 73.71 74.71 73.71 74.71 
Pendidikan 

9 Sekolah Dasar 
Pembinaan Jumlah Sekolah Dasar Saluan 63 2.654.600.000 Saluan 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 
Kelembagaan dan yang Dilaksanakan Pendidika PEndidl 
Manajemen Pembinaan n kan 
Sekolah Kelembagaan dan 

manajemen sekolah 
Sosialisasi dan Terlaksananya Kegiata 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 
Advokasi Kebijakan Pembinaan n 
Bidang Pendidikan Kelembagaan dan 

Manaiemen Sekolah 
Pemberian layanan Jumlah kegiatan Kegiata 48 50.000.000 48 50.000.000 48 50.000.000 48 50.000.000 48 50.000.000 
pendampingan bagi pendampingan bagi n 
satuan pendldikan satuan pendidikan 
untuk pencegahan untuk pencegahan 
perundungan, perundungan, 
kekerasan, dan kekerasan, dan 
intoleransi intoleransi 
Bimbingan Teknis. Jumlah Peserta Peserta 90 453.434.000 Peserta 90 453.434.000 90 453.434.000 90 453.434.000 90 453.434.000 90 453.434.000 
Pelatihan, dan/atau Bimblngan Teknis, 
Magang/PKL untuk Pelatlhan, danlatau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasltas Bldang Peningkatan Kapasltas 
Pendidikan Bldang Pendidikan 

yang dilaksanakan 
Fasilitasi Komunltas Komunitas Belajar KOmuni 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 
Belajar Pendldik Pendidik dan Tenaga tas 
dan Tenaga Pendidik yang 
Ketndidikan terfasilltasi 
*) imbingan Terlaksananva 
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lndikator Program/ 
2024 2025 2026 2027 2028 2028 

No Prognm/Keglatan/ Keglatan / Sub Saluan Saluan 
Perangka 

Sub Keglalan Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp t Daerah 
Klnelja Kinerja Klnetja Kinerja Klnerja Klnerja 

Teknis, Pelatlhan, Bimbingan Teknis, 
dan/atau Pelalihan, dan/alau 
Magang/PKL unluk Magang/PKL unluk 
Peningkalan Peningkalan Kapasitas 
Kapasltas Bidang 
Pendidikan 

Bidang Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan lklim Keamanan SMP % 68,06 3.707.600.000 % 69,89 1.245.000.000 69.89 68.06 69.89 68.06 69.89 
Pendidikan 

4 Sekolah 
Menengah 
Pertama 
Pembinaan Jumlah Sekolah Saluan 94 3. 707.600.000 Saluan 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 
Kelembagaan dan Menengah Pertama Pendidika Pendidi 
Manajemen tang Dilaksanakan n kan 
Sekolah embinaan 
Sosialisasi dan Terlaksananya Kegiata 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 
Advokasi Kebijakan kegialan sosialisasi n 
Bidang Pendidikan dan advokasi kebijakan 

di bidana Pendidikan 
Pemberian layanan Jumlah kegialan Kegiata 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 
pendampingan bagi pendampingan bagi n 
satuan pendidikan saluan pendidikan 
unluk pencegahan unluk pencegahan 
perundungan, perundungan, 
kekerasan, dan kekerasan, dan 
intoleransi intoieransi 
Bimbingan Teknis, Jumiah Peserta Peserta 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Pelalihan, dan/ atau Bimbingan Teknis, Didik 
Magang/PKL unluk Pelalihan, dan/alau 
Peningkalan Magang/PKL unluk 
Kapasitas Bldang Peningkatan Kapasltas 
Pendidikan Bidang Pendidikan 

yang dilaksanakan 
Fasilitasi Komunitas Komunitas Belajar KOmuni 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 
Belajar Pendldik Pendidik dan Tenaga las 
dan Tenaga Pendidik yang 
Kependidikan terfasilitasi 
' ) Bimbingan Terlaksananya 
Teknis, Peialihan, Bimbingan Teknis, 
dan/atau Pelalihan, dan/alau 
Magang/PKL untuk Magang/PKL untuk 
Peningkatan Peningkatan Kapasilas 
Kapasltas Bldang 
Pendidlkan 

Bidang Pendidlkan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan lklim Kebhinekaan SD % 75,79 2.654.600.000 % 78,05 2.150.000.000 78.05 75.79 78.05 75.79 78.05 

5 
Pendidikan 
Sekolah Dasar 
Pembinaan Jumlah Sekolah Dasar Saluan 63 2.654.600.000 Saluan 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 
Kelembagaan dan yang Dilaksanakan Pendidika Pendidi 
Manajemen Pembinaan n kan 
Sekolah 

117 



lndikator Program/ 
202' 2025 2026 2027 2028 2029 

No PrognmKeglatm1' Keglatan / Sub Saluan Saluan Peranglla 
Sub Kegiatan Kegiatm'I Taget Rp Target Rp T.-gat Rp Target Rp Target Rp Target Rp tDaerah 

Klnerja Klnelja Klnelja Kinelja Klnerja Klnerja 
-

Kelembagaan dan 
manajemen sekolah 

Sosialisasl dan Terlaksananya Kegiata 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 
Advokasl Kebljakan Pembinaan n 
Bidang Pendidikan Kelembagaan dan 

Manaiemen Sekolah 
Pemberian layanan Jumlah kegiatan Kegiata 48 50.000.000 48 50.000.000 48 50.000.000 48 50.000.000 48 50.000.000 
pendampingan bagi pendampingan bagi n 
satuan pendidikan satuan pendidikan 
untuk pencegahan untuk pencegahan 
perundungan, perundungan, 
kekerasan, dan kekerasan, dan 
intoleransi intoleransi 
Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 
Pelatihan, dan/atau Bimbingan Teknis, Didik 
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasitas Bidang Peningkatan Kapasltas 
Pendidikan Bidang Pendidikan 

yang dllaksanakan 
Fasilitasi Komunitas Komunltas Belajar KOmuni 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 
Belajar Pendidlk Pendidik dan Tenaga las 
dan Tenaga Pendidik yang 
Kependidikan terfasilitasi 
•J Bimbingan Terlaksananya 
Teknis, Pelatihan, Bimbingan Teknis, 
dan/atau Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk Magang/PKL untuk 
Peningkatan Peningkatan Kapasltas 
Kapasltas Bidang 
Pendidikan 

Bidang Pendidlkan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan lklim Kebinekaan SMP % 73,20 3.707.600.000 % 74.35 1.245.000.000 74.35 73.20 74.35 73.20 74.35 
Pendidikan 

6 Sekolah 
Menengah 
Pertama 
Pembinaan Jumlah Sekolah Saluan 94 3.707.600.000 Saluan 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 
Kelembagaan dan Menengah Pertama Pendidika Pendidl 
Manajemen tang Dilaksanakan n kan 
Sekolah embinaan 
Sosialisasi dan Terlaksananya Kegiata 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 
Advokasi Kebijakan kegiatan soslallsasl n 
Bidang Pendidikan dan advokasl kebijakan 

di bldang Pendldikan 
Pemberlan layanan Jumlah keglatan Kegiata 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10,000.000 48 10.000.000 
pendampingan bagi pendampingan bagl n 
satuan pendldikan satuan pendidikan 
untuk pencegahan untuk pencegahan 
perundungan, perundungan, 
kekerasan, dan kekerasan, dan 
intoleransi lntoleransi 
Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Pelatihan, dan/ atau Bimbingan Teknis, Didik 
Magang/PKL untuk Pelatihan dan/atau 
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lndikator Program/ 
2024 202f 2028 2027 2028 2029 

No 
ProgranlKeglata 

Keglnan/Sub Sablan Saluan 
Perangka 

Sub Keglatan Keglatan Target 
Rp Target Rp Target 

Rp 
Target Rp T.-get Rp T.-get Rp tDaerah 

Klnetja Kinerja Klnerja Klnerja Klnerja Klnetja 

Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasitas Bldang Peningkatan Kapasltas 
Pendldikan Bidang Pendldikan 

yang dilaksanakan 
Fasilltasi Komunltas Komunitas Belajar KOmuni 350 570,000.000 350 570.000.000 350 570,000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 
Belajar Pendidlk Pendidik dan Tenaga tas 
dan Tenaga Pendidik yang 
Kependidikan terfasilitasi 
•> Bimbingan Terlaksananya 
Teknis, Pelatihan, Bimbingan Teknis, 
dan/atau Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk Magangf PKL untuk 
Peningkatan Peningkatan Kapasitas 
Kapasitas Bidang 
Pendldikan 

Bidang Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan lklim lnklusivitas SD % 61 ,56 2.654.600.000 % 63,60 2.150.000.000 63.60 61 .56 63.60 61 .56 63.60 
Pendidikan 

7 Sekolah Dasar 
Pembinaan Jumlah Sekolah Dasar Satuan 63 2.654.600.000 Saluan 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 783 450.000.000 
Kelembagaan dan yang Dilaksanakan Pendidika PEndidi 
Manajemen Pembinaan n kan 
Sekolah Kelembagaan dan 

manaiemen sekolah 
Sosialisasi dan Terlaksananya Kegiata 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 
Advokasi Kebijakan Pembinaan n 
Bldang Pendldikan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 
Pemberlan layanan Jumlah kegiatan Kegiata 48 50,000.000 48 50.000.000 48 50,000.000 48 50,000.000 48 50,000.000 
pendampingan bagi pendamplngan bagl n 
satuan pendldlkan satuan pendldlkan 
untuk pencegahan untuk pencegahan 
perundungan, perundungan, 
kekerasan, dan kekerasan, dan 
lntoleransi intoleransi 
Blmbingan Teknls, Jumlah Peserta Peserta 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 
Pelatihan, dan/atau Bimbingan Teknis, 
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magangf PKL untuk 
Kapasitas Bidang Peningkatan Kapasltas 
Pendidikan Bidan~ Pendidikan 

yang ilaksanakan 
Fasllltasi Komunltas Komunitas Belajar KOmuni 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1 .050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 
Belajar Pendldik Pendidik dan Tenaga tas 
dan Tenaga Pendidik yang 
Kependldikan terfasi litasi 
•> Bimbingan Terlaksananya 
Teknis, Pelatlhan, Bimbingan Teknls, 
dan/atau Pelatihan, dan/atau 
Magangf PKL untuk Magangf PKL untuk 
Peningkatan Peningkatan Kapasitas 
Kapasitas Bidang Bidang Pendidikan 
Pendidikan 
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lndikator Program/ 
2024 2026 2028 2027 2028 2029 

Program/Kegiatan/ Perangka No Sub Kegiatan Kegiatan / Sub Saluan Target Satuan Target Target Target Target Target t Daerah Kegiatan Klnetja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENOIOIKAN 
Pengelolaan lklim lnklusivitas SMP % 60,63 3.707.600.000 % 61 ,76 1.245.000.000 61.76 60.63 61 .76 60.63 61 .76 
Pendidikan 

8 Sekolah 
Menengah 
Pertama 
Pembinaan Jumlah Sekolah satuan 94 3.707.600.000 satuan 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 783 400.000.000 
Kelembagaan dan Menengah Pertama Pendidika Pendidi 
Manajemen tang Dilaksanakan n kan 
Sekolah embinaan 
Sosialisasi dan Terlaksananya Kegiata 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 120 15.000.000 
Advokasi Kebijakan kegiatan sosialisasi n 
Bidang Pendidikan dan advokasi kebijakan 

di bidana Pendidikan 
Pemberian layanan Jumlah kegiatan Kegiata 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 48 10.000.000 
pendampingan bagi pendampingan bagi n 
satuan pendidikan satuan pendidikan 
untuk pencegahan untuk pencegahan 
perundungan, perundungan, 
kekerasan, dan kekerasan, dan 
intoleransi intoleransi 
Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Pelatihan, dan/ atau Bimbingan Teknis, Didik 
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasttas Bidang Peningkatan Kapasttas 
Pendidikan Bidan~ Pendidikan 

yang ilaksanakan 
Fasilitasl Komunltas Komunitas Belajar KOmuni 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 
Belajar Pendidlk Pendidlk dan Tenaga tas 
dan Tenaga Pendldik yang 
Kependidikan terfasilttasi 
*) Bimbingan Terlaksananya 
Teknis, Pelatlhan, Bimbingan Teknis, 
dan/atau Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk Magang/PKL untuk 
Peningkatan Peningkatan Kapasitas 
Kapasitas Bidang Bidang Pendidikan 
Pendidikan 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan Rata-rata kemampuan % 80,00 2.344.663.500 % 83,00 8.657.200.000 83.00 80.00 83.00 80.00 83.00 
Pendidikan Literasi SD 
Sekolah Dasar berdasarkan asesmen 

nasional 

10 Penyediaan Jumlah Pendidlk dan Pendidi 1.191 3.565.200.000 1.1 91 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan kdan 
Tenaga yang Tersedia pada Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kependi 
Saluan Pendidikan Sekolah Dasar dikan 
Sekoiah Dasar 
Pengembangan Jumlah Pendidik dan Orang 1.500 344.663.500 
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Tenaga vano Mendaoatkan 
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lndlkator Program/ 
2024 2026 2026 2027 2028 2029 

No Progran/Kegiatan/ Keglatan / Sub Saluan Saluan Perangka 
Sub Kegiatan Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp tO-ah 

Klnelja Kinelja Klnelja Kinelja Kinelja Klnerja 

Kependidikan pada Fasilitasi Kenaikan 
Saluan Pendidikan PangkaVGolongan, 
Sekolah Dasar Pemberian Promosi, 

Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Pembinaan Jumlah Orang yang Orang 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Penggunaan Mendapatkan 
Teknologi, lnformasi Pembinaan 
dan Komunikasi Penggunaan 
(TII<) untuk Teknologi, 
Pendidikan lnformasi dan 

Komunikasi (TII<) untuk 
Pendidikan 

Pengembangan Jumlah konten digital Konten 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 
konten digital untuk untuk pendidikan yang 
pendidikan telah dikembangkan 
Pelatihan Jumlah peserta Peserta 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 
Penggunaan pelatihan penggunaan 
Aplikasi Bidang aplikasi di bidang 
Pendidikan pendldikan yang 

dilaksanakan 
Fasilltasi Komunltas Komunrtas Belajar Komunit 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 
Belajar Pendidik Pendidik dan Tenaga as 
dan Tenai a Pendidik yang 
Kependidi an terfasilitasi 
Perlengkapan Jumlah Buku Teks dan Buku 96 192.000.000 96 192.000.000 96 192.000.000 96 192.000.000 96 192.000.000 
Dasar Buku Teks Non Teks yang 
dan Non Teks Diterima Peserta Didik 
Peserta Didik 
Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 
Pelatihan, dan/atau Blmbingan Teknis. 
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasitas Bidang Peningkatan Kapasltas 
Pendidlkan Bidan~ Pendidikan 

yang llaksanakan 
Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Paket 19 2.000.000.000 Paket 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 
Praktik dan Peraga Peraga Peserta Dldik 
Peserta Didik vano Tersedla 
PROGRAM Persentase pendidlk 
PENDIDIK DAN dantenaga 
TENAGA kependidikan yang 
KEPENDIDIKAN memperoleh 

penlngkatan 
kompetensi di seluruh 
tingkatan (PAUD, 
SD,SMP,dan 
Nonformal/ 
Kesetaraan) yang 
terpenuhi 

Pemerataan Persentase pendidik % 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 
Kuantitas dan dantenaga 
Kualitas Pendidik kependidikan yang 
danTenaga memperoleh 
Kependidikan bagi peningkatan 
Saluan Pendidikan komoetensi (Bintek, 
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lndikator Program I 
2024 2026 2026 2027 2028 2029 

No Prognm/Kegiatan/ Keglatan / Sub Satuan Saluan Perangka 
Sub Kegialan Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp t Daerah 

Klnerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Klnerja 

Dasar, PAUD, dan diklat, workshop, 
Pendidikan pembinaan) 
Nonformal/Kesetar 
aan 
Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 246 1.352.516.000 Dokume 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.41 5.500.000 
Pemelaan Pendidik Perhilungan dan n 
dan Tenaga Pemetaan Pendidik 
Kependidikan dan Tenaga 
Saluan Pendidikan Kependidikan Saluan 
Dasar, PAUD, dan Saluan Pendidikan 
Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Nonformall Pendidikan Non 
Kesetaraan Formal/Kesetaraan 
Penataan Jumlah Laporan Hasil Laporan 15 551.484.000 Laporan 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 
Pendistribusian Pelaksanaan Penataan 
Pendidik dan Pendislribusian 
Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan bagi Tenaga Kependidikan 
Saluan Pendidikan Saluan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Pendidikan Nonformal/ 
Nonformal/ Kesetaraan 
Kesetaraan 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan Rata-rata kemampuan % 77 2.344.663.500 % 84 8.657.200.000 84.00 77.00 84.00 77.00 84.00 
Pendidikan NumerasiSD 
Sekolah Dasar berdasarkan asesmen 

nasional 
Penyediaan Jumlah Pendldik dan Pendidi 1.191 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 1.191 3.565.200.000 
Pendldik dan Tenaga Kependidikan k dan 
Tenaga yang Tersedia pada Tenaga 
Kependidikan bagi SatuanPendidikan Kependi 
Saluan Sekolah Dasar dikan 
PendidikanSekolah 
Dasar 
Pengembangan Jumlah Pendidik dan Orang 1.500 344.663.500 ##1#1## 1500 344.663.500 1.500 344.663 
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan ## .500 

11 Tenaga yang Mendapatkan 
Kependidikan pada Fasilitasi Kenaikan 
Saluan Pendidlkan Pangkat/Golongan, 
Sekolah Dasar Pemberian Promosi, 

Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Pembinaan Jumlah Orang yang Orang 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Penggunaan Mendapatkan 
Teknologi, lnformasi Pemblnaan 
dan Komunikasi Penggunaan 
(TIK) untuk Teknologi, 
Pendidikan lnformasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk 
Pendidikan 

Pengembangan Jumlah konten dig ital Konten 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 
konten digital unluk untuk pendidikan yang 
pendidikan telah dikembangkan 
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lndikator Program/ 2024 2026 2026 2027 2028 2029 
Progranll(egiatan/ Perangka No Sub Kegiatan Keglatan / Sub Saluan Target Satuan Target Target Target Target Target t Daerah Kegiatan Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp 

Pelatihan Jumlah peserta Peserta 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 
Penggunaan pelatihan penggunaan 
Aplikasi Bidang aplikasi di bidang 
Pendidikan pendidlkan yang 

dilaksanakan 
Fasilitasi Komunitas Jumlah Komunltas Komunlt 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 105 1.050.000.000 
Belajar Pendidik Belajar Pendidik dan as 
dan Tenaga Tenaga Pendidik yang 
Kependidikan terfasilitasi 
Perlengkapan Peserta Didik Buku 96 192.000.000 96 192.000.000 96 192.000.000 96 192.000.000 96 192.000.000 
Dasar Buku Teks Menenrna 
dan Non Teks Perlengkapan Dasar 
Peserta Didik Buku Teks dan Non 

Teks 
Bimbingan Teknis. Jumlah Peserta Peserta 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 120 400.000.000 
Pelatihan, dan/atau Bimbingan Teknis, 
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasltas Bidang Peningkatan Kapasitas 
Pendidikan Bidan~ Pendidikan 

yang ilaksanakan 
Pengadaan Ala! Jumlah Alat Praktik dan Paket 19 2.000.000.000 Pake! 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 
Praktik dan Peraga Peraga Peserta Didik 
Peserta Didik yang Tersedia 
PROGRAM Persentase pendidik 
PENDIOIK DAN dantenaga 
TENAGA kependidikan yang 
KEPENDIDIKAN rnemperoleh 

peningkatan 
kompetensi di seluruh 
tingkatan (PAUD, 
SD,SMP, dan 
Nonformal/ 
Kesetaraan) yang 
terpenuhi 

Pemeralaan Persentase pendidik % 95,95 1.904.000.000 % 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 
Kuanlitas dan dantenaga 
Kualitas Pendidik kependidikan yang 
danTenaga rnemperoleh 
Kependidikan bagi peningkatan 
Saluan Pendidikan kompetensi (Bintek, 
Oasar, PAUD, dan diklat, workshop, 
Pendidikan pembinaan) 
Nonformal/Kesetar 
aan 
Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 246 1.352.516.000 Dokume 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415,500.000 
Pemetaan Pendidik Perhitungan dan n 
dan Tenaga Pemetaan Pendidlk 
Kependidikan dan Tenaga 
Saluan Pendidikan Kependidikan Saluan 

Saluan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Non 
Formal/Kesetaraan 

Penataan Jumlah Laporan Hasil Laporan 15 551 .484.000 Laporan 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567,000.000 15 567.000.000 15 567,000.000 
Pendistribusian Pelaksanaan Penataan 
Pendidik dan Pendistribusian 

123 



lndikator Program / 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 

No Progrim/Kegiatan/ Kegtatan / Sub Saluan Satuan Perangka 
Sub Keglatan Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp t Daerah 

Klnerja Klnerja Kinerja Kinerja Kinerja Klnerja 

Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan bagi Tenaga Kependidikan 
Saluan Pendidikan Satuan Pendldikan 
Dasar, PAUD, dan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Pendidikan Nonformal/ 
Nonformal/Kesetara Kesetaraan 
an 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan Rata-rata kompetensi % 79,50 342.566.000 % 83,00 5.551 .000.000 83.00 79.50 83.00 79.50 83.00 
Pendidikan Literasi SMP 
Sekolah berdasarkan Asesmen 
Menengah Nasional 
Pertama 
Penyediaan Jumlah Pendidik dan Pendidi 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan kdan 
Tenaga yang Tersedia pada Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kependi 
Satuan Pendidlkan Sekolah Menengah dikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

Pertama 

Pengembangan Jumlah Pendidik dan Orang 100 342.566.000 Pendidi 166 450.000.000 166 450.000.000 166 450.000.000 166 450.000.000 166 450.000.000 
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan kdan 
Tenaga yang Mendapatkan Tenaga 
Kependidikan pada Fasilitasi Kenaikan Kependi 
SatuanPendidikan Pangkat/Golongan, dikan 
Sekolah Menengah Pemberian Promosi, 

12 
Pertama Penlngkatan 

Kompetensidan 
Kualifikasi 

Pembinaan Jumlah Orang yang Orang 120 150.000.000 120 150.000.000 120 150.000.000 120 150.000.000 120 150.000.000 
Penggunaan Mendapatkan 
Teknologi , lnformasi Pembinaan 
dan Komunikasi Penggunaan 
(TII<) untuk Teknologi, 
Pendidikan lnformasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk 
Pendidikan 

Pengembangan Jumlah konten digital Konten 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 
konten digital untuk untuk pendidikan yang 
oendidikan telah dikembanQkan 
Pelatihan Jumlah peserta Peserta 200 70.000.000 200 70.000.000 200 70.000.000 200 70,000.000 200 70.000.000 
Penggunaan pelatihan penggunaan 
Aplikasi Bidang aplikasi di bidang 
Pendidikan pendldikan yang 

dilaksanakan 
Fasilitasl Komunitas Jumlah Komunitas Komunit 350 570,000,000 350 570.000.000 350 570.000,000 350 570,000.000 350 570.000.000 
Belajar Pendidik Belajar Pendidlk dan as 
dan Tenaia 
Kependidi an 

Tena9a Pendidik yang 
terfasliitasi 

Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250,000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Pelatihan, dan/atau Bimbingan Teknis, 
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasitas Bidang Peningkatan Kapasltas 
Pendidikan 
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lndikator Program/ 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 

No Progran/Kegiatan/ Keglatan / Sub Satllan Saluan Perangka 
Sub Keglatan Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp tDaerah 

Klnerja Kinelja Klnelja Kinerja Kinerja Klnerja 

Bidang Pendidikan 
yang dilaksanakan 

Perlengkapan Jumlah Buku Teks dan Buku 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 
Dasar Buku Teks Non Teks yang 
dan Non Teks Diterima Peserta Didik 
Peserta Didik 
Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik dan Pake! 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 
Praktik dan Peraga 
Peserta Didik 

Pera~ Peserta Didik 
yang ersedia 

PROGRAM Persentase pendidik 
PENDIDIK DAN dantenaga 
TENAGA kependidikan yang 
KEPENDIDIKAN memperoleh 

peningkatan 
kompetensi di seluruh 
tingkatan (PAUD, 
SD,SMP,dan 
Nonformal/ 
Kesetaraan) yang 
terpenuhi 

Pemerataan Persentase pendidik % 95,95 1.904.000.000 % 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 
Kuantitas dan dan tenaga 
Kualitas Pendidik kependidikan yang 
danTenaga memperoleh 
Kependidikan bagi peningkatan 
Satuan Pendidikan kompetensi (Bintek, 
Dasar, PAUD, dan diklat, workshop, 
Pendidikan pembinaan) 
Nonfonnal/Kesetar 
aan 
Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 246 1.352.516.000 Dokume 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 
Pemetaan Pendidik Perhitungan dan n 
dan Tenaga Pemetaan Pendidik 
Kependidikan dan Tenaga 
Saluan Pendidikan Kependidikan Saluan 

Saluan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Non 
Formal/Kesetaraan 

Penalaan Jumlah Laporan Hasil Laporan 15 551.484.000 Laporan 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 
Pendistribusian Pelaksanaan Penataan 
Pendidik dan Pendistrlbusian 
Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan bagi Tenaga Kependidikan 
Saluan Pendidikan Satuan Pendldikan 
Dasar, PAUD, dan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Pendidikan Nonformal/ 
Nonformal/Kesetara Kesetaraan 
an 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

13 Pengelolaan Rala-rata kompetensi % 78,09 342.566.000 % 84,09 5.551.000.000 84.09 78.09 84.09 78.09 84.09 
Pendidikan Numerasi SMP 
Sekolah berdasarkan Asesmen 
Menengah Nasional 
Pertama 
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lndikator Program/ 
2024 2026 2026 2027 2028 2029 

No Progran/Kegiatanl Keglatan / Sub Saluan Satuan Perangka 
Sub Kegiatan Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp tDaerah 

Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Klnerja 

Penyediaan Jumlah Pendidik dan Pendidi 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 1.305 3.906.000.000 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan k dan 
Tenaga yang Tersedia pada Tenaga 
Kependidikan bagi Saluan Pendidikan Kependi 
Saluan Pendidikan Sekolah Menengah dikan 
Sekolah Menengah Pertama 
Pertama 
Pengembangan Jumlah Pendidik dan Orang 100 342.566.000 Pendidi 166 450.000.000 166 450.000.000 166 450.000.000 166 450.000.000 166 450.000.000 
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan k dan 
Tenaga yang Mendapalkan Tenaga 
Kependidikan pada Fasilitasi Kenaikan Kependi 
SatuanPendidikan Pangkat/Golongan, dikan 
Sekolah Menengah Pemberian Promosi, 
Pertarna Peningkatan 

Kompetensidan 
Kualifikasi 

Pembinaan Jumlah Orang yang Orang 120 150.000.000 120 150.000.000 120 150.000.000 120 150.000.000 120 150.000.000 
Penggunaan Mendapatkan 
Teknologi, lnformasi Pembinaan 
dan Komunikasi Penggunaan 
(TIK) untuk Teknologi, 
Pendldikan lnformasi dan 

Komunikasi (TII<) untuk 
Pendidikan 

Pengembangan Jumlah konten digital Konten 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 
konten digital untuk untuk pendidikan yang 
pendidikan telah dikembangkan 
Pelatihan Jumlah peserta Peserta 200 70.000.000 200 70.000.000 200 70.000.000 200 70.000.000 200 70.000.000 
Penggunaan pelatihan penggunaan 
Aplikasi Bidang aplikasi di bidang 
Pendidikan pendidikan yang 

dilaksanakan 
Fasilllasi Komunitas Jumlah Komunitas Komunil 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 350 570.000.000 
Belajar Pendidik Belajar Pendidik dan as 
dan Tenaga Tenaga Pendldlk yang 
Kependidikan terfasilitasi 
Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 
Pelatihan, dan/alau Bimbingan Teknis, 
Magang/PKL unluk Pelatihan, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasitas Bidang Peningkatan Kapasitas 
Pendidikan Bidang Pendidikan 

yang dilaksanakan 
Perlengkapan Jumlah Buku Teks dan Buku 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 
Dasar Buku Teks Non Teks yang 
dan Non Teks Diterima Peserta Didik 
Peserta Didik 
Pengadaan Alat Jumlah Alal Praktlk dan Paket 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 
Praktik dan Pera ga 
Peserta Didik 

Pera~ Peserta Didik 
yang ersedia 

PROGRAM Persentase pendidik 
PENDIDIK DAN dan tenaga 
TENAGA kependidikan yang 
KEPENDIDIKAN memperoleh 

peningkatan 
kompetensi di seluruh 
tingkatan (PAUD, 
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lndillator Program / 2024 202I 2028 2027 2028 2021 
~ eglatan' Peranglca 

No Sub Keglatan Keglatan / Sub Satuan Target satuan Target Tmget Target Targat Target tDaerah 
Keglatan Klnerja Rp Kinelja Rp Klnelja Rp Kinelja Rp Kinelja Rp Klnelja Rp 

SD,SM P, dan 
Nonfom,al/ 
Keselaraan) yang 
terpenuhi 

Pernerataan Persenlase pendidik % 95,95 1.904.000.000 % 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 95,95 4.982.500.000 
Kuantitas dan danlenaga 
Kualitas Pendidik kependidikan yang 
danTenaga rnemperoleh 
Kependidikan bagi peningkalan 
Satuan Pendidikan kompelensi (Bintek, 
Dasar, PAUD, dan diklal, workshop, 
Pendidikan pembinaan) 
Nonformal/Kesetar 
aan 
Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 246 1.352.51 6.000 Dokume 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 246 4.415.500.000 
Pemetaan Pendidik Perhitungan dan n 
dan Tenaga Pemetaan Pendidik 
Kependidikan dan Tenaga 
Saluan Pendldikan Kependidikan Saluan 

Saluan Pendidlkan 
Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Non 
Formal/Keselaraan 

Penalaan Jumlah Laporan Hasil Laporan 15 551 .484.000 Laporan 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 15 567.000.000 
Pendislribusian Pelaksanaan Penalaan 
Pendidik dan Pendislribusian 
Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan bagi Tenaga Kependidikan 
Saluan Pendidikan Saluan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Pendidikan Nonformal/ 
Nonfomial/Kesetara Kesetaraan 
an 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan Peningkatan Proporsl % 75,94 31.339. 744.575 % 75,97 38.959.360.000 89,4 141 .435.350 89,4 141.435.350 89,4 141.435.350 89,4 141 .435.350 
Pendidikan Anak Jumlah Saluan PAUD 
Usia Dini (PAUD) yang Mendapalkan 

Minimal Akredltasi B 
14 Pembinaan Jumlah PAUD yang Saluan 75 28.284.336.255 Saluan 1.320 26.284.360.000 1320 26.284.360.000 1320 26.284.360.000 1320 26.284.360.000 1320 26.284.360.000 

Kelembagaan dan Dilaksanakan Pendidika Pendidi 
Manajemen PAUD Pembinaan n kan 

Kelembagaan dan 
Manajemen 

Pengembangan Jumlah konlen digltal Konlen 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 
konlen dlgltal untuk untuk pendldlkan yang 
oendidlkan lelah dlkembangkan 
Pelalihan Jumlah peserta Peserta 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 
Penggunaan pelalihan penggunaan 
Aplikasi Bidang aplikasi di bidang 
Pendidikan pendidikan yang 

dilaksanakan 
Sosia lisasi dan Jumlah kegialan - - - - - - - -
Advokasi Ke~··akan sosialisasi dan 
Bidang Pend· ikan advokasi kebijakan di 
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lndikator Program/ 
2024 2026 2026 2027 2028 2029 

Prognm/Kegiatan/ Perangka No Sub Kegialan Keglatan/Sub Saluan Target Saluan Target Target Target Target Target t Daerah Kegiatan Kinerja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp 

bidang Pendidikan 
yang dilaksanakan 

Fasilitasi Komunitas Jumlah Komunltas Komunit 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 
Belajar Pendidik Belajar Pendidlk dan as 
dan Tenaga Tenaga Pendidik yang 
Keoendidikan terfasilltasi 
Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Peserta 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 150 500.000.000 
Pelatihan, dan/atau Bimbingan Teknis, 
Magang/PKL untuk Pelatiha n, dan/atau 
Peningkatan Magang/PKL untuk 
Kapasitas Bidang Peningkatan Kapasitas 
Pendidikan Bidan~ Pendidikan 

yang ilaksanakan 
Rehabilitasi Jumlah Sarana , Ruang 43 2.440.408.320 - - - - - . 
Sedang/Berat Prasarana dan Utilitas 
Sarana, Prasarana PAUD yang Telah 
dan Utilitas PAUD Direhabilitasi 

SedannlRAral 
Pengadaan Ala! Jumlah Ala! Praktik dan Pake! 50 615.000.000 Pake! 143 10.675.000.000 87 2.000.000.000 87 2.000.000.000 87 2.000.000.000 87 2.000.000.000 
Praktik dan Peraga Peraga Peserta Didik 
Peserta Didik PAUD PAUD vana Tersedia 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
Pengelolaan Pertumbuhan Proporsi % 77,63 - % 78,53 -
Pendidikan Anak Guru PAUD Formal 
Usia Dini (PAUD) de~an kualifikasi S1 / 

D I 

15 Pengembangan Jumlah Pendidik dan 
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Tenaga yang Mendapatkan 
Kependidikan pada Fasilitasi Kenaikan 
Saluan Pendidlkan Pangkat/Golongan, 
PAUD Pemberian Promosi , 

Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi 

5.3.2 Urusan Kesehatan 

Tabel 5. 26 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Kesehatan 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI 
DATACAPAIAN KINER.IA UNITKERJA 

URUSANIBl>ANG INDIKATOR PADAAWAL PADAAKHIR PERANGKAT KINER.IA NO, URUSAN/PROGRAMIKEGIATAN/SUB PROGRAM TAHUN TAHUN.ao24 TAHUN-202& TAHUN-2026 TAHUN-2027 TAHUN-2028 PERJODE DAERAH 
KEGIATAN PERENCANAAN RENSTRAPD PENANGGUNG (OUTCOME) TAHUN-2023 JAWAB K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

1 Urusan Pemerintahan V\lajib yang Persentase 100 100 100 100 100 100 100 Dinas 
Berkaitan dengan cakupanSPM Kesehatan 
Pelayanan Dasar bidang 

kesehatan 

128 



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI 
DATACAPAIAN KINERJA UNITKERJA 

URUSANIBl>ANG INDIKATOR PADAAWAL PADAAKHIR PERANGKAT 
NO. URUSANIPROGRAM1(EGIATANISUB KINERJA TAHUN TAHUN-2024 TAHUN~ TAHUN-2026 TAHUN~ TAHUN-2028 PERIODE DAERAH PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME) PERENCANAAN RENSTRAPD PENANGGUNG 

TAHUN-2023 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp JAWAB 

Urusan Pemerlntahan Bidang Persentase 100 100 100 100 100 100 100 
Kesehatan cakupanSPM 

bidang 
kesehatan 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah layanan 33 33 33 33 33 33 33 
UKM dan UKP kesehatan 
Rujukan Tingkat Daerah sesuai tandar 
Kabupaten/Kota SPM 
Penyediaan l ayanan Kesehatan untuk Jumlah layanan 33 33 33 33 33 33 33 
UKP Rujukan, kesehatan 
UKM dan UKM Rujukan 1ingkat sesuai tandar 
Daerah Provinsi SPM 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu lumlah ibu hamil 25.193 24.670 1.134.711 .000 24.917 1.191 .446.550 25.166 1.251 .018.878 25.418 1.313.569.821 25.672 1.379.248.312 25193 
Hamil yang mendapat 

pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu lumlah ibu 24.041 24.522 2. 790. 720.430 24.767 2.930.256.452 25.015 3.076.769.274 25.265 3.230.607.738 25.518 3.392.138.125 24041 
Bersalin bersalin yang 

mendapat 
pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah bayi baru 23.311 23.253 2.674.819.710 23.486 2.806.560.696 23.720 2.948.988.730 23.958 3.096.438.167 24.197 3.251 .260.075 23311 
Bayi Baru lahir lahir mendapat 

pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah balita 94.180 93.434 2.546.602.650 94.368 2.674.142.783 95.312 2.807.849.922 96.265 2.948.242.418 97.228 3.095.654.539 94180 
Balita mendapat 

relayanan 
sehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah usia 218.667 219.853 2.617.909.950 222.052 2.746.805.446 224.272 2.686.245.720 226.515 3.030.558.006 226.760 3.182.085.906 2E+05 
pada Usia Pendidikan pendidikan dasar 
Dasar di skrining 

kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah pada 1.117.775 1.069.546 2.767.479.620 1.060.241 2.926.853.601 1.091.044 3.073.196.281 1.101 .954 3.226.856.095 1.112.974 3.388.198.900 1E+06 
pada Usia Produktif usia produktif 

mendapat 
pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah usia 198.574 212.911 1.386.251 .000 215.040 1.455.563.550 217.191 1.526.341 .726 219.362 1.604.758.814 221 .556 1.664.996.755 2E+05 
pada Usia lanjut lanjut mendapat 

pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita 475.361 80.172 3.338.679.427 80.974 3.505.613.398 61 .783 3.660.694.066 82.601 3.664.938.m 83.427 4.058.185.710 5E+05 
Penderita Hipertensi hipertensi 

mendapat 
pelayanan 
kesehatan 
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI 

INDIKATOR DATACAPAIAN KINERJA UNITKERJA 
URUSANIBl>ANG KINERJA PADAAWAL PADAAKHIR PERANGKAT 

NO. URUSANIPROGRAMKEGIATAN/SUB PROGRAM TAHUN TAHUN.:l024 TAHUN-20215 TAHUN.all28 TAHUN~ TAHUN-2028 PERIODe DAERAH 
KEOIATAN PERENCANAAN RENSTRAPD PENANGGUNO (OUTCOt.EI TAHUN-2023 JAWAB K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita 30.266 23.530 6.381 .658.100 23.765 6.700.741 .005 24.003 7.035.778.055 24.243 7.387.566.958 24.485 7.756.945.306 30266 
Penderita Diabetes Melltus diabetes melltus 

mendapat 
pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah orang 3.175 3.191 640.175.500 3.223 672.184.275 3.255 705.793.489 3.288 741 .083.163 3.321 n8.137.321 3175 
Orang dengan Gangguan Jiwa Bera! dengan 

gangguan jiwa 
berat mendapat 

relayanan 
esehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah orang 21 .299 22.032 3.442.864.600 22.252 3.615.007.830 22.475 3.795.758.222 22.700 3.985.546.133 22.927 4.184.823.439 21299 
Orang Terduga terduga TB 
Tuberkulosis mendapat 

pelayanan 
kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah orang 36.543 32.838 1.828.783.400 33.166 1.920.222.570 33.498 2.016.233.699 33.833 2.117.045.383 34.171 2.222.897 .653 36543 
Orang dengan Risiko dengan rislko 
Terinfeksi HIV terlnfeksi HIV di 

skrining 
kesehatan 

5.3.3 Urusan Pekerjaan Umum 

Tabel 5. 27 Rencana Program Kegiat.an Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Pekerjaan Umum 

lndikator 2024 2025 2028 2027 2028 2029 
No Progrrn/KeglatarvSub Program / Saluan Parangkat 

Keglatan Kegiatan / Sub Target Rp T.-get 
Rp 

Target Rp Tqat 
Rp 

Target Rp Target Rp l>Nrah 
Kealatan Kinerja Klnerja Kinelja Klnerja Klnelja Kinelja 

1 PROGRAM Persentase % 88,41% 26.707.250.642,00 89,25% 18.602.153.400,00 90,09% 10.000.000.000,00 oo,n % 10.000.000.000,00 91 ,45% 10.000.000.000,00 92,13% 10.000.000.000,00 SDACKTR 
PENGELOLAAN DAN Rumah Tangga 
PENGEMBANGAN yang 
SISTEM PENYEDIAAN menempati 
AIRMINUM hunian dengan 

aksesair 
minum layak 

Pengelolaan dan Jumlah unit 26.707.250.642,00 18.602.153.400,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 SDACKTR 
Pengembangan Slstem sambungan 
Penyediaan Air Minum rumah air 
(SPAM) di Daerah berslh non 
Kabupaten/Kota PDAMyang 

terbangun (SR) 
Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen 1 44.398.800,00 1 44.398.800,00 0 - 0 - 0 0 . SDACKTR 
Kebijakan, Strategi dan Dokumen 
Teknis Sistem Rencana, 
Penyediaan Air Minum Kebijakan, 
(SPAM) Strategi dan 

Teknis Sistem 
Penvediaan Air 
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Indicator 2024 2026 2026 2027 2028 2029 
Progran/Kegialan/Sub Program/ Perangkat 

No Kegiatan Keglatan / Sub Saluan Target T.-get Target T.-get Target Target Daerah 
KegiatMI Kinelja Rp Klnelja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Kinelja Rp Kinerja Rp 

Minum (SPAM) 
yang disusun 

Pembinaan dan Jumtah Orang 100 194.105.600,00 100 194.105.600,00 100 238.504.400,00 100 238.504.400,00 100 238.504.400,00 100 238.504.400,00 SDACKTR 
Pemberdayaan Masyarakat 
Masyarakat dalam yang dibina dan 
Pengelolaan dan diberdayakan 
Pengembangan Sistem dalam 
Penyediaan Air Minum Pengelolaan 
(SPAM) dan 

Pengembangan 
Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Pembangunan Sistem Kapasitas Uter/Detik 83 26.468.746.242,00 83 10.363.649.000,00 5 2.000.000.000,00 5 2.000.000.000,00 5 2.000.000.000,00 5 2.000.000.000,00 SDACKTR 
Penyediaan Air Minum Sistem 
(SPAM) Jaringan Penyediaan Air 
Perplpaan Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan yang 
dibanaun 

Peningkatan Sistem Kapasitas Liter/Detik 0 - 6 4.000.000.000,00 6 2.500.000.000,00 6 2.500.000.000,00 6 2.500.000.000,00 6 2.500.000.000,00 SDACKTR 
Penyediaan Air Minum Sistem 
(SPAM) Jaringan Penyediaan Air 
Perpipaan Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan yang 
dltinakatkan 

Pertuasan Sistem Jumlah SR 0 - 1025 4.000.000.000,00 1125 5.261 .495.600,00 1125 5.261 .495.600,00 1125 5.261 .495.600,00 1125 5.261 .495.600,00 SDACKTR 
Penyediaan Air Minum Sambungan 
(SPAM) Jaringan Rumahyang 
Perpipaan terlayani oleh 

pertuasan 
Slstem 
Penyedlaan Air 
Minum (SPAM) 
Jaringan 
Perpipaan 

PROGRAM Persentase % 81 ,83% 2.369.132.000,00 81 ,84% 12.356.203.200,00 81 ,85% 3.250.000.000,00 81 ,86% 3.250.000.000,00 81 ,87% 3.250.000.000,00 81 ,88% 3.250.000.000,00 SDACKTR 
PENGELOLAAN DAN rumah tangga 
PENGEMBANGAN yang 
SISTEM AIR LIMBAH menempati 

hunian dengan 
akses sanltasl / 
airlimbah 
domestik (layak 
& aman) 

Pengelolaan dan Jumlah sarana unit 2.369.132.000,00 12.356.203.200,00 0 - 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 SDACKTR 
Pengembangan Slstem prasarana IPAL 
Air Limbah Domestik & IPLTyang 
dalam Daerah terbangun (unit) 
Kabupaten/Kota 
Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen 1 199.800.000,00 1 199.800.000,00 1 500.000.000,00 0 - 0 - 0 - SDACKTR 
Kebijakan, Strategi dan Dokumen 
Teknis Sistem Rencana, 
Pengelolaan Air Limbah Kebijakan, 
Domestik (SPALD) Strategi dan 

Teknis Sistem 
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lndilator 2024 202& 2026 2027 2028 2029 
Program/Kegiatan.'Sub Program / Satua, Perangkat No Kegiatan Keglatan / Sub Target Target Target Target Target Target Daerlh 

Keglatan Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp 

Pengelolaan Air 
Limbah 
Domestik 
(SPALD)yang 
disusun 

Pembangunan Slstem Kapasitas MA3/Hari 2 2.169.332.000,00 2 2.156.403.200,00 2 2.500.000.000,00 2 3.000.000.000,00 2 3.000.000.000,00 2 3.000.000.000,00 SDACKTR 
Pengelolaan Air Limbah Sistem 
Domestik (SPALD) Pengelolaan Air 
Terpusat Skala Limbah 
Permukiman Domestik 

(SPALD) 
Terpusat Skala 
Permuklman 
yang dibangun 

Pembangunan lnstalasi Kapasitas MA' /Hari 0 - 1 10.000.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - SDACKTR 
Pengolahan Lumpur Tinja lnstalasi 
(IPLT) Pengolahan 

Lumpur Tlnja 
(IPLT) 
Terbangun 

Penyediaan Jasa Jumlah Rumah RT 0 - 0 - 1000 250.000.000,00 1000 250.000.000,00 1000 250.000.000 1000 250.000.000,00 SDACKTR 
Penyedotan Lumpur Tinja Tangga yang 

Terlayani Jasa 
Penyedotan 
Lumpurnnja 

5.3.4 Urusan Perumahan Rakyat 

Tabel 5. 28 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan 5PM di Bidang Perumahan Rakyat 

2024 2025 2029 2027 2028 2029 

No Programn<eglatanlSII Keglata'I lndlkator Program/ Keglatan / Sub Saluan Perangkat 
Keglatan Target Target Target Tagat Target Targll Daerlh 

Kinerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp Klnerja Rp 

PROGRAMPENGEMBANGAN Persentase tercapainya pengernbangan % 100 363.202.600 100 416.000.000 100 2.416.000.000 100 2.613.000.000 100 1.480.000.000 100 1.480.000.000 DPKP PERUMAHAN perumahan 

PROGRAMPENGEMBANGAN Persentase tercapainya pengernbangan % 100 363.202.500 100 280.000.000 100 380.000.000 100 480.000.000 100 480.000.000 100 480.000.000 DPKP 
PERU MAHAN perumahan 

Keglatan Pendataan Penyediaan dan Jurnlah dokumen data romah korban dokumen 1 263.202.500 4 130.000.000 3 230.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 2 130. 000.000 
Rehabilitas/ Rumah Karban Bencana bencana yang disediakan dan direhab 
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota atau di lokas/ yang berpotens/ terkena 

relokas/ program kabupatenlkota 

Sub Kegiatan Pendataan nngkat Jumlah Dokumen Data Rumah yang dokumen 12 13.202.500 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 
Kerusakan Rumah Akibat Bencana Terkena Bencana Kabupaten/Kota 

Berdasarkan nngkat Kerusakan Rumah 
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----- -·- - ---- ----------------------------------------------

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

No PrograrnlKegiat Kegiatan lndlkator Program/ Keglatan / Sub Saluan Perangkat 
Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Daerah 
Klnerja Klnerja Klnerja Klnerja Kinerja Klnerja 

Sub Kegiatan ldentifikasi Perumahan di Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasl dokumen 1 250.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 
Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

• Pendataan rumah tinggal di kecamatan 1 
250.000.000 

- Pendataan rumah di lokasi rawan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 .000.000 
bencana 
Sub Kegiatan ldentifikasi Lahan-Lahan Jumlah Dokumen Data ldentifikasi Lahan dokumen - - 1 - - -
Potensial sebagal Lokasi Relokasi yang Potensial Sebagai Lokasi Retokasi - - 100.000.000 - - -
Perumahan Perumahan 

(untuk korban bencana) 

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Persentase luas pembangunan dan % 100 100.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi rehabilitasi relokasi program 
Program Kabupatenl Kola Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Rehabilltasi Rumah bagl Jumlah rumah korban bencana unit 5 100.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 
Korban Bencana kabupaten/kota yang terehabilltasi rumah 

- Rehab rumah bagi korban bencana unit 5 100.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 
(pasca bencana) rumah 
Sub Kegtatan Pembangunan Rumah Jumlah Rumah bagi Korban Bencana unit 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun rumah - - -

PROGRAMPENGEMBANGAN Persentase tercapainya pengembangan % - 100 136.000.000 100 2.036.000.000 100 2.033.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 DPKP 
PERUMAHAN oerumahan -
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Jumlah dokumen data rumah korban 4 100.000.000 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bencana yang dised/akan dan direhab 
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota atau di lokasi yang berpotensi terkena 

relokasi program kabupatanA{ota 

Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Jumlah Dokumen Data Baka! Caton dokumen 1 100.000.000 
Caton Penerima Rumah bagi Penerima Rumah bagi Masyarakatyang 
Masyarakat yang Terkena Relokasi Terkena Relokasi Program 
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Jumlah sosialisasi pengembangan ka/i - 2 36.000.000 2 36.000.000 2 33.000.000 - -
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah perumahan baru dan mekanisme akses - - -
Karban Bencana atau Relokasi Program pembiayaan perumahan yang dilakukan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi orang - 300 36.000.000 300 36.000.000 275 33,000.000 - -
Pengembangan Perumahan Baru dan Pengembangan Perumahan Baru dan - -
Mekanlsme Akses Pembiayaan Mekanisme Akses Pembiayaan 
Perumahan Perumahan 
- Sosialisasi rusun terhadap warga yang 
terdampak yang tidak memiliki legallsasl 
terhadap kepemilikan tanah 

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Persentase Luas Pembangunan dan % - 100 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Rehabilitasi Relokasi Program - -
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 

No Program1(egiata Kegialan lndikator Program / Kegiatan / Sub satuan Perangkat 
Keglatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp T.-get Rp T.-get Rp 

Daerah 
Klnelja Klnerja Klnelja Klnerja Klnelja Klnerja 

Sub Kegialan Fasilltasi Penyediaan Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak rumah - 875 2.000.000.000 875 2.000.000.000 -
Rumah bagi Masyarakat yang Relokasi Program Pemerintah tangga - -
Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan 
Pemerintah Kabupaten/Kota Fasilltasi Penyediaan Rumah 

- Pemalangan lahan untuk mendirikan 2.000.000.000 
rumah susun 
- Penyediaan pendukung PSU rumah 2.000.000.000 
susun 
Sub Kegiatan Operasional dan Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi unit - - - 875 1.000.000.000 900 1.000.000.000 
Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Program Kabupaten/Kota yang rumah - - -
pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Oilaksanakan Operasional dan 

Perneliharaan 

5.3.5 Urusan Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat 

Tabel 5. 29 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat 

lndlkator Program/ 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 

No Program/KegiatfiSub Keglatan / Sub Saluan Target Target Target Target Target Target 
Perangkat 

Keglatan Keglatan Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp DNrah 

1 
PROGRAM Persentase % 100 342.660.800 100 609.983.230 100 670.981.553 100 738.079.708 100 811.887 .679 100 893.076.447 SATPOL PP 
PENINGKATAN gangguan 
KETENTRAMAN DAN trantibum 
KETERTIBAN UMUM 
Kegiatan Penanganan Persentase % 100 214.850.000 100 518.573.900 100 570.431.290 100 627.474.419 100 890.221.881 100 759.244.047 
gangguan ketentraman dan penanganan 
ketertiban umum dalam 1 gangguan tibum 
(satu) daerah kabupalen tranmas 

Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Ookumen dokume 8 8.400.000 8 16.496.200 8 18.145.820 8 19.960.402 8 21 .956.442 8 24.152.086 
Penyelenggaraan Hasil Pelaksanaan n 
Kelentraman dan Koordinasi 
Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan 
Perlindungan Masyarakal Kelenleraman, 
Tingkat Kabupaten/ Kola Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 
Masyarakal Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Peningkalan Kapasitas Jumlah SOM Saluan orang 122 93.650.000 122 103.015.000 122 113.316.500 122 124.648.150 122 137.112.965 122 150.824.262 
SOM Saluan Polisi Polisi Pamongpraja 
Pamongpraja dan Saluan dan Saluan 
Perlindungan Masyarakat Perlindungan 
Termasuk dalam Masyarakat yang 
Pelaksanaan Tugas yang Oltingkatkan 
Bernuansa Hak Asasi Kapasitasnya 
Manusia 
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lndikator Program / 
2024 2026 2026 2027 2028 2029 

Program/Kegiatan/Sub Perangkat 
No Kegiatai Keglatan / Sub Saluan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Daerah 

Kegiatan Kinelja Klnelja Kinerja Kinerja Kinelja Klnerja 

Sub Kegiatan Pencegahan Jumlah Laporan laporan 18 94.400.000 40 362.780.400 40 399.058.440 40 438.964.284 40 482.860.712 40 531 .146.784 
Gangguan Ketenteraman Gangguan 
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan 
melalul Deteksi Dini dan Ketertiban Umum 
Cegah Dini, Pembinaan yang Dicegah 
dan Penyuluhan, Melalui Deteksl Dini 
Pelaksanaan Patroli, dan Cegah Dini, 
Pengamanan, dan Pembinaan dan 
Pengawalan Penyuluhan, Patroli , 

Pengamanan, dan 
Pengawalan. 

1 Sub Kegiatan Penindakan Jumlah Laporan laporan 20 18.400.000 20 36.282.300 20 39.910.530 20 43.901 .583 20 48.291.741 20 53.120.915 SATPOLPP 
atas Gangguan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum Ketertiban Umum 
Berdasarkan Perda dan berdasarkan Perda 
Perkada melalui Penertiban dan Perkada Melalui 
dan Penanganan Unjuk Penertiban dan 
Rasa dan Kerusuhan Penanganan Unjuk 
Massa Rasa dan 

Kerusuhan Massa 
yang Dilakukan 
Penindakan 

Kegiatan Penegakan Persentase % 100 92.478.500 100 52.543.800 100 57.798.180 100 63.577.998 100 69.935.798 100 76.929.378 
Peraturan Daerah Penindakan 
Kabupaten/Kota dan terhadap 
Peraturan Bupati/Wali Kota pelanggaran Perda 

dan Perbup 
Sub Kegiatan Penanganan Jumlah Laporan laporan 6 92.478.500 6 52.543.800 6 57.798.180 6 63.577.998 6 69.935.798 6 76.929.378 
alas Pelanggaran Pelaksanaan 
Peraturan Daerah dan Penanganan Atas 
Peraturan Bupati/Wali Kola Pelanggaran 

Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
kepala daerah 
Sesuai SOP 

Kegiatan Pembinaan Persentase % 100 35.332.300 100 38.865.530 100 42.752.083 100 47.027.291 100 51 .730.020 100 56.903.022 
Penyidik Pegawai Negeri peningkatan 
Sipil (PPNS) Kabupaten / kapasltas PPNS 
Kota 
Pengembangan Kapasltas Jumlah Laporan laporan 3 35.332.300 3 38.865.530 3 42.752.083 3 47.027.291 3 51 .730.020 3 56.903.022 
dan Karier PPNS Hasil 

Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kapasltas Pejabat 
PPNS Penegak 
Perda 

2 PROGRAM PERSENTASE % 100 443.412.3!!!! 100 5.679.505.810 100 989,273,991 100 1.959,995.780 100 3.§62,41§.8~ 100 1.§55.033.544 
PENCEGAHAN, PENANGGULANG 
PENANGGULANGAN, AN KEJADIAN 
PENYELAMATAN KEBAKARAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 
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lndlkator Program / 
2024 202S 2028 2027 2028 2029 

Program/Kegiatan/Sub Perangkat 
No Kegiatan 

Kegiatan / Sub Saluan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Daerah 
Keglatal Kinerja Klnerja Kinerja Kinerja Kinerja Klnerja 

Kegiatan Pencegahan, Persentase % 100 325.891 .600 100 5.427.605.760 100 712.183.936 100 1.655.196.720 100 3.327.137.892 100 1.286.226.681 
Pengendallan, penanganan 
Pemadaman, kejadian kebakaran 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/ Kola 

Sub Kegiatan Pencegahan Jumlah Dokumen dokume 2 236.456.600 2 260.102.260 2 286.112.486 2 314.723.735 2 346.196.108 2 380.815.719 SATPOLPP 
Kebakaran dalam Daerah NSPM Pencegahan/ n 
Kabupaten/Kota Penanggulangan 

Kebakaran dalam 
Daerah Kabupaten I 
Kola Setiap 
Tahunnya 

Sub Kegiatan Pemadaman Jumlah Laporan laporan 20 89.435.000 30 98.378.500 40 108.216.350 50 119.037.985 60 130.941 .784 70 144.035.962 
dan Pengendalian Hasil Pelaksanaan 
Kebakaran dalam Daerah Kegiatan 
Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan 

Petugas Pikel dan 
Pemadaman 
Kebakaran dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Sarana dan un~ 0 392 5.069.125.000 2n 317.855.100 65 1.221.435.000 2 2.850.000.000 82 761.375.000 
Sarana dan Prasarana Prasarana Untuk 
Pencegahan Pencegahan dan 
Penanggulangan Penanggulangan 
Kebakaran dan Ala! Kebakaran dan Alal 
Pelindung Diri Pelindung Diri yang 

Sah dan Legal 
Sesual Standar 
Teknis Terkalt 

Kegiatan Pemberdayaan Persentase % 100 117.620.788 100 261.900.060 100 277.090.066 100 304.799.061 100 336.278.967 100 368.806.863 
Masyarakat dalam pemberdayaan 
Pencegahan Kebakaran rnasyarakat dalam 

pencegahan 
kebakaran 

Sub Kegialan Jumlah Warga orang 318 30.470.788 2400 156.145.050 2400 171 . 759.555 2400 188.935.511 2400 207.829.062 2400 228.611 .968 
Pemberdayaan Masyarakat Masyarakal yang 
dalam Pencegahan dan Mendapalkan 
Penanggulangan Sosialisasi Edukasi 
Kebakaran melalui Pencegahan dan 
Soslalisasi dan Edukasi Penanggulangan 
Masyarakat Kebakaran Setiap 

Tahunnya 
Sub Keglatan Pembentukan Jumlah desa/ 110 87,050.000 55 95.755.000 50 105.330.500 50 115.863.550 50 127.449.905 50 140.194.896 
dan pembinaan relawan Desa/Kelurahan kelurah 
pemadam kebakaran yang Terbentuk dan an 

Terbina Relawan 
Pemadam 
Kebakaran pada 
Lingkup Sislem 
Kelahanan 
Kebakaran 
Lingkungan (SKKL) 
Setiap Tahunnya 
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lndlkator Program/ 2024 2025 2028 2027 2028 2029 

No 
Program/Kegillta Keglatan / Sub Saluan Target T.-get T.-get T.-get Target Target 

Pwangkat 
Keglatan Keglatan Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Klnerja Rp Kinerja Rp 0-ah 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

PROGRAM BPBD 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 
Pemetaan terhadap 
lokasl/daerah rawan 
bencana melalui 
penyusunan dokumen 
Kajian Risiko Bencana 
Sub Kegiatan: Jumlah dokumen Dokume 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 
Penyusunan Kajian Risiko Kajian Risiko n 
Bencana Bencana (KRB) 

sampai dengan 
dinvatakan saMeaal 

Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Dokume 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 
Penanggulangan Bencana Rencana n 
Kabupaten/Kota Penanggulangan 

Bencana (RPB) 
Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan saM egal 

Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Dokume 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 
Kontijensi Rencana Kontinjensi n 

yang Dilegalisasi 

Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Dokume 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000,000 1 100.000.000 
Penanggulangan Rencana n 
Kedaruratan Bencana Penanggulangan 

Kedaruratan 
Bencana (RPKB) 
yang Dilegalisasl 

Penyusunan Kajian Jumlah Dokume 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 
Kebutuhan Pascabencana penyelesaian n 
(JITUPASNA)dan Rencana dokumen 
Rehabilitasi dan Pengkajian 
Rekontruksi Pascabencana Kebutuhan 
(R3P) Kab/Kota Pascabencana dan 

Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota 
sampal dengan 
dinyatakan sah dan 
legal paling lama 
dalam 1 (satu) tahun 

ldentifikasi dan pemetaan 
terhadap warga negara di 
kawasan rawan bencana' 

Sub Kegiatan: Jumlah dokumen Dokume 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100,000.000 1 100.000.000 
Penyusunan Kajian Risiko Kajian Risiko n 
Bencana Bencana (KRB) 

137 



lndikator Program/ 202A 2025 2026 2027 2028 2029 

No 
Programll(eglatan/SUI> Kegiatan / Sub Saluan Target Target Target T.-get Target Target 

Perangkat 
Keglatan Kegiatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Daerah 

Klnetja Kinerja Kinerja Klnerja Kinerja Kinerja 

sampai dengan 
dinyatakan sahnegal 

Sub Kegiatan: Jumlah warga Orang 65732 6.573.200.000 65732 6.573.200.000 65732 6.573.200.000 65732 6.573.200.000 65732 6.573.200.000 65732 6.573.200.000 
Sosialisasi , Komunikasi, negara termasuk 
lnformasi dan Edukasl (KIE) kelompok rentan di 
Rawan Bencana kawasan rawan 
Kabupaten/Kota (Per Jenis Sosialisasi , bencana 
Bencana) bencana 

Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi sesuai jenis 
ancaman bencana 
yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 
(satu) tahun 

Pengelolaan dan Jumlah Data dan Laporan 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 
Pemanfaatan Sistem lnformasi 
lnformasi Kebencanaan Kebencanaan yang 

tersedia 

Fasilitasi pengumpulan data Jumlah data Laporan 75 1.500.000.000 75 1.500.000.000 75 1.500.000.000 75 1.500.000.000 75 1.500.000.000 75 1.500.000.000 
penduduk di daerah rawan penduduk terpilah di 
bencana lintas Kab/Kota daerah rawan 

bencana 
Melakukan soslalisasi , 
Komunikasi, lnformasi dan 
Edukasi (KIE) rawan 
bencana 
Sub Keglatan: Jumlah warga Orang 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41.082.500.000 65732 41 .082.500.000 
Sosialisasi, Komunikasi, negara termasuk 
lnformasi dan Edukasi (KIE) kelompok rentan di 
Rawan Bencana kawasan rawan 
Kabupaten/Kota (Per Jenis Sosialisasi, bencana 
Bencana) bencana 

Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasl dan 
edukasl sesuai jenis 
ancaman bencana 
yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 
(satu) tahun 

Pengelolaan dan Jumlah Data dan Laporan 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 
Pemanfaatan Sistem lnformasi 
lnformasi Kebencanaan Kebencanaan yang 

tersedia 

Penyediaan dan 
pemasangan rambu 
evakuasi dan papan 
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lndlkator Program/ 
2024 202ti 2026 2027 2028 2029 

Prograrn/Kegiatan/SUb Perangkat No Kegiatan Keglatan / Sub Salua'I Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Daerah 
Kaglatal Klnerja Klnerja Klnerja Klnerja Kinelja Kinelja 

informasi publik KIE per 
jenis bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah warga Orang 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 65732 41 .082.500.000 
Sosialisasi, Komunikasi, negara termasuk 
lnformasi dan Edukasi (KIE) kelompok rentan di 
Rawan Bencana kawasan rawan 
Kabupaten/Kota (Per Jenis Sosialisasi, bencana 
Bencana) bencana 

Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
sosia lisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi sesuai jenis 
ancaman bencana 
yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 
(satu) tahun 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 
Sarana prasarana 
penanggulangan bencana 
(seperti : tenda komando, 
mobil rescue. dapur umum, 
tenda posko kesehatan, air 
sanltasi, .... dll) 

Sub Kegiatan: Jumlah warga Orang 375 1.181 .250.000 375 1.181 .250.000 375 1.181 .250.000 375 1.181 .250.000 375 1.181 .250.000 375 1.181 .250.000 
Sosiallsasl, Komunikasi, negara termasuk 
lnformasi dan Edukasl (KIE) kelompok rentan di 
Rawan Bencana kawasan rawan 
Kabupaten/Kota (Per Jenis Sosialisasi, bencana 
Bencana) bencana 

Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi sesuai jenis 
ancaman bencana 
yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 
(satu) tahun 
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lndlkator Program/ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

No Progr~an/Sub Keglatan / Sub Saluan Target Target Target Target Target Target 
Perangkat 

Kegiatal Rp Rp Rp Rp Rp Rp Daerah 
Keglatan Klnerja Kinetja Kinetja Kinetja Kinetja Kinerja 

Sub Kegiatan: Jumlah laporan Laporan 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 
Pengendallan Operasi dan layanan pusat 
Penyediaan Sarana pengendalian 
Prasarana Kesiapsiagaan aperasl (pusdalaps) 
Terhadap Bencana dengan Maklumat 
Kabupaten/Kata Pelayanan yang sah 

dan legal sesuai 
dengan jenis 
ancaman bencana 
yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya 

Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan Unit 20 5.000.000.000 20 5.000.000.000 20 5.000.000.000 20 5.000.000.000 20 5.000.000.000 20 5.000.000.000 
Penyediaan Pera latan Penyelamatan Diri 
Perlindungan dan bagi lndividu Warga 
Kesiapsiagaan Terhadap Negara, Keluarga , 
Bencana kabupaten/kata maupun Petugas 

sesuai dengan jenis 
ancaman bencana 
di kawasan tempat 
tinggalnya 

Sub Kegiatan: Jumlah Kawasan Kawasa 11 2. 750.000.000 11 2.750.000.000 11 2. 750.000.000 11 2. 750,000.000 11 2. 750.000.000 11 2.750.000.000 
Penguatan Kapasitas yang Dltingkatkan n 
Kawasan untuk Kapasitasnya dalam 
Pencegahan dan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan 

Bencana 
Sub Keglatan: Jumlah Karban yang Orang 11 5364 1.225.000.000 1E+05 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 
Pencarian, Pertalangan dan Berhasil Dltemukan, 
Evakuasi Karban Bencana Ditalang, dan 
Kabupaten/Kata Dlevakuasi Per 

Jenls Kejadian 
Bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah Karban Orang 115364 116.640.900.000 1E+05 116.640.900.00 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 
Penyediaan Lagistik Bencana yang 0 
Penyelamatan dan Mendapatkan 
Evakuasi Karban Bencana Distribusi Lagistik 
Kabupaten/Kata Penyelamatan dan 

Evakuasi Karban 
Bencana 

Peningkatan kapasltas 
persanil/Sumber Daya 
Manusia (SOM) 
(terlatihnya aparaturyang 
menangani sub-urusan 
bencana dan Warga 
Negara yang berada di 
kawasan rawan bencana) 

Sub Kegiatan: Jumlah warga Orang 65732 123.247.500.000 65732 123.247.500.00 65732 123.247.500.000 65732 123.247.500.000 65732 123.247.500.000 65732 123.247.500.000 
Pelatihan Pencegahan dan negara termasuk 0 
Mitigasi Bencana kelampok rentan di 
Kabupaten/Kata kawasan rawan 

bencana 
Kabupaten/Kata 
yang mengikuti 
pelatihan 

140 



lndlkator Program/ 2024 202I 2028 2027 2028 2029 
Programll(egiatSub Perangluit 

No Keglatm Keglatan/SUb Saluan Target Rp Target 
Rp Tsget Rp Tsget Rp Tsget Rp Target Rp 0-ah 

Keglatm Klnerja Klnetja Klnelja Klnerja Klnerja Klnerja 

pencegahan dan 
mitigasi bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah Kawasan Kawasa 11 2. 750.000.000 11 2.750.000.000 11 2.750.000.000 11 2. 750.000.000 11 2.750.000.000 11 2.750.000.000 
Penguatan Kapasitas yang Ditingkatkan n 
Kawasan untuk Kapasitasnya dalam 
Pencegahan dan Pencegahan dan 
Keslapsiagaan Kesiapsiagaan 

Bencana 
Sub Kegiatan; Jumlah Personil Orang 35 350. 000 .000 35 350.000.000 35 350.000.000 35 350.000.000 35 350.000.000 35 350.000.000 
Pengembangan Kapasitas TRCyang 
Tim Reaksi Cepat (TRC) Dikembangkan 
Bencana Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis 

dan Manajerialnya 
Sub Kegiatan: Jumlah Aparatur Orang 4800 4.800.000.000 4800 4.800.000.000 4800 4.800.000.000 4800 4.800.000.000 4800 4.800.000.000 4800 4.800.000.000 
Gladi Kesiapsiagaan dan Warga Negara 
Terhadap Bencana yang Mengikuti 

Gladi Kesiapsiagaan 

Sub Kegiatan: Jumlah Keluarga Keluarg 3000 5. 700.000.000 3000 5. 700.000.000 3000 5. 700.000.000 3000 5.700.000.000 3000 5.700.000.000 3000 5.700.000.000 
Pelatihan Keluarga yang Mengikutl a 
Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga 

Tanggap Bencana 
Alam 

Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Orang 100 700.000.000 100 700.000.000 100 700.000.000 100 700.000.000 100 700.000.000 100 700.000.000 
Sumber Daya Aparatur SOM BPBD 
dalam penangananan Kabupaten/Kota dan 
keadaan darurat lintas perangkat 
Kabupaten/Kota daerah yang 

memiliki 
kernampuan 
penanganan 
keadaan darurat 
dalam aspek 
manajerlal dan 
teknis 

Penlngkatan Kapasltas JumlahSDM Orang 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 
SOM Aparatur aparatur 
Penanggulangan Bencana penanggulangan 
Kabupaten/Kota bencana yang 

memiliki komoetensi 
Bimblngan Teknis Pasca Jumlah Aparatur Orang 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 50 350.000.000 
Bencana Kabupaten/Kota BPBD 

Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat 
daerah 
Kabupaten/Kota 
yang memillki 
kemampuan teknls 
dalam menyusun 
dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
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lndikator Program/ 2024 2025 2028 2027 2028 2029 
Program/Kegiatan/Sub Perangkat 

No Keglatan Keglatan / Sub Saluan Target 
Rp 

Target 
Rp 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Daerah Kegiatan Kinerja Klnerja Kinerja Kinerja Klnerja K°lllllrja 

Pascabencana 
(R3P) 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 
Aktivasi sistem komando 
penanganan darurat 
bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Laporan 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 
Aktivasi Sistem Komando Pelaksanaan 
Penanganan Darurat Aktivasi Sistem 
Bencana Komando 

Penanganan 
Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota 

Pendataan terhadap warga 
yang terkena/menjadi 
korban bencana 
Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Dokume 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 
Respon Cepat Darurat SK Penetapan n 
Bencana Kabupaten/Kota Status Darurat 

Bencana dan 
SKPDByang 
Dltetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
KaiiCeoat 

Sub Kegiatan: Jumlah Korban yang Orang 115364 1.225.000.000 1E+05 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 
Pencarian, Pertolongan dan Berhasil Ditemukan, 
Evakuasl Korban Bencana Ditolong, dan 
Kabupaten/Kota Dlevakuasl Per 

Jenis Kejadian 
Bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah Korban Orang 115364 116.640.900.000 1E+05 116.640.900.00 11 5364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 
Penyediaan Logistik Bencana yang 0 
Penyelamatan dan Mendapatkan 
Evakuasi Korban Bencana Dlstribusi Logistik 
Kabupaten/Kota Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 
Bencana 

Melakukan respon cepat 
darurat bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Dokume 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 
Respon Cepat Darurat SK Penetapan n 
Bencana Kabupaten/Kota Status Darurat 

Bencana dan 
SKPDByang 
Dltetapkan Paling 
Lama 1x24Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
Kaji Cepat 

Respon Cepat kejadian luar 
biasa (KLB) penyakit/wabah 
zoonosis prioritas 
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lndlkator Progran / 
2024 202II 2028 2027 2028 2029 

No 
Progranll(egllh 

Keglatan / SUb Saha1 Target Target Target Target Target T.-get 
Perangkat 

Kegilta1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp DMl'ah Kegilta1 Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 

Respon Cepat Kejadian Jumlah Laporan Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 
Luar Biasa Penyakil/Wabah Koordinasl Respon 
Zoonosis Priorltas Cepat Kejadlan Luar 

Blasa 
Penyakil/Wabah 
Prioritas 

Respon Cepat Bencana Jumlahdokumen SK Dokume 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 
Non Alam Epldemi/Wabah Penetapan Status n 
Penyaklt Darurat Bencana 

dan SKPDB yang 
Dltetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
lnvestigasi KLB dan 
Epidemiologi 
Terpadu 

Pelaksanaan pencarian, 
pertolongan evakuasi 
korban bencana 

Sub Keglatan: Jumlah Korban yang Orang 115364 1.225.000.000 1E+OS 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 115364 1.225.000.000 
Pencarian, Pertolongan dan Berhasil Dltemukan, 
Evakuasi Korban Bencana Ditolong, dan 
Kabupaten/Kota Dievakuasi Per 

Jenis Kejadian 
Bencana 

Sub Kegiatan: Jumlah Korban Orang 115364 116.640.900.000 1E+OS 116.640.900.00 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 115364 116.640.900.000 
Penyediaan Logistik Bencana yang 0 
Penyelamatan dan Mendapatkan 
Evakuasl Korban Bencana Distribusl Logistik 
Kabupaten/Kota Penyelamatan dan 

Evakuasl Korban 
Bencana 

5.3.6 Urusan Sosial 

Tabel 5. 30 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Sosial 

Progranll(egllh lndlkator Progran / 2024 202II 2028 2027 2028 2029 
Perangkat No Keglatan / Sub Saman 

Kegilta1 Kegilta1 Daerllh 
T.-get 

Rp Target Rp T.-get Rp Target Rp Target Rp T.-get Rp 
KlnerJ• Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Klnelja 

PROGRAM REHABILITASI Persentase PPKS % 100 1.618.801 .635 100 2.070.111 .107 100 3.072.916.310 100 3.579.242. 713 100 4.258.948.460 100 5.024.573.460 Dinas Soslal 
1 SOSIAL yang memerlukan 

Rehabilitasi 
Rehabilitasl Sosial Dasar Persentase PPKS % 100 1.618.801 .635 100 2.070.111 .107 100 3.072.916.310 100 3.579.242.713 100 4.258.948.460 100 5.024.573.460 Dinas Soslal 
Penyandang Disabilltas yang mendapatkan 
Terlantar, Anak Terlantar, pelayanan 
Lanjut Usia Terlantar, serta Rehabilitasl 
Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial 
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Penyediaan Perrnakanan Jumlah Orang Orang1 11 2 857.!500.000 212 1.623.125.000 312 2.388.750.0CO 41 2 3. H'i4.375.000 51 2 3.920.000.000 61 2 4.685.625(000 Dinas Sosial 
yang Mendapatkan 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Permq~anan 
Sesua L dengan 
Standar Glzi 
Minimal 
Kewerengan 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang OrangI 19 84.049.895 20 88.473.574 20 88.473.574 15 66,355.180 15 66.355.180 15 66.355.1:80 Dlnas Sosial 
yang Mendapatkan 
Alat Bantu dan 
Alat '13antu 
Peraga Sesuai 
kebut~han 
Kewerengan 
Kabupaten/Kota 

Pemberian Bimbingan Flslk, Jumlah Peserta Orang , 788 373.i/96.000 288 136.615.797 788 373. 796.000 288 13,6.615.797 288 136.615.797 288 136.615.797 Dlnas Sosial 
Mental, Spiritual , dan Sosial Blmbl~gan Fisik, 

Mental 
Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabuoaten/Kota 

Pemberian Blmblf;lgan Soslal Jumlah Peserta Orang1 988 282.9.60.740 588 168.401 .736 588 168.401 .736 588 16.8.401 .736 288 82.482.483 288 82.482.4/33 Dlnas Sosial 
kepada Keluarga ll?enyandang Bimbi11gan Soslal 
Disabllitas Terlantar, Anak kepacla Keluarga 
Terlantar, Lanjut l!Jsla Tertantar, Penyandang 
serta Gelandangan Pengemis Disabllltas Terlantar, 
dan Masyarakat Anak rrenantar, 

Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan 
Pengemls dan 
Masyarakat 
Kewenengan 
Kabupatan/Kota 

Fasllitasl Pembua~ n Nomor Jumlah Orang Orang1 50 3.495.000 50 3.495.000 50 3.495.000 50 3.495.000 50 3.495.000 50 3.495.000 Dlnas Sosial 
lnduk KependudUllan, Akta yang Terpenuhl 
Kelahlran, Surat Nlkah, dan Kebutuhan 
Kartu ldentitas Anak Pemb.uatan Nomor 

lnduk 
Kependuduka n, 
Akta ~lahiran. 
Surat!Nikah, dan 
Kartu ldentitas Anak 
bagl Renyandang 
Disabllltas 
Kewenengan 
Kabupatan/Kota 

Pemberian Layarll!n Rujukan Jumlah Orang Orang, 17 17 .Q00.000 50 50.000.000 50 50.000.000• 50 501000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 Dinas Sosial 
Mendapatkan 
Layanan Rujukan 
Kewenengan 
Kabui:iaten/Kota 

PROGRAMPEN~GANAN lndeks Kepuasan % 100 92.QSS.016 100 122.762.556 100 184.321.959 100 245.881 .361 100 307.440.764 100 369.000.167 Dlnas Sosial 
BENCANA Masyarakat 

terhadap 
Penaoganan 
Bencana 
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Perlindungan SQsial Korban Perslll1tase Korban % 100 92.066.015 100 122.762.556 100 184.321.959 100 245.881 .361 100 307.440.764 100 369.000.167 Dinas Sosial 
Bencana Alam d;m Sosial bencana yang 
Kabupaten/Kota yang roendapatkan 

pelayman 

Penyedlaan Makanan Jumlah Orang Orang, 150 91.449.015 200 121 .932.020 300 182.898.030) 400 243.864.040 500 304.830.050 600 365.796.060 Dinas Sosial 
yang Mendapatkan 
Permakanan 3x1 
Harl tdalam 
Masa Tanggap 
Darurat 
(Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penyedlaan Sand!lng Jumlah Orang Orang, 70 332.000 100 474.286 150 711 .429 200 948.571 250 1.185.714 300 1.422.857 Dinas Sosial 
yang Mendapatkan 
Pakalan dan 
Kelengkapan 
Lainnya yang 
Tersedia pada 
Masa'Tanggap 
Darurat 
(Pengungsian) 
dan Pasca 
Bencana 
Kewenangan 
KabuQaten/Kota 

Penanganan Khusus bagi Jumlah Tempat Untt 8 285.000 10 356.250 20 712.500 30 1.068.750 40 1.425.000 50 1.781.250 Dinas Sosial 
Kelompok Rentan Pengungsian 

Kewenangan 
Kabuoaten/Kota 

145 



5.4 lntegrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Pelayanan Dasar ke dalam 

Dokumen Perencanaan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa "Pelaksanaan pelayanan dasar pada 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman 

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". 

Amanat yang ada dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan 

Pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM 

,agar menjadi prioritas pembangunan di daerah. 

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari 

RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya 

RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan 

saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan 

mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan 

jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka 

pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir 

pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu 

proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga 

Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya 

melalui: 

1) Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik 

dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang 

sifatnya tahunan. 

2) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan 

penyelenggaraan pemenuhan dan pencapa1an kebutuhan dasar oleh 

Pemerintah Daerah. 

b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, 

khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan 

bagi pemenuhan kebutuhan dasar. 

c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan 

isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan 

Wajib Pelayanan Dasar. 

d) Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, 

khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar. 
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e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan 

pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan indikator kjnerja daerah dalam pencapatan pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

3) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan 

penyelenggaraan dan pencapaian program dan ~egiatan Perangkat 

Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan 

dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk 

memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana 

kerja tahunan. 

d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan 

program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan 

yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 

e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

4) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat 

Oaerah dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan 

capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat 

Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 

c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran 

kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

d) Strategi dan erah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan 

dengan program, •kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber 

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan 

dasar. 
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f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan 

indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

5) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat 

Oaerah dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya 

optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 

b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan 

penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan 

sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

6) lntegrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah 

lntegrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk 

sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan 

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen 

tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya 

melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif 

dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi: 

a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD. 

c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana 

belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar 

penyusunan dasar. 

d) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan 

pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah, khususnya dikaitkan 

dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 
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7) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan 

penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat 

Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan 

dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk 

memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana 

kerja tahunan. 

d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan 

program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan 

yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 

e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

8) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat 

Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan 

capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat 

Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 

c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran 

kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan 

dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber 

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan 

indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

9) lntegrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat 

Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan: 

a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya 

optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 
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b) Tujuan dan sasaran Perangkat Oaerah, khususnya dikaitkan dengan 

penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan 

sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

1 O) lntegrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah 

lntegrasi SPM ke dalam perencanaan den peng-angg,aran jug-a termasuk 

sinkronisasi target SPM antar dokurnen perencanaan pembangunan 

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen 

tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

-sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya 

melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif 

dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi: 

a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan -serta a-sumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Oaerah untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD. 

c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana 

belanja program dan kegiatan Perangkat Oaerah sebagai clasar 

penyusunan APBD. 
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BABVI 

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

PELAKSANAAN SPM 

6.1 MEKANISME MONITORING DAN EVALU:ASI 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk 

memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan 

pencapaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

capaian kinerja Rencana Aksi Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah dalam mencapai target SPM. Secara prinsip, monitoring dilakukan saat 

kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian 

sesuai rencana (tercapai atau tidak). Bila ditemukan penyimpangan atau 

kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai 

rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses 

selanjutnya. 

Evaluasi dilakukan saat kegiatan selesai dilaksanakan guna memastikan 

apakah capaian sesuai dengan target. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara 

target dan realisasi atau capaian maka digali informasi terkait permasalahan dan 

kendala yang dihadapi, kemudian diupayakan rumusan solusi atau rekomendasi 

atas permasalahan atau kendala dimaksud. Hasil evaluasi menjadi input bagi 

kepentingan pelaksanaan kepentingan proses selanjutnya. 

Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sesuai 

dengan bidang urusannya secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi 

oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan 

kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang 

ditetapkan. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM Daerah dikoordinasikan oleh 

Tim Penerapan SPM Daerah. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Penerapan SPM 

Daerah dilaksanakan pada setiap akhir triwulan melalui rapat koordinasi dan/atau 

tinjauan lapangan jika diperlukan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan 

kepada Tim Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan. 

6.2 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 

Pelaporan penerapan SPM dimanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa laporan penerapan SPM dimuat dalam 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan selama 

1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat ·3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat 

hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Laporan 

penerapan SPM juga dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan 
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aplikasi. Bupati menyampaikan laporan kepacla Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 menyebutkan bahwa laporan penerapan SPM digunakan: 

a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di 

daerah k:abupaten/kota; 

b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan 

c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau 

disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

negara. 

Sistematika pelaporan penerapan SPM Daerah melalui Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan secara triwulan mengacu 

pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

152 



BAB VII 

PENUTUP 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang 

Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. 

Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga 

Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Sektoral). Dalam penerapan SPM, Rencana Aksi penerapan SPM digunakan 

sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan 

dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Demikian 

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2029 yang kami sampaikan. Semoga dokumen Rencana 

Aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian 

target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu 

pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; serta 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Oaerah. 

Atas perhatiannya disampaikan ucapan terimakasih. 

TELAH DI TELITI Pj. BUPATI PASURUAN, 

Pejabat Tanggal Parat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Kabag. Hukurn 

Kabag.Tapem 
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